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Kata Pengantar
Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Puji syukur ke hadirat Ilahi, Allah swt., Tuhan seluruh alam
semesta, yang selalu memberikan hidayah-Nya, sehingga buku ini
dapat sampai ke tangan para pembaca.

Saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku
“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan”, yang kehadirannya diharapkan oleh
berbagai kalangan.

Selama rentang waktu 36 tahun sejak lahirnya MUI pada 7
Rajab 1395 bertepatan dengan 26 Juli 1975, MUI sebagai lembaga
penghimpun para ulama merupakan penerus tugas-tugas para
Nabi (Warasatul Anbiya) dan concern terhadap masalah
kesejahteraan rohani umat, tentunya telah banyak menghasilkan
produk berwujud fatwa-fatwa yang membahas berbagai dimensi
kehidupan masyarakat. Produk-produk itu sudah selayaknya
tersosialisasi secara luas dan mudah diakses oleh seluruh umat
Islam, khususnya saat-saat ini di mana umat Islam Indonesia
menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan
tersebut antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
berpengaruh kuat terhadap perilaku beragama masyarakat,
termasuk kualitas keimanan, pengetahuan cara berfikir, dan
komitmen moral, serta kebutuhan religiositas masyarakat.
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Kata Pengantar

Seiring dengan kebutuhan dan berbagai masalah
kehidupan keagamaan umat Islam yang mengemuka di Indonesia,
maka buku ini diharapkan dapat memberi pencerahan kepada
seluruh lapisan masyarakat. Perspektif yang ditulis dalam buku ini
akan menyoroti fatwa-fatwa MUl yang diharapkan dapat
memberikan jawaban atas persoalan-persoalan keagamaan
dengan lebih mendalam. Saya berharap buku ini secara dinamis
merespon perubahan sosial kehidupan keagamaan yang terjadi
dengan dikeluarkanya berbagai fatwa oleh MUI.

Buku ini sejak awal memang diperuntukkan bagi
masyarakat dari berbagai kalangan dalam upaya meningkatkan
kualitas fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, baik dari kalangan
pejabat pemerintah, para pemuka agama, para pakar dari berbagai
bidang ilmu maupun masyarakat umum. Buku ini memberi
pandangan pemahaman dari berbagai perspektif tentang fatwa-
fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Oleh karena itu, saya
memandang buku ini sangat penting bagi berbagai kalangan
masyarakat dalam menciptakan kehidupan keagamaan umat Islam
di Indonesia yang lebih baik.

Akhirnya, semoga kehadiran buku ini dapat mencapai
tujuannya yakni sebagai salah satu media agar MUI terus dapat
memberikan pencerahan kepada kehidupan seluruh umat Islam.

Jakarta, Juni 2012

r . Machasin, MA
P 9561013 198103 1 003
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Sambutan

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI

Saya menyambut baik diterbitkannya buku, “Fatwa MUl dalam
Perspektif Hukum dan Perundang-undangan” yang merupakan
kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Badan
Litbangdan Diklat Kementerian AgamaRl.Terbitnya bukuinimenjadi
sangat diperlukan dan penting, jika melihat kebutuhan masyarakat
akan pemahaman agama yang benar (hanif) dan moderat di tengah
serangan nilai-nilai liberalisme dan fundamentalisme yang melanda
Indonesia dewasa ini.

Sesuai dengan rumusan khittah pengabdian Majelis Ulama
Indonesia (MUI), maka MUl mempunyai lima fungsi dan peran
utama yaitu: pertama, sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi
(Warasatul Anbiya); kedua, sebagai pemberi fatwa (mufti); ketiga,
sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wakhadim al
Ummah); keempat, sebagai gerakan Islah wa al Tajdid; dan kelima,
sebagai penegak Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar.

Sebagai  satu-satunya lembaga yang berwenang
mengeluarkan fatwa di Indonesia, selama lebih dari 35 tahun dari
berdirinya, MUI telah menerbitkan berbagai macam fatwa dalam
berbagai dimensi, mulai dari hukum, sosial, politik, budaya, etika,
dan bahkan juga ekonomi. Dengan momentum Milad yang ke-36
ini, MUl berupaya melakukan evaluasi (muhasabah) atas perjalanan
MUI selama ini dengan mengundang para ulama, cendekiawan,
dan peneliti yang intensif terlibat dalam kajian MUI dalam rangka
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Sambutan

mengkaji dan melakukan diskusi akademik terkait dengan peran
dan khidmah MUI. Adapun buku ini adalah merupakan kompilasi
makalah terpilih dari call for papers dalam acara Islamic Conference
on MUI Studies, pada kegiatan Milad MUI ke-36.

Secara sistematik buku ini dibagi menjadi empat bagian.
Bagian pertama bukuinimenyorotifatwa MUl dari dimensilegalitas
hukum dan undang-undang, bagaimana fatwa yang merupakan
instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat kemudian
dewasa ini memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai bahan
landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal ini bisa dilihat dalam beberapa undang-undang, seperti pada
undang-undang Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah. Dilihat
dari fungsi dan kedudukannya, fatwa merupakan sumber hukum
materiil yang menjadi determinan materiil membentuk hukum dan
menentukan isi hukum.

Pada bagian ini juga dipaparkan pula perjalanan fatwa
MUI dari tahun ke tahun, beserta faktor social dan budaya yang
mempengaruhi  kemunculan fatwa tersebut. Seperti fatwa
MUl pada tahun 1975-1988 misalnya dipengaruhi beberapa
faktor seperti keinginan untuk mendukung berbagai kebijakan
pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan
modern, keinginan untuk selalu menjaga kerukunan agama dan
keinginan untuk diterima baik oleh umat Islam Indonesia. Pada
tahun 1989-1995, kecenderungan pada empat hal di atas tetap
eksis, akan tetapi terjadi perubahan yang signifikan pada intensitas
dan manifestasinya, karena keinginan yang besar dari MUl untuk
diterima umat Islam dan ormas-ormas Islam, dan hal ini berhasil
dilakukan oleh MUI.

Adapun pada tahun 1996-2000 terjadi konstelasi politik
yang besar dimana terdapat dua fatwa MUl yang menimbulkan
kontroversi di kalangan umat Islam: pertama, fatwa tentang calon
legislatif non-Muslim dan kedua, fatwa tentang hukum boleh
tidaknya seorang wanita menjadi Presiden Republik Indonesia.
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Pada periode ini, terlihat MUI sangat berkeinginan untuk menjadi
organisasi yang independen. Sedangkan pada tahun 2001-2011,
empat sikap dasar MUI tetap mewarnai kiprah MUI dan fatwanya,
walaupun secara umum jumlah fatwa yang dikeluarkan cenderung
terus dibatasi sesuai kebijakan pemerintah mengenai pembatasan
pada tahun 1986. Namun demikian, ada dua bidang masalah yang
fatwanya terus meningkat, yaitu fatwa kehalalan berbagai produk
makanan yang jumlahnya ribuan fatwa dan fatwa dalam bidang
ekonomi Syariah.

Bagian kedua buku ini menyoroti MUl sebagai lembaga
fatwa di Indonesia. Dalam makalah pertama diulas sejarah dan
perkembangan lembaga fatwa di Indonesia. Secara sosiologis
jauh sebelum terbentuknya MUI masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat yang relijius. Fatwa ulama sering menjadi acuan
masyarakat baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan.
Pendirian MUl pada masa Soeharto hanyalah penekanan dan
legitimasi dari peran ulama dalam bermasyarakat dan bernegara.
Walaupun Soeharto sebenarnya mempunyai agenda politik
tersendiri dengan berdirinya MU, yaitu untuk mendukung agenda
politik rezim yang berkuasa. Sehingga diharapkan radikalisme dan
separatisme dapat ditepis dengan dilembagakannya fungsi ulama
pada saat itu.

Tulisan selanjutnya menyoroti peranan MUI dalam perspektif
sosial-politik pada rentang tahun 1975-1990. Masa ketika orde baru
sedang giat-giatnya mencari bentuk yang tepat bagi pembangunan
Indonesia setelah terbangun dari keterpurukan Orde Lama.
Sebelum berdirinya MUI tahun 1975, di daerah telah berdiri MUI-
MUI tingkat daerah yang terbentuk menjadi Majelis Ulama Daerah
Tingkat | dan sebagian di Daerah Tingkat II.

Pada tiga masa periode sejak awal berdirinya MUI, sesuai
dengan komisi yang dimiliki MUI, maka MUl mempunyai sejumlah
peran. Pertama, pemberi fatwa dan penasehat. Kedua, pemersatu
umat dalam kerangka Ukhuwah Islamiyah. Ketiga, wakil umat dalam
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menghadapi umat lain. Keempat, berperan sebagai penghubung
antara pemerintah dan umat. Dengan perkembangan zaman
yang semakin pesat, dengan ditandai beberapa kemajuan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat masuk ke era
globalisasi yang serba cepat. Kontak antar bangsa semakin sering
terjadi, pertukaran pikiran dan gagasan saling mempengarubhi,
sehingga dapat mengubah pola-pikir dan tingkah-laku masing-
masing individu. Salah satu dampak arus globalisasi dewasa ini
adalah terjadinya perubahan besar pada umat manusia. Dan
terkadang perubahan besar dan cepat tersebut mengagetkan
dan membawa dampak yang berat juga bagi masyarakat luas. Di
antara reaksi terhadap perubahan itu, dalam ranah keagamaan,
misalnya masyarakat terbagi secara ekstrem pada dua kelompok;
fundamentalis dan liberalis. Itulah salah satu tantangan MUI di
era modern ini sebagai pembimbing dan penuntun umat Islam
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang
diridloi oleh Allah swt.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan kemajemukan
hidup, serta kejenuhan terhadap sektarianisme, masyarakat
merindukan hadirnya produk-produk fatwa yang berdiri di
atas kepentingan semua golongan dan semua pihak. Di sinilah
pentingnya optimalisasi fatwa MUl sebagai lembaga yang
mempunyai otoritas pemberi fatwa satu-satunya di Indonesia, MUI
harus menjadi lembaga yang bias mengayomi seluruh umat Islam
Indonesia dengan merespon dan member jawaban secepatnya
terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

Untuk mendukung optimalisasi fatwa tersebut, maka ada
beberapa langkah yang harus ditempuh, di antaranya adalah
sebagai berikut: MUl (khususnya Komisi Fatwa dan LP POM)
harus diisi oleh para ulama yang memiliki integritas moral dan
benar-benar menguasai ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, di
samping itu pula sarana dan prasarana yang harus di penuhi begitu
juga metode pengambilan keputusan (ijtihad) harus dilakukan
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berdasarkan ketentuan-ketentuanyangberlakudalam hukumIslam.
Beralih ke otoritas fatwa dalam konteks masyarakat demokratis dan
melihat fungsi fatwa MUI, diperoleh fakta dan data bahwa fatwa
MUI ternyata mampu memberikan pengaruh bagi tatanan sosial
kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan fatwa MUI memiliki makna
penting bagi masyarakat Islam Indonesia. Di samping itu fatwa MUI
juga mempunyai efek dan pengaruh kuat di dalam masyarakat.

Bagian ketiga buku ini menyoroti fatwa MUI secara spesifik
dalam ekonomisyariah sertabagaimanadinamikafatwa dan otoritas
fatwa terhadap ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia
berikut analisa di dalamnya. Dengan model hukum tata negara
di zaman modern ini dalam makalah kelima misalnya disebutkan
bahwa fungsi fatwa dalam suatu negara dapat dikelompokan
menjadi tiga fungsi. Pertama, negara yang menempatkan Syari'at
Islam sebagai dasar dan Undang-Undang yang diterapkan secara
utuh dan sempurna, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum
yang mengikat. Kedua, negara yang berdasarkan hukum sekuler,
sehingga fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apapun dalam
kehidupan bernegara. Ketiga, negara yang menggabungkan antara
hukum sekuler dengan hukum Islam, maka dalam konteks ini fatwa
berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam.

Secara faktual Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai
negara yang menggunakan pola ketiga; yaitu penggabungan yang
fleksibel antara konsep agama dan konsep sekular secara dinamis.
Sehingga dengan demikian kajian fatwa di Indonesia terasa
sangat menarik, karena walaupun mayoritas penduduk Indonesia
beragama Islam dan penganut mahdzab Sunni, namun dasar
negara adalah Pancasila. Secara lebih spesifik beberapa makalah
dalam bagian ketiga ini ingin lebih dalam mengurai bagaimana
fatwa MUl menjadi bagian yang terintegrasi dengan fluktuasi
ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. Praktik perbankan
syariah di Indonesia memerlukan hukum Islam (baca: fatwa) untuk
mengawal pelaku ekonomi agar sesuai dengan tuntunan syariah
Islam. Meskipun tidak bersifat mengikat, fatwa merupakan suatu
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alternatif hukum yang diperlukan untuk memberi jawaban tentang
masalah kehidupan yang aktual dari perspektif agama, baik untuk
masyarakat maupun pemerintah. Adapun khusus untuk perbankan
syariah posisi fatwa MUI telah diakui oleh peraturan perundang-
undangan di Indonesia sebagai sumber untuk menentukan dan
jaminan kesesuaian syariah. MUl berposisi sebagai payung dari
lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia
dimana semua organisasi tergabung didalamnya, maka secara
otomatis kemudian otoritas penjamin dan pengawasan kesesuaian
syariah pada produk perbankan syariah dibawah otoritas MUI.

Bagian keempat, dalam bab terakhir buku ini menyoroti
tentang politik dan social keagamaan, bagaimana fatwa MUI
terkait dengan isu-isu aktual kontemporer seperti halnya tentang
Golongan Putih (Golput), telaah kritis metodologi Istinbath MUI,
fatwa hukum rokok, fatwa tentang wakaf uang, arah kiblat, fatwa
pelarangan khitan perempuan, penentuan awal bulan Ramadhan
dan Syawal, dst. Adalah dirasa penting untuk mengetahui
bagaimana aktualisasi dan kontekstualisasi fatwa MUl dalam isu-isu
kontemporer, sehingga dari makalah-makalah pada bab terakhir ini
kita bisa melihat sinergi posisi MUl dan keterlibatan MUl dengan
fatwanya sebagai lembaga yang memiliki peran yang strategis dan
penting dalam perubahan sosial, yaitu sebagai pelaku perubahan
sosial (agent of change).

Jakarta, Juni 2012
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SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah swt. dan bantuan
berbagai pihak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya dapat
menerbitkan buku “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan” yang
merupakan kompilasi dari makalah terpilih dari call for papers
untuk acara Islamic Conference on MUI Studies.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26
Juli 1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturrahmi
ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim. MUI adalah wadah atau
majelis yang menghimpun para ulama, zu’ama, dan cendekiawan
muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat
Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari tiga puluh enam tahun,
MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan
bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan
keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
khitah pengabdiannya, telah dirumuskan lima fungsi dan peran
utama MUI vyaitu: (i) sebagai pewaris tugas-tugas para nabi
(Waratsatul Anbiya); (ii) sebagai pemberi fatwa (mufti); (iii) sebagai
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pembimbing dan pelayan umat (Ra’i wa khadim al-ummah); (iv)
sebagai pelopor gerakan Islah wa al-Tajdid; dan (v) sebagai
penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasang surut kondisi sosial
politik Indonesia sangat berpengaruh dalam lenggam dan strategi
MUI (siyasah syar’iyyah). Hal ini mengingat MUl merupakan bagian
tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan muhasabah, mengambil momentum
Milad MUl yang ke-36, serta upaya melakukan otokritik atas
perjalanan MUI selama ini, MUI merasa perlu untuk mengundang
para ulama, cendekiawan, dan peneliti yang intens dalam kajian
MUI untuk melakukan diskusi akademik terkait dengan peran dan
khidmah MUI selama ini. Buku ini adalah kumpulan hasil kajian
dimaksud.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari call for
papers untuk acara Islamic Conference on MUI Studies, sebagai
rangkaian kegiatan Milad MUI ke-36. Dalam rentang waktu tiga
puluh enam tahun dari kelahirannya, MUI telah melakukan banyak
hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah
memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum
seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang
dihadapi oleh umat. Untuk itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh
dan terus menerus untuk meningkatkan khidmah tersebut, baik
pada aspek substansi (madah) maupun pada aspek metodologi
(kaifiyyah) dan juga cara (tharigah).

Peranan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah
banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior
dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun
posdoktoral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan
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terhadap MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis
hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan akan
peranan MUI pun sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial,
politik, budaya, etika, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara
pandang dan sudut pandang terhadap MUl semakin meneguhkan
posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan
bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini
merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-
masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah
MUI dari berbagai sudut pandang.

Respon positif atas kegiatan tersebut muncul dari
masyarakat, khususnya yang memiliki perhatian terhadap
dinamika keberagamaan di Indonesia, dan lebih khusus lagi
masyarakat yang selama ini berkaitan langsung dan merasakan
manfaat atas keberadaan MUI. Banyak yang meminta buku edisi
pertama yang diterbitkan dalam rangka acara Milad tersebut,
namun karena jumlah cetakan terbatas maka permintaan tersebut
dengan sangat menyesal tidak dapat dikabulkan.

Adalah Badan Litbang Kementerian Agama RI, melalui
Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Puslitbang Lektur dan
Khazanah Keagamaan dan Sekretarian Badan Litbang dan Diklat,
yang kemudian memiliki kepedulian, concern, dan perhatian
untuk berupaya menerbitkan kembali hasil pertemuan Islamic
Conference on MUI Studies tersebut, dan hasilnya seperti yang ada
di tangan pembaca ini.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih meningkatkan fungsi
dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di
berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan
seirama dengan semakin lajunya derap pembangunan.
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Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada editor
dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.
Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang
sebesarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan
cendekiawan muslim dalam upaya meningkatkan fungsi dan
peranannya di masa yang akan datang.

Jakarta, Sya’ban 1433 H
Juni  2012M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,
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PROLOG

FATWA MUI SEBAGAI OBYEK KAJIAN HUKUM
ISLAM DAN SUMBER SEJARAH SOSIAL

H. M. Atho Mudzhar'

Pendahuluan

Pada zaman modern sekarang ini, fatwa adalah pendapat
hukum Islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif
sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai
respon atas apa (masalah) yang berkembang dalam masyarakat.
Pada masa klasik, fatwa diberikan oleh mufti atau alim sebagai
individu atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena sifatnya
sebagai respon atas pertanyaan atau masalah yang berkembang
dalam masyarakat itu atau sebagai ekspresi dari interplay yang
terus menerus antara norma lIslam dan kebutuhan nyata
masyarakat, maka fatwa selalu bersifat dinamis dari segi
pengungkapannya, meskipun belum tentu dinamis dari segi
isinya.
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Prolog

Dari pengertian dan sifat fatwa tersebut di atas maka fatwa
pada satu sisi adalah obyek kajian hukum Islam (dalam arti kajian
fikih dan usul fikih), tetapi pada sisi yang lain fatwa juga dapat
digunakan sebagai sumber penting bagi penulisan sejarah sosial
dan ekonomi suatu masyarakat Islam di mana mufti atau ulama itu
hidup.? Uraian mengenai fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) berikut ini akan menggambarkan proposisi ini.

Fatwa MUI 1975-1988

Dalam sebuah studi yang mengkaji 22 fatwa MUI selama
periode 1975-1989, Mudzhar menyimpulkan antara lain bahwa
secara metodologis pengeluaran fatwa-fatwa itu tidak mengikuti
pola yang konsisten. Sebagian fatwa merujuk Al-Qur'an terlebih
dahulu sebelum merujuk sumber-sumber lainnya. Sebagian lain
langsung merujuk hadis tanpa merujuk Al-Quran. Sebagian
lainnya lagi langsung merujuk kitab fikih tanpa terlebih dahulu
merujuk Al-Quran dan Sunah, bahkan sebagian lainnya lagi
langsung kepada bunyi dictum fatwanya tanpa merujuk Al-Qur‘an,
hadis, atau kitab fikih, atau argumen lainnya. Sesungguhnya
pedomannya sudah ada, yaitu bahwa suatu fatwa baru boleh
dikeluarkan setelah mempelajarinya secara lengkap dari segi Al-
Qur'an, hadis, ijma’, dan qiyas (dengan urutan seperti itu).
Nampaknya, di dalam pelaksanaannya, pedoman itu tidak selalu
diikuti?

Studi Mudzhar itu juga menyimpulkan bahwa selain
didasari argumen nagli dan kajian usul fikih, fatwa-fatwa MUI itu
juga lahir sebagai ekspresi dari beberapa sikap dasar MUl yang
terbentuk karena pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya
yang mengitarinya. Ditemukan terdapat empat faktor penting
yang telah mempengarubhi isi fatwa MUI periode 1975-1989. Faktor
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pertama, ialah keinginan untuk mendukung berbagai kebijakan
pemerintah. Fatwa tentang pembudidayaan kodok, kehalalan
daging kelinci, dan hukum pemasangan spiral untuk Keluarga
Berencana (KB) adalah di antara contohnya. Bahkan fatwa yang
disebut terakhir sifatnya mencabut fatwa ulama sebelumnya
(1971) yang mengharamkan pemasangan spiral dalam KB. Fatwa
tentang keabsahan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sebagai
tempat Miqgat Makani bagi jemaah haji Indonesia juga dapat
ditengarai sebagai bagian dari upaya mendudukung kebijakan
pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi fatwa MUI ialah
keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, seperti
fatwa tentang bolehnya mendonorkan kornea mata dan
transplantasi jantung. Fatwa tentang keabsahan bandara King
Abdul Aziz sebagai tempat Migat Makani juga dapat dilihat dari
sudut ini. Demikian pula fatwa tentang kewajiban salat Jum’at
hanya sekali di atas kapal laut yang berlayar melintasi suatu batas
wilayah tertentu sehingga memungkinkan menemui dua kali hari
Jum’at dalam seminggu.

Faktor ketiga terkait keinginan MUI untuk selalu menjaga
kerukunan umat beragama, tetapi dalam waktu yang sama juga
tetap menjaga keutuhan umat Islam dan mewaspadai penyebaran
agama lain sehingga membentuk suasana rivalitas keagamaan.
Fatwa haram bagi seorang Muslim menghadiri perayaan Natal
(1981) adalah di antara contohnya. Contoh lainnya ialah fatwa
haram baik bagi seorang Muslim laki-laki maupun perempuan
untuk kawin dengan seorang Ahli Kitab. Fatwa terakhir ini menarik,
karena bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama, bahkan
tidak sejalan dengan Al-Qur'an, yang membolehkan laki-laki
Muslim mengawini wanita Ahlul Kitab.* Karena pertimbangan
maslahat dan mafsadat tertentu, MUl menutup rapat-rapat pintu
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perkawinan Muslim dan Ahlul Kitab itu. Pemerintah pun tidak
senang atas dikeluarkannya fatwa Natal tersebut, tetapi MUI tetap
teguh pada pendiriannya. Bahkan, barangkali inilah salah satu
fatwa MUl yang banyak sekali mengutip ayat Al-Quran di
dalamnya.®

Faktor keempat yang mempengaruhi fatwa MUI ialah
keinginan untuk diterima baik oleh umat Islam Indonesia. Seperti
diketahui, MUI berdiri pada tahun 1975, tetapi awalnya (pada awal
1970-an) kehadiran MUI itu ditolak umat Islam karena
dikhawatirkan akan digunakan pemerintah untuk mengebiri umat
Islam. Juga ada sedikit kekhawatiran ketika itu dari ormas-ormas
Islam yang ada, kalau-kalau MUl akan menjadi semacam super
body di atas ormas-ormas itu. Setelah MUI berdiri, lambat laun MUI
dapat diterima baik oleh umat Islam dan keterwakilan unsur dari
dua ormas Islam terbesar di Indonesia selalu dijaga dalam
kepengurusan MUI agar berimbang untuk menepis kekhawatiran
kedua tadi. Kepiawaian para Ketua Umum MUI pada periode ini
(HAMKA, 1975-1981; K. H. Syukri Ghozali, 1981-1984; dan K. H.
Hasan Basri, 1985-1990), telah memberikan andil besar bagi
penerimaan umat Islam terhadap MUI. Sesungguhnya hampir
semua fatwa tentu dalam rangka pelayanan dan bimbingan
hukum kepada umat Islam, tetapi beberapa di antaranya sangat
bersifat khusus seperti fatwa tentang kehalalan makanan, dan lain-
lain.

Perlu ditegaskan bahwa dengan hadirnya beberapa sikap
dasar MUl yang kemudian mempengaruhi sifat fatwanya itu
tidaklah berarti bahwa fatwa-fatwa itu dari segi metode istinbat
hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian fatwa itu
justru didasari argumen nagli dan aqli yang sangat kuat. Faktor-
faktor tadi nampaknya berperan sebagai pelengkap atau berperan
bersama secara sengaja atau secara kebetulan. Peran beberapa
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faktor juga bergabung bersama dalam sesuatu fatwa, seperti fatwa
tentang keabsahan bandara King Abdul Aziz sebagai tempat Miqat
Makani yang dapat dilihat sebagai respon terhadap tantangan
kehidupan transportasi modern dan sekaligus juga (kebetulan)
mendukung pemerintah.

Periode 1989-1995

Pada periode ini sikap dasar MUl yang empat di atas
nampaknya tetap. Perubahan hanya terjadi pada intensitas dan
manifestasinya. Keinginan MUI untuk diterima umat Islam dan
ormas-ormas Islam relatif telah tercapai. Kepengurusan MUI
periode 1990-1995 mewakili unsur-unsur tokoh intelektual, tokoh
daerah, dan tokoh ormas Islam khususnya dua ormas besar, NU
dan Muhammadiyah. Dari segi programnya, MUl periode ini
nampak berubah. Sebelumnya MUI mengklaim sebagai organisasi
yang tidak bersifat operasional, hanya bersifat konsultatif, tetapi
sejak 1990, MUI mulai melancarkan program-programnya sendiri
seperti pengiriman dai ke daerah transmigrasi, pendirian Bank
Muamalat Indonesia (BMI) dan keterlibatan fungsionaris MUI
dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank-
bank Syariah, dan pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Melalui lembaga yang
disebutkan terakhir, LPPOM, para fungsionaris MUI berkunjung ke
berbagai pabrik makanan di dalam dan luar negeri yang
mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Pada periode ini,
kiprah MUI semakin meluas dalam masyarakat, bahkan
mengglobal, sehingga jumlah fatwa tentang kehalalan berbagai
produk makanan meningkat tajam, sementara fatwa dalam
bidang-bidang lainnya cenderung menurun akibat kebijakan
pembatasan pengeluaran fatwa pada tahun 1986 yang antara lain
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dipicu oleh munculnya fatwa yang saling bertentangan antara MUI
Pusat dan Daerah.® Melalui Munas 1995, MUl nampak lebih
berhati-hati dengan mengatakan bahwa program-program MUI
terdiri atas dua macam, yaitu program fungsional dan institusional.
Dimaksudkan dengan program fungsional adalah program-
program asli MUI yang sifatnya memberi bimbingan hukum
(fatwa) dan nasehat kepada umat Islam dan pemerintah. Termasuk
dalam program kategori ini ialah ukhuwwah Islamiyyah. Adapun
program institusional adalah seperti program pilot project
pembangunan masyarakat (dakwah bil hal), pendirian baitul mal
wat tamwil, dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan pemerintah, beban MUI
lebih ringan pada periode ini karena undian berhadiah
Porkas/SDSB telah dihapuskan oleh pemerintah. Sebelumnya
masalah ini terus mengganjal, karena selama lebih lima tahun,
sejak 1985, MUI ditanya tentang hukum undian Porkas/SDSB tetapi
tidak pernah menjawab atau mengeluarkan fatwa. Jawaban itu
baru diberikan pada tahun 1991.

Dalam bidang hubungan antaragama, MUI aktif mengikuti
dialog-dialog pengembangan wawasan multikultural antara
pemuka agama pusat dan daerah yang difasilitasi oleh pemerintah
dalam bentuk perjalanan bersama pemuka-pemuka berbagai
agama tingkat pusat ke berbagai daerah. Dalam kaitan perayaan
Natal, MUl ingin menegaskan bahwa karena perayaan Hari Besar
keagamaan pada dasarnya diikuti oleh umat penganut agama
yang bersangkutan maka yang dimaksud Perayaan NATAL
Bersama bagi MUI ialah perayaan Natal dengan keikutsertaan
bersama-sama penganut agama Kristen Prostestan dan penganut
agama (Kristen) Katolik, bukan dengan ummat Islam.”
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Periode 1996-2000

Pada periode ini, ada dua fatwa MUI yang ternyata sangat
sensitif dan karenanya menimbulkan kontroversi luas. Pertama
adalah fatwa tentang calon legislatif non-Muslim. Sesungguhnya
fatwa ini tidak dalam bentuk fatwa sebagaimana biasanya,
melainkan menyebut dirinya sebagai tausiah. Fatwa itu
dikeluarkan tanggal 1 Juni 1999, hanya enam hari menjelang
Pemilu legislatif tanggal 7 Juni 1999. Isi fatwa itu menasehatkan
empat hal kepada umat Islam, yaitu : (1) agar menggunakan hak
pilih mereka pada Pemilu 7 Juni 1999 dan memilih partai yang
akan memperjuangkan kepentingan umat Islam; (2) agar memilih
partai politik yang kebanyakan calon legislatifnya beragama Islam;
(3) agar selalu waspada terhadap bahaya komunisme,
otoritarianisme, dan sekularisme yang mungkin bersembunyi
dalam partai-partai politik tertentu; dan (4) agar pelaksanaan
Pemilu 7 Juni 1999 menjadi Pemilu yang bebas dan demokratis.2

Sebagian warga masyarakat mempertanyakan apakah
fatwa MUI itu ada kaitannya dengan hukum Islam dan menjadi
wilayah fatwa, meskipun bagi mereka yang pernah belajar fikih
tentu mengetahui bahwa hal itu merupakan bagian dari kitab
Qada. K. H. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PB-NU ketika itu
dan deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuduh MUI
telah melakukan intervensi terhadap masalah politik praktis. Juru
bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Didi
Supriyanto, menuduh MUI telah menghasut masyarakat dan
mengganggu ketentraman masyarakat sehingga dapat dikenai
Pasal 151 KUHP. Partai Golkar tidak bereaksi atas fatwa itu,
mungkin merasa tidak menjadi target fatwa itu.’ Fatwa itu
mengutip ayat-ayat Al-Quran yang melarang orang Islam
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menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin dan MUI tetap teguh
pada fatwanya itu, meskipun mendapatkan banyak kritik.

Momentum krusial lain pada periode ini terkait hukum
boleh-tidaknya seorang wanita menjadi Presiden Republik
Indonesia. Sekitar setahun sebelum Pemilu 7 Juni 1999, salah satu
butir hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUIl) 1998 menanyakan
kepada MUI tentang hukum seorang wanita menjadi Presiden
Republik Indonesia. Sampai Munasnya pada bulan Juni 1998, MUI
tidak menjawab pertanyaan itu. Hal ini mengingatkan orang pada
diamnya MUI selama lima tahun atas kasus undian berhadiah
Porkas/SDSB. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam hal ini?
Apakah MUI tidak memahami persoalan hukum mengenai hal itu?
Tentulah bukan. Umat Islam ketika itu memang terpecah soal
kemungkinan Megawati Sukarno Putri menjadi Presiden RI. Para
ulama NU telah membolehkan wanita menjadi Presiden Rl dalam
musyawarah mereka di Purwokerto. Nurcholish Madjid, tokoh
intelektual Muslim, juga tidak mempersoalkan jenis kelamin calon
Presiden asalkan mampu. Sedangkan para peserta KUII
memandangnya sebagai haram, meskipun tidak berani
memfatwakannya sendiri sehingga meminta MUl untuk
mengeluarkan fatwa itu tetapi tidak dijawabnya.”

Perlu dicatat bahwa periode ini juga ditandai keinginan
kuat dari MUI untuk benar-benar menjadi organisasi yang
independen. Sebagai hasil Munas 25 s.d. 29 Juli 2000, MUI
menghapus kedudukan Menteri Agama dan menteri-menteri
lainnya dari jabatan ex-officio Ketua/Anggota Dewan Penasehat
MUI. MUI juga mengubah garis koordinasi antara MUI Pusat dan
MUI Daerah dari bersifat konsultatif menjadi bersifat instruktif-
koordinatif.
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Periode 2001-2011

Pada periode ini pun, empat sikap dasar MUI terus
mewarnai kiprah dan fatwanya. Secara umum jumlah fatwa yang
dikeluarkan nampak terus dibatasi, sesuai kebijakan pembatasan
fatwa pada tahun 1986. Masalah-masalah yang muncul sedapat
mungkin ditampung dan direspon dalam bentuk tausiah. Draf
fatwa pada umumnya disajikan dulu dan dibahas dalam forum
Musyawarah Kerja Ulama yang biasanya diselenggarakan setahun
sekali dan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan lima tahun
sekali. Fatwa tentang hukum merokok yang kontroversial itu
misalnya dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kerja Ulama
tahunan yang diselenggarakan di Padang Panjang, Sumatera
Barat. Meskipun demikian, ada dua bidang masalah yang jumlah
fatwanya terus meningkat. Pertama, fatwa tentang kehalalan
berbagai produk makanan yang jumlahnya sudah mencapai
ribuan fatwa sesuai banyaknya permintaan sertifikasi yang masuk.
Draf fatwa tentang kehalalan produk makanan disiapkan oleh
LPPOM-MUI yang melaksanakan uji laboratoriumnya, setelah itu
barulah dibahas dan diputuskan dalam rapat Komisi Fatwa MUI.
Terkadang analisis itu dilakukan oleh suatu penelitian yang
dilakukan oleh Tim Ahli di luar MUI seperti dalam kasus fatwa
aborsi, sebelum dibahas dan diputuskan dalam rapat Komisi Fatwa
MUI. Kedua, fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa-
fatwa dalam bidang ini sesungguhnya dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), bukan Komisi Fatwa MUI. Tetapi
karena lembaga ini adalah organ MUl maka fatwa-fatwanya juga
dapat dilihat sebagai fatwa MUI, apalagi kepengurusan DSN-MUI
itu pun praktis kepengurusan Harian MUI juga. DSN-MUI dibentuk
pada awal 1999 dan pada akhir tahun 2000 telah mengeluarkan
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fatwa sebanyak 18 buah. Sejak 2001 hingga 2006, DSN-MUI telah
mengeluarkan fatwa 35 buah, sehingga jumlah fatwa
keseluruhannya 53 buah. Dilihat dari sudut tema atau
peruntukkannya, fatwa-fatwa itu terbagi ke dalam lima kelompok:
fatwa tentang perbankan syariah (41 fatwa), fatwa tentang pasar
modal syariah (5 fatwa), fatwa tentang asuransi syariah (5 fatwa),
fatwa tentang pegadaian syariah (1 fatwa), dan fatwa tentang
akuntansi syariah (2 fatwa).

Meskipun fatwa-fatwa DSN-MUI itu tidak terlalu banyak
jumlahnya, dampaknya dalam masyarakat amat luas. Fatwa-fatwa
itu menjadi acuan bagi para anggota Dewan Pengawas Syariah
(DPS) dalam mengawasi kesyariahan produk-produk bank syariah
yang diawasinya. Dengan demikian, maka semua lembaga
perbankan syariah di Indonesia, baik yang sudah berdiri sendiri
maupun sebagai unit usaha syariah, secara moral terikat oleh
fatwa DSN-MUI. Secara hukum, lembaga-lembaga itu juga terikat
oleh fatwa-fatwa DSN-MUI, karena fatwa-fatwa itu kemudian
diadopsi oleh Bank Indonesia dan dituangkan menjadi regulasi
Bank Indonesia." Secara keseluruhan, fatwa-fatwa DSN-MUI telah
menawarkan suatu bangunan hukum ekonomi syariah atau
bahkan bangunan ekonomi syariah itu sendiri, sebagai alternatif
dari sistem ekonomi konvensional. Beberapa peminat studi hukum
Islam juga telah mengkaji fatwa-fatwa itu dari berbagai seginya,
seperti Hasanudin' dan Yeni S. Barlinti.'® Pada periode ini,
beberapa studi lain juga telah dilakukan terhadap fatwa MUI
secara keseluruhan seperti oleh Muhammad Taufiki'* dan Asrorun
Ni'am.'
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Penutup

Demikianlah gambaran bagaimana fatwa-fatwa MUI
merupakan obyek kajian hukum Islam dan dalam waktu yang
sama juga dapat menjadi sumber sejarah sosial umat Islam karena
fatwa-fatwa itu sekaligus menggambarkan apa yang
sesungguhnya sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal Majelis
Ulama Indonesia, ada empat sikap dasar yang dimiliki MUl yang
juga mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima
umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan
untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan
untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil tetap
menjaga keutuhan umat Islam. Nampaknya, keempat sikap dasar
itu terus mewarnai MUl sepanjang sejarahnya, meskipun
penekanan dan ekspresinya bervariasi dari periode satu kepada
periode lainnya. Dengan kebijakan pembatasan pengeluaran
fatwa pada tahun 1986, jumlah fatwa MUl tidak mengalami
kenaikan signifikan. Suatu hal yang kurang menguntungkan bagi
dinamika studi dan pemikiran hukum Islam. Untunglah ada dua
bidang fatwa yang menjadi konpensasinya, yaitu bidang produk
makanan halal dan perbankan/ekonomi syariah. Khusus bidang
yang disebut terakhir, dampaknya amat luas.

Melalui eksperimen fatwanya di bidang perbankan/
ekonomi syariah, ternyata MUl mampu mengarahkan masyarakat
kepada suatu sistem ekonomi tertentu, sekurang-kurangnya
menawarkan suatu sistem ekonomi alternatif. Ke depan hal serupa
mungkin dapat juga dilakukan oleh MUI, terutama terhadap
masalah-masalah mendesak seperti hubungan Islam dan Hak Asasi
Manusia (HAM) untuk menjadi bimbingan bagi umat secara luas.
Wallahu a’lam.
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Catatan Akhir

! Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

2 Untuk uraian lebih lengkap mengenai fatwa sebagai sumber
penulisan sejarah sosial, lihat misalnya R. Stephen Humphreys, Islamic
History: A Framework For Inquiry, (Bibliotheca Islamica Minneapolis), him.
193-208.

3 Muhammad Atho Mudzhar, “Fatwas Of The Council Of
Indonesian Ulama: A Study Of Islamic Legal Thought In Indonesia, 1975-
1989", A Ph.D. Dissertation submitted to The University of California at Los
Angeles (UCLA), USA, 1990. Pada tahun 1993, disertasi ini diterbitkan
dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) oleh INIS (Indonesian-
Netherlands Cooperation in Islamic Studies), sedangkan edisi bahasa
Arabnya diterbitkan oleh Departemen Agama Rl (skr. Kementerian
Agama RI) bekerjasama dengan Center for the Study of Islam and Society
(CSIS) pada tahun 1996.

4 Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa para ulama sepakat
mengenai bolehnya seorang laki-laki Muslim kawin dengan wanita
kitabiyah, berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Juga didasarkan
pada riwayat para sahabat yang menceriterakan bahwa Utsman bin Affan
mengawini Nailah binti Farafisah, seorang wanita Nasrani dari suku
Kalbiyah; juga Hudzaifah mengawini seorang wanita Yahudi dari Ahlul
Madain. Lihat Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus:
Dar Al-Fikr, Cetakan ketiga), Juz VII, him. 153.

> Lihat Muhammad Atho Mudzhar, Fatwas Of The Council Of
Indonesian Ulama ..., him. 101-106. Lihat juga Muhammad Atho Mudzhar,
“The Council of Indonesian Ulama on Muslims’Attendance at Christmas
Celebrations”, dalam Muhammad Khalid Masud, Brinkly Messick, and
David S. Powers (eds.), Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas,
(Harvard University Press, 1996), him. 230-241.
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¢ Untuk lebih jelasnya lihat Muhammad Atho Mudzhar, “The
Ulama, The Government, and Society in Indonesia: The Indonesian
Council of Ulama Revisited”, dalam Johan Meuleman (ed.), Islam in The Era
Of Globalization (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies,
INIS, Jakarta, 2001), him. 319-322.

7 Ibid, him. 322.
8 Ibid, him. 322.
° Ibid, hlm. 323.
19 Ibid, him. 324.

" Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional
dalam Sistim Hukum Nasional di Indonesia”, Disertasi Doktor, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2010. Pada tahun yang sama Disertasi ini
diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

12 Hasanudin, “Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", Disertasi
Doktor, tidak diterbitkan, Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2008.

¥ Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah

Nasional...".

* Muhammad Taufiki, “Penerapan Konsep Ijtihad Tatbiqi Al-Syatibi
dalam Fatwa MUI: Kajian terhadap Fatwa Tahun 1997-2007", Disertasi
Doctor, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2008.

> M. Asrorun Niam, “Sadd al-Dzaridh dan Aplikasinya dalam Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, Disertasi Doktor, tidak diterbitkan, Universitas
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FATWA MUI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN'

H. Wahiduddin Adams?

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada
tanggal 26 Juli 1975, dalam Pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah
ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUl adalah memberikan fatwa
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada
Pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa MUI
dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan
maupun lembaga (mustafti), juga dikeluarkan fatwa, nasihat
(tausiyah), atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Respon terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan
(policy) baik yang telah diambil (disahkan atau ditetapkan dalam
berbagai Peraturan Perundang-undangan) maupun yang belum
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dan terutama yang sedang dibahas untuk disahkan atau
ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.

Fungsi MUl adalah memberikan fatwa dan nasihat
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada
Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma’ruf nahi
munkar. Dalam pengertian yang luas, fatwa MUl dapat pula
mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh
MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan,
Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang
oleh MUl dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat adalah
sesuatu  keputusan MUl  menyangkut suatu masalah
kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah
atau masyarakat. Anjuran adalah sesuatu masalah kemasyarakatan
di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk
pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya.
Seruan adalah sesuatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah
untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah dan
masyarakat.

Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUl yang
sifatnya tidak mengikat. Sedangkan peraturan perundang-
undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Ketentuan mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-
undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
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b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

bahwa:

Selanjutnya pada ayat (4) Pasal tersebut dinyatakan

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dalam Penjelasan ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam
ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank
Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau
pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Di satu sisi, fatwa MUl merupakan perangkat aturan

kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada
paksaan secara hukum bagi addresat-nya untuk mematuhi
ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola
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tertentu, materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat
diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan
perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan
mengikat umum.

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUl sampai dengan
sekarang, telah banyak fatwa dan nasihat MUl sebagai produk
pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Indikator yang mendukung
kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa
peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan
pencari keadilan yang beragama Islam seperti:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik;

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam;

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji;

6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat;

7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Nangroe
Aceh Darussalam;

8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
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9)

10)

11)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh yang menggantikan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Nangroe Aceh Darussalam;
dan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Haji yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji.

. Peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan-
ketentuannya menyerap prinsip-prinsip hukum Islam dan
melindungi kepentingan umat Islam seperti:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
dan Labelisasi Halal;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah mengenai Pakaian Seragam Sekolah (Jilbab);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Perundang-undangan mengenai Perjudian.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara; dan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Hal ini tidak terlepas dari upaya MUI yang sejak dulu terus

mengawal pembangunan hukum nasional khususnya dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara

aktif

memberikan  kontribusi  pemikiran  baik  berupa

masukan/saran, pemberian dukungan, atau pernyataan penolakan
kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa fatwa dan
nasihat MUl memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai
sebagai bahan dan rujukan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
dinyatakan:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib
mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat
oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi
serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan
prinsip syariah.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tersebut dinyatakan:
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(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur
Pemerintah 3 (tiga) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi
masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditunjuk dari departemen/instansi yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¢. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008
dinyatakan:

“Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa
atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip
syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.”

Dalam penjelasan Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘"lembaga yang memiliki
kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah"
adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang
ditunjuk Pemerintah.”

10
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d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
dinyatakan:

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah,
wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Peraturan Bank Indonesia.

(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia
membentuk komite perbankan syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

Fatwa MUl memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam pembentukan produk hukum di bidang perbankan syariah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana tersebut
di atas, ditegaskan bahwa Fatwa MUI dituangkan dalam Peraturan
Bank Indonesia.

Fatwa MUI juga memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam pembentukan produk hukum di bidang pasar modal
syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan
Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI)

11
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mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar
modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman
Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Pada tanggal 14
Maret 2003, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam dan LK) dan MUl menyepakati MoU dalam
rangka mengembangkan pasar modal berbasis syariah di
Indonesia. Sampai dengan saat ini, setidaknya terdapat 20 (dua
puluh) Fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah yang dijadikan
rujukan oleh Bapepam dan LK dalam membentuk Peraturan
Bapepam dan LK di bidang pasar modal syariah. Peraturan
Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah tersebut adalah:

a. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan
Efek Syariah;

b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor Nomor IX.A.14 tentang
Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di
Pasar Modal; dan

¢. Peraturan Bapepam dan LK Nomor ILK.1 tentang Kriteria dan
Penerbitan Daftar Efek Syariah yang yang merupakan
penyempurnaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13.

Penyerapan nasihat dan fatwa MUl dalam RUU yang proses
pembahasannya sedang berjalan dapat dilihat dalam Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam
Pasal Il angka 1 Rancangan Undang-Undang tersebut dinyatakan:

"Sebelum dibentuknya Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi
syariah, maka penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah
ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional -
Majelis Ulama Indonesia.”

12
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Dalam kurun waktu 1975-2001, fatwa yang ditujukan
untuk merespons kebijakan dan rencana kebijakan Pemerintah
secara umum dicukupkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh
Komisi Fatwa MUI. Menyadari semakin banyak dan kompleks
permasalahan kemasyarakatan khususnya terkait kebijakan
Pemerintah, pada Tahun 2001 MUl membentuk Komisi Hukum dan
Perundang-undangan MUIL. Komisi ini memiliki peran penting
dalam meningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa MUI dalam
pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan
perundang-undangan. Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum
dan Perundang-undangan MUl adalah:

a. melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan
kepentingan umat Islam;

b. mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan
Peraturan = Perundangan-Undangan lainnya  khususnya
berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan.

c. memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan
perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat
dan kepentingan umat Islam;

d. mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat
Islam;

e. mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
syariat dan/atau kepentingan umat Islam;

f. mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-
undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan

13



BAGIAN PERTAMA : Fatwa MUl dalam Prespektif Hukum dan Perundang-undandan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik
kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Komisi Hukum dan Perundang-undangan telah melakukan
kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah
disahkan/ditetapkan maupun yang sedang dalam proses
persiapan dan pembahasan. Beberapa Peraturan Perundang-
undangan yang telah dikaji oleh Komisi Hukum dan Perundang-
undangan antara lain:

a. RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi

b. RUU tentang Kesehatan

¢. RUU tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis
d. RUU Administrasi Kependudukan

e. RUU tentang Pemerintahan Aceh

f. UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 -2025

g. RUU tentang Perfilman

h. RUU tentang Perbankan Syariah

i. RUU tentang Badan Hukum Pendidikan

j. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

k. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

I.  RUU tentang Jaminan Produk Halal

m. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

n. RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang
Perkawinan pada bulan Februari 2010
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o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat

p. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum

g. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Tantangan ke depan bagi MUI, khususnya Lembaga Fatwa
dan Komisi Hukum dan Perundang-undangan, diharapkan agar
dapat terus mencermati perkembangan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan berupaya secara aktif memberikan
kontribusi pemikiran Islam dalam pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Dalam Program Legislasi Nasional 2010-
2014, terdapat berbagai Rancangan Undang-Undang yang
merupakan peluang bagi MUl untuk memberikan kontribusi
pemikiran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional,
antara lain:

a. RUU tentang Jaminan Produk Halal;
b. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

¢. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat;

d. RUU tentang Asuransi Syariah;

e. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama;

bl

RUU tentang Penanganan Fakir Miskin;

RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak; dan

5 «

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.
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Upaya memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hendaknya
disertai dengan rumusan-rumusan konkret yang dilandasi dengan
referensi, pertimbangan, dan argumentasi hukum yang jelas dan
tegas, sehingga dapat secara langsung diadopsi menjadi materi
muatan Peraturan Perundang-undangan terkait.

Catatan Akhir

' Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Sosialisasi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama
Indonesia Pusat pada tanggal 25 Juli 2011 di Hotel Twin Plaza, Jakarta.

2 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
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KEDUDUKAN FATWA
DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Zafrullah Salim

Urusan agama dianggap tidak seharusnya dikacaukan atau
dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, dalam
kenyataan empiris hampir semua negara modern sekalipun, tidak
terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan
dari soal-soal kenegaraan. Sebabnya ialah para pengelola negara
adalah juga manusia biasa yang juga terikat dalam berbagai macam
norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk juga norma agama.
Misalnya, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris,
Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang dipermaklumkan
sebagai negara sekular, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa
keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung dalam
sejarah.

(Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 2006: 95)
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Pendahuluan

Menjelang akhir tahun 2007, berkembang pemikiran di
kalangan pengamat hukum dan agama yang mempersoalkan
kembali masalah fatwa, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Koran Tempo (28 Desember 2007) memuat sebuah artikel
panjang “Fatwa dan Kekerasan” yang ditulis Akh Muzakki (dosen
IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat doktor di University of
Queensland, Australia).

Terkait dengan kasus kekerasan terhadap kaum
Ahmadiyah yang justifikasi legalnya didasarkan atas fatwa MUI
yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat, Muzakki
berpendapat bahwa aksi kekerasan atas nama agama terhadap
Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI tersebut, meskipun MUI tidak
menyarankan apalagi mendorong masyarakat melakukan
kekerasan terhadap kelompok pengikut Ahmadiyah.

Muzakki beralasan dengan mengemukakan teori “analisis
tindak ujar” (speech act analysis) seperti dikembangkan Austin
(1962). Menurut teori tersebut, setiap tindak ujar selalu memiliki
dan melibatkan dua pihak, yakni penutur sebagai pihak yang
mengeluarkan ujaran dan petutur sebagai pihak yang menerima
ujaran. Hubungan antara penutur dan petutur dapat dikategorikan
kepada tiga macam tindak. Pertama, tindak lokusi (locutionary act),
yang merupakan tindak ujar untuk menyatakan sesuatu. Kedua,
tindak ilokusi (illocutionary act) yang dilahirkan dan dimanfaatkan
untuk melakukan sesuatu. Ketiga, tindak perlokusi (perlocutionary
act) yang merupakan tindak ujar yang memiliki dampak, daya
dorong, serta pengaruh kuat bagi yang menerima atau
mendengarnya untuk melakukan sesuatu.

Muzakki menyimpulkan bahwa masyarakat mendasarkan
aksi kekerasan mereka terhadap pihak Ahmadiyah pada fatwa
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MUI, sehingga dengan teori speech act analysis, yang
mengelompokkan fatwa MUI sebagai “tindak perlokusi”, menjadi
alat bantu signifikan sehingga bisa digunakan untuk “meminta
pertanggungjawaban MUI”. Dalam bagian penutup tulisannya,
Muzakki menyayangkan negara telah kehilangan kapasitasnya
sebagai pelindung kebebasan beragama bagi warganya. Sangat
ironis, sikap negara cenderung “membiarkan”, atau minimal tidak
tegas terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi
tanpa kontrol dari kekuasaan dan hukum. Akibatnya, tindak
kekerasan atas nama agama semakin tumbuh subur.

Tulisan tersebut, dan sejumlah karangan lain dengan
aspirasi yang mirip dengan itu, merupakan salah satu bentuk
gugatan dari kelompok yang gelisah, dengan mempertanyakan
eksistensi MUl sebagai “mufti” bagi masyarakat untuk memutus
masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Mereka juga
memprotes pemerintah (aparat keamanan) yang tidak melakukan
tindakan apa-apa terhadap MUI, yang menurut istilah Muzakki
berperan sebagai “tindak perlokusi” yang memicu masyarakat
melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Bertitik tolak dari
sikap responsif yang negatif sebagian kelompok yang gelisah
terhadap fatwa MUI, tampaknya perlu ada penjelasan (tabayyun)
tentang berbagai aspek fatwa MUl secara murni dan obyektif,
sebagai upaya pencerahan masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pemikiran yang mengaitkan
fatwa MUI dengan sikap dan wewenang pemerintah yang kurang
tanggap terhadap fatwa MUI yang dianggap sebagai pemicu aksi
kekerasan terhadap kelompok yang dipandang sesat (dan
menyesatkan) dari segi hukum Islam, maka tulisan ini
dimaksudkan untuk menguraikan secara makro tentang
kedudukan fatwa dalam negara hukum Republik Indonesia. Untuk
itu akan dibahas tentang: (i) hakekat fatwa; (ii) fatwa sebagai
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sumber hukum non-formal; (iii) hubungan agama dengan negara:
intervensi pemerintah terhadap fatwa.

Hakekat Fatwa

Kamus bahasa Indonesia mengartikan “fatwa” sebagai
“jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang
suatu masalah.” Selain itu fatwa juga bermakna “nasihat orang
alim; pelajaran baik; petuah”.! Dengan menelusuri asal usul kata
tersebut dalam bahasa Arab dapat diketahui bahwa bentuk kata
kerja fata = bayyana, berarti "menjelaskan”.? Kata kerja aftd - yufti -
iftd’an berarti menerangkan tentang hukum. Afta al-rajulu fuldnan
fii al-mas‘alah, berarti “laki-laki itu menerangkan tentang hukum
kepada seseorang dan mengeluarkan keputusan tentang masalah
itu.” Selanjutnya dalam Al-Munjid disebutkan bahwa fatwa (bentuk
jamak fatawi atau fatawd) berati nama dari apa yang dijelaskan
seorang alim mengenai hukum. Seseorang yang mengeluarkan
fatwa disebut mufti yang berarti al-fagihu al-ladzi yu'thi al-fatwa wa
yajibu ‘amma ulgiya ‘alaihi min al-masa@’ili al-muta’alliqati bi al-
syari‘ah (ahli fikih yang memberikan fatwa, dan wajib mengaitkan
persoalan yang difatwakan dengan syariah).?

Bentuk lain dari kata fatwa adalah futyd, yang merujuk
kepada makna tabyin al-musykil min al-ahkam (penjelasan
mengenai hal-hal yang sulit mengenai hukum). Asal kata al-futyd
adalah al-fatad yang berarti remaja berusia (belasan) tahun, yang
mencerminkan bahwa seorang yang menjelaskan makna hukum
diibaratkan seperti anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi
hal yang sulit. Di samping itu, masih terdapat lapisan kata lain
yaitu al-tafdti yang berarti al takhashum yang merujuk kepada
makna persengketaan.*
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Ifta’ (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dengan
ijtihad. Perbedaannya yang pertama lebih khusus dari yang kedua.
ljtihad adalah istinbath (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum
secara umum, baik kasusnya sudah ada atau belum ada.
Sedangkan ifta’ (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada di
mana mufti  memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan
pengetahuan yang dimilikinya.’

Fatwa terpaut dengan fikih, keduanya mempunyai
hubungan saling melengkapi. Fikih memuat uraian sistematis
tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan
oleh seseorang. Fikih dipandang sebagai kitab hukum
(rechtsboeken), sebagai rujukan normatif dalam melakukan
perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang
memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi
dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari
masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk
menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah
tertentu.

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai
masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad. Permulaan fatwa
adalah ketika Rasulullah saw. ditanyakan tentang berbagai
masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat
mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Saw. yang berarti
mereka meminta fatwa (istifta’), seperti diungkapkan dalam Al-
Qur'an: “Yastaftinaka, qulilléhu yuftikum fil kaldlah ...” (Mereka
meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah]) ..."®

Kewajiban menyampaikan dakwah dilanjutkan oleh para
sahabat. lbnul al-Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H.) membedakan
tugas Rasul kepada tabligh dan ifta’, yang keduanya menghendaki
basis pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan memiliki
sifat benar (shidg). Karena itu tiadalah patut derajat tabligh
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maupun ifta’ dipikulkan melainkan kepada seseorang yang
berilmu (sesuai dengan magam keilmuannya) dan memiliki sifat
benar (shidg), dalam arti dia harus mengetahui hal yang
disampaikan dan membenarkan sepenuhnya. lbnu al-Qayyim
mengemukakan sejumlah syarat kualitatif bagi muballigh dan
mufti. mufti hendaklah memiliki cara penyampaian yang bagus
(hasan al-tharigah) dan riwayat perjalanan hidup yang diridhai
Allah (mardha al-sirah), bersifat adil dalam perkataan dan
perbuatan. Begitu pula prilaku dan hal ihwal sehari-hari mirip
antara yang tertutup dalam pandangan orang banyak (sir) dengan
yang dilihat nyata (‘alaniyah).

Dengan mengambil Surah an-Nisa’ 127 dan 176 sebagai
dalil, mufti hendaklah mengetahui siapa yang akan menggantikan
(mewakili)nya dalam fatwa tersebut dan yakin pula bahwa di masa
akan datang dia juga akan ditanya lagi tentang masalah yang
sama, dan bersifat menahan diri (tidak mengeluarkan fatwa - pen)
terhadap sesuatu yang telah nyata terdapat di hadapan Allah
(dalam Kitabullah — pen).”

Rasul berfatwa dengan wahyu (Shad: 86), yang mencakup
segala hukum (yang ditanyakan), yang bersifat menyelesaikan
masalah yang dihadapi (fashl al-khitab), sehingga fatwa tersebut
merupakan rujukan kedua setelah al-Qur'an dan tidak seorangpun
dari kalangan muslim diperkenankan berpaling dari apa yang
dijumpai dari fatwa Rasul (an-Nisa: 59). Tugas Rasul dilanjutkan
oleh para sahabat, yang menurut perkiraan tidak kurang dari 130
orang sahabat (pria dan perempuan) telah berperan sebagai mufti.
Di antaranya tujuh orang yang dikenal banyak berfatwa
(muktsirun) yaitu Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Abdillah ibn
Mas’ud, Aisyah, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah
ibn Umar). Ada pula yang dikelompokkan pada rank kedua, yaitu
mereka yang berfatwa yang pertengahan (mutawassithun),
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misalnya Anas ibn Malik, Abu Hurairah, Abu Said al-Khudhri.
Artinya tidak banyak dan tidak pula sedikit. Ada pula yang sedikit
berfatwa (mugillun) vyaitu terhadap beberapa masalah saja,
misalnya Abu Darda’, Abu Salamah al-Makhzumi, Abu Ubaidah ibn
al-Jarrah.®

Kalangan salaf (sahabat dan tabiin) tidak senang mudah
berfatwa, dan kalau sudah ada seorang di antara mereka berfatwa,
itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula
pengetahuan memadai tentang apa yang hendak difatwakan.
Mufti tidak boleh memfatwakan masalah apa saja yang ditanyakan
kepadanya, yang dalam hal ini Ibnu Abbas menyampaikan kritikan
amat pedas: “Inna kulla man afta an-ndsa fi kulli ma yas’alinahu
‘anhu lamajnan” (Setiap yang berfatwa untuk orang banyak
mengenai semua masalah yang ditanyakan kepadannya sungguh
ia orang gila).’

Setelah periode penutupan pintu ijtihad, menurut
sebagian ulama, umat diharuskan mengikuti pendapat dari salah
satu madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).
Sementara itu syariah maupun pendapat yang sudah dicantumkan
dalam mazhab belum cukup memberikan penjelasan dan
penerangan bagi masyarakat, maka para ulama yang memiliki
kompetensi tertentu bertindak sebagai mufti dengan tugas
mengeluarkan fatwa. Mufti merupakan sosok ulama yang memiliki
keahlian khusus tentang hukum Islam dan memberikan pendapat
maupun putusan yang bersifat otoritatif.

Fatwa yang dikeluarkannya dipandang sebagai pendapat
hukum yang berdasarkan pertimbangan (considered legal opinion).
Mufti mengeluarkan fatwa dengan maksud untuk melaksanakan
fungsinya yang utama, yaitu memberikan pendapat hukum
kepada anggota masyarakat yang berkepentingan mengenai
suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan
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apa yang benar menurut pandangan syariah (their main function
was to advise interested members of the publoic on what was, in their
opinion, the correct course of action from the point of the sacred
law).° Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam
dalam bentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
dihadapi masyarakat. Fatwa dibukukan dan diajarkan kepada
masyarakat dan telah menjadi pedoman untuk mengetahui
bagaimana penerapan hukum Syari'ah terhadap masalah tertentu.

Selain itu dapat dikemukakan bahwa fatwa vyang
dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan
makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus
tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang
mengikat secara moral bagi muslim untuk menaatinya, maka tidak
sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi
kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa
sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan
kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu
dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil
kesepakatan para ulama.

Efektivitas fatwa dalam mengatur prilaku masyarakat atau
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tergantung kepada
tingkat ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya serta otoritas
ulama (sebagai ulil amri) yang mengeluarkan fatwa. Dengan kata
lain mufti menjalankan fungsi dalam kedudukannya sebagai
ulama yang oleh Rasulullah disebut sebagai warastah al-anbiaya.
Dapat dikatakan bahwa secara sosiologis mufti menjalankan
peran tersebut berdasarkan kekuasaan yang mendapat dukungan
atau pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian untuk
menjalankan peran dalam memberikan fatwa, seorang mufti tidak
memerlukan kekuasaan hukum (authority atau legalized power)
yang diberikan oleh negara, oleh karena itu kekuatan mengikat
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(binding force) suatu fatwa tidak ditentukan oleh sejauhmana
fatwa dikeluarkan atas penugasan yang diberikan negara
melainkan bagaimana repons masyarakat terhadap fatwa tersebut.
Untuk itu, diperlukan adanya semacam wibawa atau wewenang
kharismatik yang bersumber pada diri mufti sendiri, sehingga
fatwa mempunyai daya ikat bagi masyarakat dan tetap bertahan
selama dapat dibuktikan keampuhannya oleh masyarakat. Dalam
hal ini ahli sosiologi mengingatkan bahwa wewenang kharismatik
dapat berkurang bila ternyata individu yang memilikinya berbuat
kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga
kepercayaan masyarakat terhadapnya berkurang."

Wibawa dan pengaruh ulama yang bertindak sebagai
mufti merupakan indikator utama kuat atau lemahnya efektivitas
fatwa dalam menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat.
Keanekaragaman masyarakat (terutama di perkotaan) yang terdiri
dari berbagai kelompok, aliran, golongan dengan latar belakang
budaya, tradisi, dan pendidikan yang berbeda merupakan salah
satu tantangan nyata bagi efektivitas fatwa, karena sangat
mungkin fatwa hanya mempunyai daya ikat untuk kelompok
masyarakat tertentu saja, sedangkan kelompok lain yang tidak
mengakui atau tidak mengenal fatwa tidak merasa terikat dengan
fatwa, melainkan akan mengikuti pola pikir yang sesuai dengan
aspirasi kelompoknya sendiri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fatwa
merupakan pendapat hukum yang disampaikan seorang mujtahid
atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum
Islam untuk menjawab pertanyaan tertentu dengan atau
berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw. Selanjutnya
bagaimana hubungan antara fatwa dengan peraturan yang
berlaku dalam suatu negara hukum, mengingat baik fatwa
maupun hukum merupakan norma atau aturan kehidupan yang
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berada dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
uraian di bawah ini mencoba melihatnya dari aspek fatwa sebagai
sumber hukum materiil.

Fatwa sebagai Sumber Hukum Materiil

Di antara pengertian hukum terdapat definisi yang
menyatakan bahwa hukum merupakan kaidah (norma) yaitu
“himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan - yang
mengatur tatatertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena
pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan
tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.'?

Kaidah itu pada umumnya memuat anasir yang bersifat
memaksa orang berkelakuan seperti yang dianggap patut oleh
masyarakat atau sebagian besar masyarakat.> Himpunan
bermacam-macam kaidah itu bertujuan untuk mempertahankan
tatatertib masyarakat, yang juga terdapat dalam agama,
kebiasaan, adat istiadat dan kesusilaan dalam pergaulan manusia
sehari-hari, sehingga diakui pengaruh agama terhadap hukum,
seperti halnya cara hidup para mukmin dalam masyarakat yang
diatur agama Islam yang disebut syariah (syariat, syarak)."

Berdasarkan pemahaman sebagai norma (kaidah) yang
mengatur tata tertib masyarakat, maka dalam pengantar
memahami hukum diajarkan pula tentang apa yang disebut
dengan sumber hukum, yaitu sumber sumber materiil dari hukum,
yang dapat dilihat dari sudut sejarah, sosiologi, antropologi
budaya, termasuk sumber hukum menurut anggapan ahli agama.
Sumber hukum dibedakan kepada:'
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a. sumber hukum materiil, yaitu sumber hukum perasaan hukum
(keyakinan hukum) individu dan pendapat Umum (public
opinion) yang menjadi determinan materiil membentuk hukum,
menentukan isi dari hukum;

b. sumber hukum formil, yaitu yang menjadi determinan formil
membentuk  hukum (formele determinanten van de
rechtsvorming) menentukan berlakunya hukum. Menurut
Bodenheimer, seperti dikutip Bagir Manan, sumber hukum
formal adalah Sources which are available in a articulated textual
formulation embodied in an authoritative legal document.”’®

Selanjutnya menurut Bagir Manan, yang menguraikan
sumber hukum dari aspek konvensi ketatanegaraan, menyatakan
penyelidikan sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang
bagaimana dan di mana hukum itu berada. Dalam hubungannya
dengan sumber hukum menurut tinjauan agama, maka sumber
hukum berarti “ketentuan Allah yang diwahyukan kepada manusia
melalui Rasul-Nya, yang dalam konteks agama Islam berarti Al-
Qur'an dan Sunnah Rasul.” Jelasnya, pengamalan norma-norma
agama dalam kehidupan sehari-hari dapat dipandang sebagai
sumber hukum materiil bagi masyarakat yang bersangkutan, dan
merupakan bagian dari kaidah-kaidah (hukum) tidak tertulis. Pada
setiap nehgara kaidah-kaidah (hukum) tidak tertulis itu tumbuih
dan berkembang berdampngan dengan kidah-kaidah hukum
tertulis. Bagir Manan menjelaskan , kecuali hukum pidana (materiil)
semua bidang hukum menerima kehadiran kaidah-kaidah (hukum)
tidak tertulis, serta diakui sebagai salah satu sumber penting
dalam hukum tata negara.'®

Apakah agama (hukum agama) termasuk sumber hukum
materiil atau sumber hukum formil? Bagir Manan, dengan
mengutip pendapat N.E. Van Duyvendijk, menempatkannya
sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok
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tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang
hukum).' Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama)
sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di
daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya
sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) penting
sekali.®® Perbedaan pendapat tersebut tidak mengurangi arti
kedudukan hukum agama sebagai sumber hukum, baik formil
(sebagai authoritative legal document) maupun materiil
(determinan materiil membentuk hukum), dan yang perlu
digarisbawahi adalah pengakuan ilmu pengetahuan hukum
terhadap agama sebagai sumber hukum.

Menjadikan kitab fikih atau fatwa yang ditetapkan oleh
mufti sebagai sumber hukum materiil telah lama dipraktikkan
dalam perjalanan historis penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia, baik di zaman kolonial Belanda maupun setelah
kemerdekaan. Sebelum hukum Islam ditetapkan sebagai aturan
tertulis berdasarkan undang-undang, maka para hakim Pengadilan
Agama/Makamah Syariah dianjurkan agar mempergunakan
sebagai pedoman kitab-kitab (fikih) tersebut di bawah ini:

—_

Al-Bajuri;
2. Fathal-Muin;

3. Syarqawi ‘ala at-Tabhrir;

4. Qalyubi/Mahalli;

5. Fath al-Wahhab dengan syarahnya;

6. Tuhfah;

7. Targhib al-Musytag;

8.  Qawanin al-Syar’iyyah li Sayid Ibnu Yahya;

9. Qawanin al-Syar’iyyah li Sayid Shadaqah Dahlan;
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10. Syamsuri fi al-Faraidh;

11. Bughyah al-Musytarsyidin;

12. Al-Figh ‘alad Madzahib al-Arba’ah; dan
13. Mughni al-Muhtaj.

Penetapan kitab-kitab fikih sebagai stdndar rujukan bagi
para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah
kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk
pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai
bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.”

Fatwa dari mufti, sebagaimana halnya fikih hasil ijtihad dari
mujtahid, telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan
norma-norma hukum (agama) serta menjadi bintang pemandu
dalam mengarahkan kehidupan muslim berbasis syari‘ah. Kondisi
demikian berlangsung terus berabad-abad lamanya sejak Islam
masuk ke nusantara sampai sekarang. Fikih dan fatwa, meskipun
sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu
dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan
masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syari'ah. Dibanding
dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah
hukum tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
UUD 1945 (sebelum diubah),** yang menjadi dasar kehidupan
ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelanggaraan negara meskipun tidak tertulis,
maka tampaknya fikih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah
menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan
syari'ah. Pedoman menaati fikih dan fatwa tidak tercantum
dengan jelas dalam Al-Qur'an dan sunah (bandingkan dengan
status konvensi dalam Undang-Undang Dasar/Konstitusi),
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melainkan hanya penegasan Al-Qur'an tentang keharusan menaati
Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri dari kalangan umat.

Pola pemikiran analogis (giyasi) demikian tentu juga
membawa kesimpulan yang sama. Jika konvensi tidak mempunyai
daya paksa secara hukum, tidak terdapat sanksi hukum, upaya
hukum atau lembaga yang dapat secara langsung digunakan
untuk mendorong memaksa penaatan terhadap konvensi, Namun
dalam kenyataannya konvensi ditaati dan berlaku efektif.
Demikian pula fikih sebagai jabaran normatif dari syari'ah dan
fatwa sebagai pendapat hukum atau keputusan dari mufti
mengenai masalah tertentu dalam rangka penerapan syari'ah
tidak memiliki daya paksa secara hukum (law enforcement),
melainkan terletak pada sanksi moral dan emosi keagamaan serta
atau adanya perasaan bersalah (guilty feeling). Selain itu,
pelanggaran secara sengaja dan terang-terangan terhadap fikih
dan fatwa sangat mungkin berhadapan dengan kekuatan
pendapat umum (the force of public opinién), dan hal ini
sebenarnya salah satu faktor yang mendorong penaatan terhadap
fikih dan fatwa.®

Dalam konteks kehidupan ekonomi, berbagai fatwa yang
ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia menunjukkan betapa
kekuatan pendapat umum telah mendorong para pihak untuk
menaati fatwa. Pelanggaran terhadap ketentuan halal dan haram
yang dilakukan pengusaha, misalnya dalam kasus Ajinomoto dan
kasus Dancow, membuktikan bahwa pengusaha menanggung
risiko pemasaran (menurunnya secara drastis omset pemasaran),
karena konsumen muslim yang memperoleh informasi bahwa
Ajinomoto dan Dancow (sebelum fatwa dikeluarkan) haram
dikonsumsi masyarakat dan tidak mau membeli kedua produk
tersebut dan mencari alternatif lain, kecuali produk tersebut
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menghilangkan unsur (zat) yang diharamkan berdasarkan fatwa
MUI sebelum dipasarkan kembali.

Demikian pula dalam masalah akidah, kasus Ahmadiyah
yang dinyatakan oleh fatwa MUI sebagai aliran sesat dan
menyesatkan (karena mendakwahkan Mirza Ghulam Ahmad
sebagai nabi dan rasul) menimbulkan reaksi publik berlebihan
(berupa tindakan anarkis dalam bentuk kekerasan), karena aparat
pemerintah lamban bertindak melakukan tindakan eksekusi
(pengamanan).

Mengingat peran mufti yang demikian penting di berbagai
negara muslim, pemerintah mengangkat mufti resmi, Snouck
Hurgronje, penasehat asli mengenai masalah agama Islam dan
bumiputera yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda
(Adviseur loor het Inlandsch Zaken), menyatakan bahwa di berbagai
negara muslim mufti resmi (officieele mufti’s) diangkat untuk
memberikan penerangan mengenai masalah fikih kepada publik
maupun pemerintah sendiri jika hal itu dibutuhkan.** Sebagai
contoh fatwa mengenai kewajiban individu (individueele plicht)
yang berada di sebuah negara untuk mengangkat senjata dalam
rangka jihad.”

Saat ini di sejumlah negara Islam (Saudi Arabia, Malaysia,
Maroko, Aljazair, Brunei) pemerintah mengangkat mufti negara
secara resmi untuk menjalankan peran memberikan keputusan
yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah atau masyarakat.
Peran tersebut demikian penting, sehingga dalam kasus tertentu
pemerintah mengambil kebijakan atau keputusan setelah
mendengar fatwa dari mufti. Sebagai contoh, penetapan 1
Ramadhan (saat mulai berpuasa) dan 1 Syawal (ledul Fitri)
ditetapkan oleh pemerintah (kerajaan) setelah menerima fatwa
dari mufti.
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Hubungan Agama-Negara: Intervensi Pemerintah terhadap
Fatwa?

Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa prinsip negara
berdasarkan konstitusi (sistem konstitusional) atau negara
berdasarkan hukum (de rechtsstaat) yang dianut oleh Undang-
Undang Dasar 1945. Rifyal Ka'bah yang meneliti tentang
perkembangan hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa
hukum Islam dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kekuasaan
negara. Misalnya adalah hukum mengenai zakat dan haji. Di masa
lalu, tanpa campur tangan kekuasaan negara, ibadah zakat dan
haji masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat muslim sekalipun
tidak begitu efektif, namun sekarang ini, masyarakat dan negara
telah mengatur tentang penyelenggaraan haji demikian pula
zakat. Dalam hal ini, kata Rifyal Ka'bah, hukum Islam ada yang
bersifat diyani semata dan ada yang bersifat diyani dan gadha’i
dalam waktu yang sama. Disebut diyani karena ia sangat
mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subyek hukum.
Diyani adalah kata sifat yang berasal dari din yang berarti antara
lain ketaatan dan ketundukan. Seluruh hukum Islam pada
dasarnya bersifat diyani, karena itu terserah kepada kesadaran
masyarakat secara individu untuk pelaksanaannya. Hukum Islam
selain sebagai hukum yang berciri sendiri adalah hukum yang
berasal dari ketentuan llahi. Karena itu, pertama-tama ia
berdasarkan kepada keyakinan yang bersifat pribadi di mana
seseorang merasa terikat secara  keagamaan  untuk
pelaksanaannya. Sungguhpun demikian, sebagian hukum Islanm,
di samping bersifat diyani, juga bersifat gadhai. Disebut gadhai,
karena ia berhubungan dengan permasalahan yuridis (juridisch,
juridical). Qadhai adalah kata sifat dari gadha’ antara lain berarti
pengadilan atau keputusan pengadilan. Hukum Islam yang
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bersifat gadha’i tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang,
tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu
dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan negara.
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FATWA MUI DAN KAJIAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA:

Telaah Buku Fatwa-Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Karya M. Atho Mudzhar

Zainul Abas

Pendahuluan

Fatwa dan hukum Islam adalah dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Adanya fatwa mengimplikasikan  dinamika
perkembangan hukum Islam. Fatwa adalah bagian dari pemikiran
hukum Islam itu sendiri. Mengkaji fatwa berarti mengkaji
pemikiran hukum Islam. Karena itu, mengkaji fatwa MUI sama
dengan mengkaji pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
pengkajian dalam pemikiran hukum Islam dilakukan melalui fatwa.
Untuk mencapai tujuan itu, ada buku yang sangat menarik, yaitu
terjemahan disertasi Prof. Dr. H. Muhammad Atho Mudzhar yang
berjudul Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi
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tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. Buku ini
penting dalam kaitannya dengan perkembangan pemikiran
hukum Islam di Indonesia, karena dapat memberikan sesuatu
sebagai contoh arah dan petunjuk dalam penelitian pemikiran
hukum Islam di Indonesia. Penelitian tersebut, selain meneliti pada
wilayah scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan
simbol agama, juga pada wilayah para penganut atau pemimpin
atau pemeluk agama, serta pada wilayah organisasi-organisasi
keagamaan.’

Problem Akademik

Dalam peta pemikiran, penelitian Atho Mudzhar berada
dalam wilayah pemikiran hukum Islam.? Dalam konteks itu, saya
melihat paling tidak ada tiga hal yang disebutkannya dalam
background permasalahannya, yakni perkembangan pemikiran
hukum Islam secara umum, karakteristik kawasan (wilayah), dan
kondisi riil Indonesia dalam kaitannya dengan hukum Islam,
khususnya masalah fatwa.

Pertama, ia melihat ada masalah dalam perkembangan
hukum Islam, yakni ketika empat imam madzhab Sunni (Maliki,
Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali) berhasil memformulasikan pemikiran
hukum Islam, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang
baku (tidak bisa ditambah dan diubah) dan bersifat menyeluruh.
Dari anggapan semacam itu kebutuhan ijtihad menjadi sesuatu
yang tidak penting, bahkan menjadi sesuatu yang dihindari.
Dengan kata lain, pintu ijtihad diangggap sudah tertutup. Kejadian
itu berlangsung lama sekali sampai munculnya pemikiran
pembaruan Islam pada abad ke-19 oleh Al-Afghani, Abduh, dan
lain-lain. Pada masa-masa ketika ada anggapan pintu ijtihad
tertutup itu, menurutnya, perkembangan pemikiran hukum Islam
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bukan berhenti tapi agak terhambat, yakni telah dilakukan oleh
gadi (melalui keputusan pengadilan) dan mufti (melalui fatwa-
fatwa). Disebutkan bahwa Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H) sebagai
orang pertama yang memberikan fatwa. Nama-nama lain seperti
'Ata' b. Abi Rabah (w. 115 H) dan 'Abd Allah b. Abi Nujaih (w. 132 H)
juga disebutkan.

Kedua, dalam kaitannya dengan fatwa, ia melihat bahwa
dunia Islam kontemporer terbagi dalam tiga karakteristik; 1)
negeri-negeri yang masih menganggap syariat sebagai hukum
dasar dan menerapkannya sedikit banyak dalam keseluruhannya,
misalnya Arab Saudi; 2) negeri-negeri yang telah menghapuskan
hukum syariat sama sekali dan menggantikan keseluruhannya
dengan hukum sekular, misalnya Turki; dan 3) negeri-negeri yang
berusaha untuk mencapai kompromi antara kedua daerah hukum
tersebut dengan menerima hukum sekular dan memelihara
hukum syariat pada waktu bersamaan, misalnya Mesir, Tunisia,
Irak, Syria, Indonesia dan lain-lain.? Di Indonesia, yang termasuk
dalam negeri jenis ketiga, fatwa dapat diharapkan akan
menunjukkan hal-hal yang khas, terutama dalam upaya
mempertahankan syariat sebagaimana tersurat dalam naskah-
naskah fikih klasik yang bervariasi dan bersamaan dengan itu juga
menghadapi tantangan-tantangan modern.

Ketiga, bahwa pemberian fatwa di Indonesia yang
dilakukan oleh ulama telah mengalami pergeseran panjang, mulai
dari fatwa yang diberikan secara perorangan sampai fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga seperti NU, Muhammadiyah, dan
bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir pada tahun
1975 sebagai representasi semua unsur ulama yang ada di
Indonesia; di dalamnya ada unsur ulama NU, Muhammadiyah, dan
lainnya.
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Pilihan Atho kepada MUI tampaknya tidak terlepas dari
pertimbangan itu, yakni dalam rangka menjangkau wilayah yang
lebih luas yang bisa mengatasi semua golongan. Sayang, alasan
pemilihan pada fatwa tidak dijelaskan secara memadai.* Atho
menyebutkan bahwa sejak didirikan tahun 1975 hingga
penelitiannya dilakukan tahun 1988, MUI telah melahirkan fatwa-
fatwa yang meliputi soal upacara keagamaan, pernikahan,
kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran,
yang sebagian besar dikumpulkan dalam Kumpulan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia.

Adapun yang menjadi academic problem-nya dalam
mengkaji tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah
mengapa fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan ada yang diterima
oleh masyarakat dan ada pula yang menimbulkan pertikaian. Dari
situlah ia kemudian berupaya untuk menentukan sifat fatwa-fatwa
MUI dari segi metode perumusannya, keadaan sosio-politis di
sekelilingnya, dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa. Dalam
kaitannya dengan ketiga hal tersebut, penelitiannya berupaya
meneliti metode yang telah digunakan dalam menyusun fatwa-
fatwa itu dan menyelidiki bagaimana fatwa-fatwa itu
mencerminkan atau berlainan dengan teks klasik dari
jurisprudensi,® meneliti keadaan sosio-politis yang
mempengaruhinya dan meneliti reaksi masyarakat. la berupaya
melihat bagaimana para ulama berdaya upaya dalam menghadapi
tantangan-tantangan kehidupan modern dengan menggunakan
fatwa-fatwa mereka. la memang tidak menyebutkan secara verbal
tentang pendekatannya, tapi melihat hal-hal di atas tampaknya ia
menggunakan pendekatan sosiologi. Ini juga diperkuat dalam
bukunya yang lain bahwa ia menggunakan pendekatan sosiologi.®

Dengan penelitianya itu, ia bermaksud untuk memberi
gambaran yang lengkap dan tepat sifat fatwa-fatwa, dalam
kaitannya dengan isi maupun cara kerjanya. Kontribusi yang ingin
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diberikan adalah untuk membantu menambah pengetahuan
tentang figh (hukum Islam) dan tentang ushul al-figh (teori hukum
Islam); dua hal penting dalam menetapkan kedudukan pemikiran
hukum Islam.’

Dalam kajian pustakanya, ia menyebutkan bahwa
pekerjaan menghimpun fatwa-fatwa belum dilakukan hingga
abad ke-6 H (12 M). la menyebutkan kumpulan fatwa Zakhirat al-
Burhaniyyah oleh Burhan ad-Din b. Maza (w. 570 H), al-Khaniyyah
oleh Qadi Khan (w. 59 H), as-Sirajiyyah oleh Siraj ad-Din as-Sanjawi
(w. abad ke-6 H), dan Tatar Khaniyyah oleh lbn al-'Ali ad-Din (w.
800 H). Mereka dianggap dari kalangan mazhab Hanafi. Dari
kalangan mazhab Maliki disebutkan al-Mi'yar al-magrib oleh al-
Wanyarisi (w. 914 H). Kemudian dari kalangan mazhab Hanbali
disebutkan Kitab Majmu' al-Fatawa atau al-Fatawa al-Kubra oleh
Ibnu Taimiyah. Atho juga menyebutkan Fatawa 'Al-Amgqiriyyah
sebagai kumpulan fatwa yang paling tersohor pada abad ke-17 M.

Posisinya dalam studi semacamnya, menurut klaim Atho,
merupakan usaha perintis. Sebelumnya, studi tentang hukum
Islam di Indonesia berkisar masalah undang-undang keluarga atau
tentang lembaga pengadilan Islam. Studi tentang keluarga
tersebut dipusatkan pada persoalan pernikahan dan perwarisan,
khususnya yang berkaitan dengan hukum adat daerah tertentu,
yang tidak sesuai bahkan berlawanan dengan hukum Islam.
Perbedaan pelaksanaan perwarisan di berbagai daerah adalah
suatu contoh. Studi tentang lembaga peradilan mengkaji
bagaimana cara pengadilan Islam dapat bertahan, bahkan dapat
menjadi lebih kuat di negara Indonesia yang modem. Di antara
studi-studi itu tidak ada yang memperhatikan fatwa ulama.?

Karena sifatnya sebagai perintis itulah ia tidak bisa
menunjukkan penelitian sebelumnya yang secara langsung
berkaitan dengan pembahasannya, terutama dalam konteks
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Indonesia. Namun demikian ia mencoba menyebutkan penelitian
di negara Islam lainnya yang juga mengkaji tentang fatwa, di
antaranya oleh Belin, Uriel Heyd, W.C.Smith, Lazarus-Yafeh, Layish,
dan Messick.

Belin mengkaji fatwa zimmi-zimmi di negeri-negeri Islam
yang diterbitkan pada tahun 1851. Sementara studi yang
dilakukan Heyd mengemukakan bahwa ulama Turki Usmani dari
kalangan atas telah cenderung menggunakan fatwa-fatwa untuk
menunjang rencana modernisasi pemerintah. Pada tahun 1969,
Heyd membuat tulisan mengenai fatwa-fatwa Turki Usmani, tetapi
ia lebih mementingkan soal bentuk dan cara pembuatan fatwa-
fatwa itu daripada soal isinya. Kemudian Smith, untuk mengetahui
sifat pemikiran agama di antara para ulama, berupaya mempelajari
harian Azhar terbitan tahun 1930 sampai dengan 1948, meskipun
usaha itu tidak khusus ditujukan pada fatwa-fatwa. Kesimpulan
Smith adalan bahwa gagasan-gagasan yang dimuat dalam harian
itu pada dasarnya bersifat membela diri, suatu tanda keadaan
krisis. Lazarus-Yafeh kemudian melanjutkan studi itu, yakni
mengkaji dari tahun 1963-1968, meskipun hanya bagian kecil yang
memuat fatwa-fatwa ulama Azhar.

Menurutnya, salah satu studi yang agak baru tentang
persoalan ini adalah studi Layish. Layish mengamati bahwa fatwa-
fatwa tentang politik di Arab Saudi dipergunakan untuk
mengesahkan tindakan-tindakan pemerintah dan mengurangi
gerakan-gerakan radikal, sedangkan fatwa-fatwa tentang soal-soal
upacara keagamaan dan kedokteran lebih condong ditujukan
untuk mempertahankan sifat kolot kitab-kitab klasik tentang
hukum Islam. Studi lain yang disebutkan adalah studi Messick.
Messick mempelajari fatwa-fatwa para ulama dari Yaman dengan
menerapkan penafsiran-penafsiran  antropologis, khususnya
menurut cara pendekatan tafsir (hermeneutik).’
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Studi-studi di atas mencoba meneliti fatwa dari segi peran
dan fungsinya, cara pembuatannya dan sifat dari fatwa itu. Dalam
pengamatan Atho, para penulis di atas masih sedikit yang
memberi perhatian pada segi isinya, meskipun semua studi itu
menempatkan hal-hal penting dari fatwa dalam kaitannya dengan
segi sosio-politik. Namun, ia mengecualikan studi Messick, karena
Messick telah mencoba menghubungkan fatwa-fatwa Yaman
dengan beberapa naskah fikih klasik, meskipun ia mengritik bahwa
Messick tidak bertindak lebih jauh untuk sungguh-sungguh
meneliti naskah-naskah aslinya; Messick hanya menyebut judul-
judul naskah. Inilah the importance of his academic problem yang
paling fundamental, selain yang saya sebutkan terdahulu.

Adapun penelitian yang dilakukan Atho berupaya
menggabungkan tekanan perhatiannya baik pada isi naskah
maupun pada segi sosio-politik fatwa-fatwa. Dari situ ia berharap
adanya sumbangan bagi pengertian yang menyeluruh mengenai
hakikat fatwa-fatwa. Untuk mencapai harapan itu, pelaksanaan
studi ini dibagi dalam dua tingkat cara penguraian. Pertama, ia
menentukan identitas dan klasifikasi fatwa-fatwa dalam hubungan
dengan isinya serta cara kerja para ulama dalam merancang fatwa
tersebut. Kedua, studi ini mengenali unsur-unsur sosio-politik,
yang mungkin sekali telah menyokong penetapan fatwa-fatwa.
Hipotesis yang ditampilkannya adalah bahwa fatwa-fatwa MUI
adalah hasil keadaan sosial budaya dan sosio-politik tertentu, di
mana kedudukan, tugas, dan peran para ulama dalam masyarakat
ditetapkan.'®

Posisi MUI

Pemilihan pada MUI tentu mempunyai landasan teoritik
tersendiri. Jika di bagian terdahulu saya singgung bahwa
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dipilihnya MUI karena MUl merupakan gabungan dari berbagai
ulama di Indonesia, barangkali tidak sesederhana itu. Dilihat dari
latar belakang sejarahnya, pendirian MUl merupakan hasil dari
proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan
negara yang direpresentasiskan oleh kelompok ulama dan
kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah
kepada umat Islam. Atho menyimpulkan paling sedikitnya telah
terjadi tiga peristiwa politik penting di dalam negeri sebelum
terbentuknya MUI: Pemilihan Umum tahun 1971 dengan lahirnya
Golkar yang bersifat sekular dan kemunduran peranan partai-
partai politik Islam, pengurangan jumlah partai-partai politik Islam
menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam lagi, dan
diajukannya rancangan undang-undang perkawinan yang semula
bersifat sekular."

Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan
tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada
pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan
semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Di samping itu,
tidak jarang kedudukan MUI berseberangan dengan pemerintah,
namun tidak jarang pula MUI terdesak oleh kebijakan pemerintah;
MUI senantiasa berada di bawah tekanan untuk membela
kebijakan dan program. Beberapa kasus bisa disebutkan, misalnya,
kasus penggunaan alat kontrasepsi IUD, larangan orang Islam
menghadiri perayaan Natal (yang mengakibatkan Hamka
mengundurkan diri dari ketua MUI), penyelenggaraan undian
Porkas, dan sebagainya. Hubungan MUl dengan agama lain
memang rumit, bahkan ada sedikit ketegangan, terutama setelah
adanya isu Kristenisasi yang muncul pada akhir tahun 60-an.
Apalagi disinyalir waktu itu terjadi persaingan di antara pemeluk
agama.'
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Atho kemudian memang mengakui bahwa hubungan MUI
dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, dengan pemerintah
dan dengan golongan bukan-Islam adalah sangat rumit sifatnya.
Ini ditandai oleh pendirian pokoknya yang senantiasa
berkeinginan agar diterima baik oleh masyarakat Islam dan
organisasi-organisasi Islam, selalu berusaha untuk memelihara
hubungan baik dengan pemerintah, dan demi menjaga akidah
kaum muslimin, MUI senantiasa bersikap waspada terhadap
ancaman usaha Kristenisasi.”® Penampilan MUI ini juga sangat
dipengaruhi oleh figur-figur di dalamnya. Ini bisa dilihat betapa
antara Hamka, Syukri Ghozali dan Ibrahim Hosen menampilkan
coraknya tersendiri.

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat
dilihat dari kerja-kerja metodologis yang dilakukan Atho. Langkah-
langkah yang dilakukan untuk pertama kali adalah kerja lapangan
pada tahun 1988 dan 1989. Selama kerja lapangan itu ia me-
lakukan wawancara dengan Mukti Ali, Alamsjah Ratu
Perwiranegara, Munawir Sjadzali (ketiganya adalah Menteri Agama
dari tahun 1972-1993), Hasan Basri (Ketua MUI sejak tahun 1985),
Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa MUI), Abdurrahman Wahid
(Ketua PBNU), Azhar Basyir (Ketua Majelis Tarjih PP
Muhammadiyah), Misbach (Ketua MUI Jawa Timur), para anggota
Komisi Fatwa MUI, dan lain-lain. Selain wawancara, Atho iuga
mengumpulkan dokumen-dokumen fatwa, anggaran dasar dan
rumah tangga MUI, catatan jalannya sejumlah rapat MUI, dan
bahan-bahan yang berkenaan dengan reaksi masyarakat terhadap
fatwa-fatwa yang dimuat dalam media massa."

45



BAGIAN PERTAMA : Fatwa MUl dalam Prespektif Hukum dan Perundang-undandan

Selain kerja lapangan, ia juga melakukan penelitian pustaka.
Dalam penelitian pustaka itu ia berusaha mencari informasi
tentang peran ulama di negeri-negeri Islam lainnya untuk
mempertajam pengertian tentang persoalan Indonesia. Dari situ,
ia juga berusaha menentukan corak ragam fatwa-fatwa MUI
dengan melihat penyajian persoalan-persoalan yang dibahas
dalam fatwa-fatwa MUI dalam naskah-naskah klasik aliran Syafi'i
tentang hukum Islam. Menurutnya, untuk menggambarkan
keanekaragaman agama Islam dan kaum Muslimin di Indonesia,
orang harus meneliti secara mendalam paling sedikit dari empat
segi; sejarah budaya, doktrin teologi, susunan sosial, dan ideologi
sosial.

Hukum Islam di Indonesia adalah masalah yang paling
fundamental dalam penelitiannya. Untuk melihat hukum Islam di
Indonesia itu ia menggunakan landasan teori sejarah dengan
memperhatikan tiga masa penting; masa sebelum penjajahan,
masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Setiap masa memiliki
ciri-ciri tersendiri, yang dapat menunjukkan perkembangan
pemikiran hukum Islam di Indonesia."

Dalam melihat hukum Islam di Indonesia pada masa
sebelum penjajahan, Atho banyak menggunakan informasi dari
M.B. Hooker dalam buku /slamic Law in Southeast Asia, dan sedikit
dari Daniel S. Lev dalam buku Islamic Courts in Indonesia: A Study in
the Political Bases of Legal Institutions. Istilah "Indonesia" dipakai
untuk mempermudah pembicaraan, meskipun sesungguhnya
istilah Indonesia belum ada, karena yang ada sesungguhnya
kerajaan-kerajaan yang masih terpencar-pencar. Dari informasi
Hooker itu dilihat unsur-unsur Islam dalam hukum Kerajaan
Malaka (unsur-unsur Islam dapat ditemukan pada berbagai
tempat), Aceh (unsur Islam tidak dapat ditemukan dalam hukum-
hukum Aceh, tetapi hukum adat yang lebih memperhatikan
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gagasan-gagasan mistik), Minangkabau (persamaan hukum Islam
diakui oleh hukum adat asalkan tidak ada pertentangan dalam
soal-soal seperti hukum keluarga), Jawa (pengaruh hukum Islam
bersifat samar-samar, karena Islam dianggap hanya sebagian dari
hukum sejauh adat pribumi sudah siap untuk menanggulanginya;
penerimaan hukum Islam di Jawa adalah akibat suasana khusus
Islam dan di sini unsur hukum Islam mudah dijumpai). Dari situ
bisa disimpulkan bahwa penerimaan hukum-hukum Islam
berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang tergantung
pada dua hal; bobot pengaruh haluan mistik dan kekuatan adat
setempat.'®

Dalam melihat hukum Islam masa penjajahan, ia banyak
mengambil informasi dari Mahadi, yakni sebuah tulisan
"Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia: Sebuah Catatan
Sejarah Sampai Tahun 1882” dalam Tim Penyusun, Kenang-
Kenangan Seabad Peradilan Agama, dan oleh Daniel S. Lev.
Dikatakan bahwa pertanda perhatian terhadap hukum Islam mulai
tampak pada abad ke-19, tepatnya tahun 1808, sewaktu
kekuasaan-kekuasaan penjajah (Belanda dan Inggris) mulai
menangani daerah jajahan secara lebih langsung, dengan
mendirikan pengadilan-pengadilan Islam."”

Kemudian pada masa kemerdekaan ke depan, meskipun
soal wewenang dan persamaan statusnya masih belum
dipecahkan secara tuntas, pengadilan agama telah dapat
berlangsung hidup di Indonesia, bahkan menjadi semakin kuat.
Untuk melandasi ini, Atho meminjam pengamatan Lev dan
Subekti dalam Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama. Peran
hukum Islam ini diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang
Perkawinan tahun 1974.® Bahkan perkembangan berikutnya
muncul kompilasi hukum Islam tahun 1989.
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Menguji Produk Pemikiran Hukum

Langkah metodologis penting yang telah dilakukan Atho
adalah ketika ia meneliti dan menguji tentang bagaimana cara
kerja MUl dalam membuat fatwa-fatwa. Komisi yang menjadi
sasarannya adalah Komisi Fatwa MUI, karena komisi itulah yang
telah diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa
mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi
masyarakat. Atho kemudian mendapati bahwa persidangan-
persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila
MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah
mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam,"
yang dilanjutkan dengan sidang komisi atau dalam forum yang
lebih besar yakni konferensi tahunan para ulama yang diadakan
MULI.

Dalam pembuatan fatwa selalu didasari oleh dalil-dalil,
yang biasanya dimulai berdasarkan ayat Al-Qur'an disertai hadis-
hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fikih dalam
bahasa Arab. Dalil-dalil rasional juga diberikan sebagai keterangan
pendukung. Dalam penelitiannya didapati bahwa pada tanggal 30
Januari 1986 sebuah buku pedoman terperinci untuk
mengeluarkaan fatwa diterbitkan oleh MUI, yang menerangkan
bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa, menurut urutan
tingkat, adalah: Al-Qur'an, Sunnah, jjima’ dan giyas. Namun dalam
praktenya, prosedur metodologis semacam itu tidak selalu
dipergunakannva,® bahkan kadang ada yang menggunakan dasar
rasional atau bahkan tidak menggunakan dasar naskah atau akal
pikiran (rasional).

Sejak tahun 1975 sampai penelitian Atho dilakukan, MUI
telah berhasil mengeluarkan 39 fatwa. Karena ada berbagai alasan,
pembuatan fatwa agak dibatasi dan yang banyak adalah
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pemberian nasihat. Ini sesuai dengan salah satu tugas MUI untuk
memberikan nasihat dan fatwa kepada pemerintah dan rakyat
banyak tentang masalah-masalah keagamaan dan sosial.”'

Demikianlah untuk melihat suatu lembaga seperti MUI
dalam kaitannya dengan fatwa perlu melihat bagaimana proses
pembentukannya, keadaan  sosio-politik di  sekitarnya,
kedudukannya dalam masyarakat, serta cara-cara pembuatan dan
pengeluaran fatwa.

Tahapan yang sangat penting dalam penelitian tersebut
adalah pengujian terhadap fatwa-fatwa MUI. Ini untuk
mempertajam gambaran yang lengkap tentang isi fatwa. Pada
tahapan inilah kemampuan peneliti untuk melakukan tipologisasi
atau klasifikasi materi mendapati perannya. Atho melakukan
pengujian fatwa-fatwa MUl yang diklasifikasikannya ke dalam
fatwa-fatwa tentang ibadah, pernikahan dan keluarga,
kebudayaan, makanan, kehadiran orang Islam pada perayaan
Natal, masalah kedokteran, keluarga berencana serta golongan
kecil Islam.

Satu langkah maju dari penelitian Atho, dalam konteks ini,
adalah ketika ia menguji fatwa-fatwa ulama, yakni ia tidak hanya
mendeskripsikan bagaimana fatwa-fatwa itu secara metodologis
dikeluarkan, tapi juga menganalisa dengan landasan teori yang
cukup memadai. Sebagai contoh, ketika ia menyimpulkan bahwa
dari segi metodologis fatwa tentang salat di atas kapal layar
(perjalanan) itu menggunakan dua metode sekaligus (giyas dan
talfig). la mengemukakan landansan teoretik yang dirujukkan pada
naskah kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi (untuk
memperkuat argumentasi tentang giyas) dan naskah fikih Zahiri
seperti lbnu Hazm (sebagai bukti bahwa ada talfig di dalamnya).?
Begitu juga fatwa tentang migat haji, penelaahan kitab fikih
mazhab Syafi'i dan mazhab lain telah dilakukannya, dan
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ditemukan ternyata pandangan lbu Hazm az-Zahiri yang liberal
dan praktis dipakai sebagai pembenaran hukumnya.

Dari pelacakannya terhadap buku-buku di atas, Atho
melihat bahwa dalam hal upacara-upacara keagamaan
menunjukkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari MUI
untuk membebaskan cara pemikiran hukum agama Islam, yang
tidak lagi terikat pada Syafii dan mazhab lainnya, tetapi
mengambil sikap terbuka yang bersedia menerima pemikiran
aliran-aliran seperti dari Zahiri. Ini menunjukkan sifat dinamis dan
kebebasan yang lumayan tinggi dalam memikirkan soal-soal
hukum untuk mengikuti tantangan zaman modern. Adapun dalam
kasus pengambilan langsung dari naskah-naskah fikih yang ada
tanpa terlebih dulu melihat pada Al-Qur'an, mungkin karena tidak
ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkannya, seperti soal migat
makani, sedangkan hadis yang bersangkutan tentu disinggung
ketika orang melacak keterangan dari naskah-naskah fikihnya.?*

Kemudian dalam kasus perkawinan antaragama, dilihat
dari segi metodologi fatwa tentang hal itu berarti membatalkan
ayat Al-Qur'an dengan kaidah al-maslahah al-mursalah
(kepentingan masyarakat Islam), atau paling tidak penundaan
pelaksanaan larangan-larangan tertentu dalam Al-Qur'an
berhubungan dengan keadaan yang sangat mendesak.**
Penggunaan al-maslahah al-mursalah ini banyak mengambil
contoh dari khalifah Umar ibn Khathab.

Begitulah dengan persoalan-persoalan lain, telah terjadi
pergeseran-pergeseran metodologis dalam pembuatan fatwa
dengan tidak terpaku pada satu sumber. Bahkan ada kasus fatwa
yang tidak menggunakan dalil Al-Qur'an, hadis, naskah fikih, tafsir
ataupun dalil yang bersifat rasional, seperti pada fatwa yang
membolehkan impor dan pertunjukan film The Message dalam
bidang kebudayaan. Juga ada yang hanya menggunakan dalil
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rasional, seperti fatwa tentang bolehnya pembawaan lagu-lagu
dengan ayat-ayat Al-Qur'an asalkan dilakukan dengan ilmu tajwid
yang baik. Kemudian seperti fatwa tentang donor kornea mata
dan pencangkokan jantung, dasar hukum yang digunakan adalah
analogi (giyas) yang diperkuat oleh hadis dan naskah-naskah
fikih.>

Dari pengujian di atas, sedikitnya ada tiga sifat fatwa MUI.
Pertama, fatwa yang berkecenderungan untuk membantu
kebijakan pemerintah, seperti fatwa tentang peternakan kodok
dan daging kelinci. Kedua, fatwa yang berkeinginan untuk
menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman modern,
seperti fatwa tentang bolehnya donor kornea mata dan
pencangkokan jantung. Ketiga, fatwa yang berkaitan dengan
hubungan antar agama, seperti larangan umat Islam untuk
menghadiri perayaan Natal dan perkawinan antar agama. Dengan
kata yang lebih sederhana, sesungguhnya fatwa-fatwa MUl adalah
hasil dari seperangkat keadaan sosial budaya dan sosial politik.?

Ikhtiar Menuju Pembaruan Pemikiran Hukum Islam

Satu hal yang signifikan dalam melihat pemikiran Atho
Mudzhar adalah bahwa ia mempunyai (menghendaki) adanya
pembaharuan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam konteks
ke-Indonesia-an. Pemikiran ini tidak dinyatakannya secara eksplisit,
namun ia mengisyaratkan betapa pentingnya ijtihad dalam
pemikiran hukum Islam dan betapa ia sangat respek dengan
kelompok-kelompok progresif di dalam tubuh MUI la bahkan
terlihat gelisah mengapa kelompok-kelompok progresif itu
mendapatkan peran yang tidak terlalu besar. Pemikiran semacam
itu sesungguhnya telah dikemukakan oleh para pembaharu
modernis seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh
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dan terus menggelinding sampai saat ini. Teori dasarnya bahwa
hukum Islam (syariah) bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri
melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks (nash) yang
dipahami dalam konteks historis tertentu. Dari sini formulasi
hukum Islam dari suatu konteks historis tertentu bisa
direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu dengan dasar hukum
yang memadai.”

Saya melihat betapa pentingnya formulasi fikih, karena
rumusan teks Al-Qur'an yang telah tersirat itu ternyata ada yang
tidak bisa langsung "berbicara" kepada suatu konteks masyarakat
tertentu dan harus dirumuskan dengan penggunaan-penggunaan
dalil ushul figh atau dalil lainnya, bahkan seperti dalil al-masalih al-
mursalah oleh MUl tentang perkawinan antar agama bisa
bertentangan sama sekali dengan teks Al-Qur'an secara verbal.

Pembuatan suatu fatwa (formulasi hukum Islam) ternyata
memang tidak bisa mengabaikan latar belakang sosio-politik di
mana hukum Islam itu dikeluarkan. An-Na'im, di samping ia
menegaskan sebuah tesis bahwa ada aspek-aspek Islam dan
syariah tertentu yang bersifat universal, namun ia membenarkan
bahwa penafsiran dan praktik semua agama, termasuk sistem
hukum Islam, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi
dan politik masyarakat tertentu, yang di dalamnya terdapat variasi
dan kekhasan lokalnya sendiri.?® Hal ini senada dengan penegasan
K.H. Sahal Mahfudh bahwa dalam pembentukannva fikih selalu
mempunyai konteks dengan kehidupan nyata dan karena itu
bersifat dinamis.® Seperti dalam fatwa MUl tentang masalah
perkawinan dan keluarga ternyata telah diwarnai oleh faktor sosio-
politik tertentu yaitu persaingan Islam-Kristen. Faktor inilah yang
juga harus dilihat dalam formulasi suatu hukum Islam sehingga
sampai pada suatu kesimpulan tertentu.

Sebagaimana telah saya sebutkan terdahulu bahwa
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penelitian Atho berusaha mempelajari sifat fatwa-fatwa MUI dari
dua tingkat analisis; perumusannya secara metodologis dan
lingkungan sosio-politik dan kebudayaan yang mengitarinya.
Berkaitan dengan segi metodologi, saya menemukan teori
penelitian itu justru pada kesimpulan, yakni bahwa suatu fatwa
hanya dapat dikeluarkan sesudah MUI secara mendalam
mempelajari keempat sumber hukum; Al-Qur'an, Hadis, ijma’ dan
giyas, namun ternyata urutan sumber-sumber hukum di atas tidak
selalu dipergunakan secara berurutan.*®* Menurut Fazlur Rahman,
dengan pemantapan metodologi Islam itu (yakni saling hubungan
antara Sunnah, ijtihad dan ijma’) maka terjadilah perubahan
radikal dalam sifat fikih, yang berubah dari wujudnya sebagai
suatu kegiatan pribadi menjadi berarti suatu disiplin yang
berstruktur serta kumpulan pengetahuan yang dihasilkannya.’'
Prosedur metodologis semacam itu tidak selalu dipergunakan,
bahkan ada yang tidak menyebutkan baik keempat dalil di atas
maupun dalil rasional.

Dengan tidak mengesampingkan kontribusi yang telah
saya sebutkan terdahulu, menurut saya, belum terlihat
sumbangan produk pemikiran hukum Islam yang baru, atau paling
tidak tawaran produk pemikiran hukum Islam. Tetapi, penelitian
tersebut telah memberikan arah dan petunjuk bagaimana
penelitian tentang pemikiran hukum Islam dilakukan menurut
pendekatan sosiologis.®> Penelitian tersebut juga mempertegas
perlunya ijtihad yang telah diawali oleh para tokoh modernis
sebelumnya, serta mempertegas bahwa produk pemikiran hukum
Islam bersifat relatif, sementara, dan tidak bisa mengabaikan faktor
sosio-kultural, sosio-politik, dan keadaan masyarakat lainnya.
Dalam hal ini Fazlur Rahman telah memberikar gambaran yang
cukup menarik.
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“Apabila kekuatan-kekuatan baru yang maha dahsyat—di
bidang sosial-ekonomi, kultural-moral ataupun politik—
terjadi dalam, atau menimpa sebuah masyarakat, maka
tidak perlu diragukan lagi kalau nasib masyarakat tersebut
akan tergantung kepada: tantangan-tantangan baru itu
secara kreatif. Jika masyarakat tersebut dapat menghindari
dua buah sikap yang ekstrim: (yang pertama; merasa
panik, kecut, dan mencari perlindungan khayali ke masa
lampaunya, dan yang kedua; mengorbankan atau
mengkompromikan ideal-idealnya), dan setelah itu
dengan keyakinan kepada dirinya sendiri melakukan reaksi
terhadap  kekuatan-kekuatan  baru itu  dengan
mengasimilasi, mengabsorsi, menolak, dan bentuk-bentuk
kreativitas positif lainnya, maka ia akan
memperkembangkan sebuah dimensi baru untuk aspirasi-
aspirasi spiritualnya, sebuah makna dan ruang untuk ideal-
idealnya. Tetapi seandainya masyarakat itu karena
terpaksa atau karena keadaan, memilih sikap ekstrim yang
kedua, seperti yang kami nyatakan di atas, jadi ia tunduk
kepada kekuatan-kekuatan baru tersebut, pastilah ia akan
mengalami metamorfosis; Kehidupannya tidak lagi
sediakala; bahkan ia dapat binasa di dalam proses
transformasi itu, dan ditelan oleh organisme sosio-kultural
asing tadi. Tetapi yang jauh lebih berbahaya adalah jika ia
mengambil sikap ekstrim yang pertama di atas. Jika
sebuah masyarakat mulai hidup di dalam masa
lampaunya,—betapapun indahnya kenangan-kenangan
dari masa lampaunya itu—dan tidak dapat menghadapi
realitas-realitas masa kini dengan berani—betapapun
pahitnya realitas-realitas ini—maka ia pasti akan berubah
menjadi fosil; dan sebuah hukum Allah yang tak dapat
diubah  adalah: bahwa fosil-fosil tidak  dapat
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mempertahankan hidup mereka untuk waktu yang cukup
lama.”*?

Selain telah disebutkan dalam karya disertasinya,
penegasan pada faktor sosio-kultural dan sosio-politik juga telah
disebutkan dalam buku atau tulisannya yang lain. Dalam
tulisannya yang lebih belakang ditegaskan lagi bahwa hukum
Islam sesungguhnya bukan sistem hukum matang yang datang
dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Hukum Islam
adalah hasil dari interaksi manusia dan faktor sosial yang ada di
sekitamya.** Namun demikian, dalam konteks Indonesia,
penegasannya tentang perlunya pendekatan sosio-historis adalah
sesuatu yang layak mendapat penghargaan.

Penutup

Uraian dalam tulisan ini ditampilkan sedemikian rupa
dengan maksud untuk memahami unsur-unsur apa yang
diperlukan dalam pengkajian pemikiran hukum Islam. Memang,
banyak hal yang harus dipersiapkan, dimiliki dan dilakukan dalam
mengadakan suatu penelitian, baik hal-hal yang berkait langsung
dengan kerja penelitian maupun yang tidak langsung. Dari
penelaahan terhadap karya Atho Mudzhar ini, ada banyak hal yang
bisa disebutkan, misalnya perlunya penguasaan bahasa asing
(Arab dan Inggris), penguasaan sejarah, penguasaan metodologi
dan memiliki kemampuan analisis yang tajam. Selain itu, suatu
usaha penelitian ternyata memerlukan waktu yang lama dan biaya
yang tidak sedikit.

Satu hal yang perlu saya tegaskan kembali bahwa dalam
pemikiran hukum Islam, naskah-naskah klasik adalah sesuatu yang
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perlu diperhatikan yang harus ditempatkan sebagai teks yang
terbuka, yang masih sangat mungkin untuk diperbarui atau
bahkan diubah sama sekali. Selain itu, faktor sosio-kultural, sosio-
politik atau keadaan masyarakat lainnya adalah faktor yang harus
dipertimbangkan. Dialektika antara teks-teks dan kondisi
masyarakat ini adalah sesuatu yang harus selalu dikaji ulang. Di
sinilah diskursus tentang metodologi dan pendekatan menjadi
sesuatu vang sangat penting dan menentukan.

Demikianlah uraian singkat tentang pengkajian pemikiran
hukum Islam di Indonesia melalui pengujian fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI. Tentu saja ini merupakan kajian yang belum
final. Oleh karena itu, masih sangat terbuka untuk dilakukan dialog
dan diskusi.

Catatan Akhir

' Menurut Atho, ada lima obyek material dalam penelitian agama;
1) scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol
agama, 2) para penganut atau pemimpin atau pemuka agama yakni
tentang sikap perilaku dan penghayatannya, 3) ritus-ritus, lembaga-
lembaga dan ibadat-ibadat seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan
sebagainya, 4) alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng dan sebagainya, 5)
organisasi-organisasi keagamaan, tempat para penganut agama
berkumpul dan berperan, seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya.
Lihat M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Praktek dan Teori
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), him. 13-14.

2Atho tidak mengistilahkan sebagai peta wilayah tetapi
menggunakan istilah tema. Menurutnya, tema sebenarnya menunjukkan
wilayah keahlian atau spesialisasi yang akan dituju. Lebih spesifik lagi, ia
menyebut wiiayah kajiannya dengan Sejarah Sosial Hukum Isl,am. Lihat
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Mudzhar, dalam Praktek dan Teori, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
him. 244-245.

3Lihat Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama
Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indomsia 1975-
1988 (Jakarta : INIS, 1993), him. 3. Dalam pembagian ini ia mengutip dari
J.N.D. Anderson. Lihat J.N.D. Anderon, Hukun Islam di Dunia Modern,
penerj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), him. 100-101.
Bandingkan juga dengan Munawir Svadzali, Islam dan Tata Negara
(Jakarta: Ul Press, 1990), him. 1-3.

“Pengkaji justru menemukan alasan pemilihan pada fatwa itu (dan
bukan pada perannva) adalah dalam bukunva yang lain. la menyebutkan
bahwa fatwa itulah yang merupakan substansi pemikiran hukum MUI.
Fatwa adalah salah satu dari 5 produk pemikiran hukum Islam yang
dipelajari dan diteliti, yaitu: kitab-kitab figh, keputusan pengadilan
agama, perundangan yang berlaku di negara Muslim, kompilasi hukum
Islam, dan fatwa. Lihat Mudzhar, Pendekatan Studi Islam ..., hIm. 245.

SMudzhar, Fatwa-fatwa. .., him. 5
SLihat Mudzhar, Pendekatan Studi Islam..., him. 245
’Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 5

8Penelitian terdahulu tentang hal selain fatwa itu juga disebutkan,
misalnya karya-karya dari Hazairin. Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 6.

°Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 7-8

YLihat Mudzhar, Fatwa-fatwa...,hlm. 8

"Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 62.

12| ihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 63, 71, 73, 76-78.
BLihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 78-79.

"“Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 9.

5Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa...,him. 31

8Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa...,him. 33-36.
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Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa...,hlm. 37-42.

8ihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 42-51.

“Lihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 79.

2| jhat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., 80, 87,139.

2 ihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 83,84,87.

2| jhat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 89-92

BLihat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him.96,,97

% jhat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 103

%l jhat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 108, 110,124-125.
% jhat Mudzhar, Fatwa-fatwa..., him. 139-141, 146

ZLihat Abdullah Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syariah,, penerj.
Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogvakarta : LKIS, 1994), him. x-ix-
XXiii.

2Lihat An-Na'im, Dekonstruksi Syariah, him. x-ix-xxiii.

M.A. Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial, (Yogvakarta: LKiS, 1994),
him. 30-31.

%Hadis, ijma' dan giyas adalah sumber hukum setelah al-Qur'an
yang telah ditegakkan oleh empat imam madzhab Sunni. Hadis biasanya
dikaitkan dengan madzhab Maliki, giyas dikaitan dengan madzhab
Hanafi. Kemudian Syafi'i, selain menerima ijma’, ia juga memadukan dua
pemikiran di atas dengan mengembangkanya menjadi sebuah teori yang
sistematis dan universal tentang metode memahami hukum. Oleh karena
itu sumber hukum dalam ushul figh menurut Syafi'i adalah Al-Qur'an,
Sunnah Nabi (Hadis), ijma' dan giyas. Lihat Nurcholish Madjid, Islam
Doktrin dan Peradaban, (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1995), cet. lll, him.
240-241.

3Lihat Fazlur Rahman, Islam, penerj. Ahsin Mohammad (Bandung:
Pustaka, 1984), him. 140-145.

32Bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdar F.

58



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

Mas'udi tentang Risalah Zakat dan Pajak dalam IsIm, terutama dalam
konteks Indonesia, yang disebutkan dalam karyanya Agama Keadilah,
Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam.

$3Fazlur Rahman, Membuka Pintu ljtihad, penerj. Anas Mahyudin
(Bandung : Pustaka, 1984), cet. ll, him. 265-266.

%4l.ihat M. Atho Mudzhar, "Social History Approach To Islamic Law"
dalam Al-Jamiah No. 61, Th. 1998, him. 78-87.

Referensi

Anderson, J.N.D., Hukum Islam di Dunia Modern, penerj. Machnun
Husein, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994

Jurnal Al-Jamiah, No. 61, Th. 1998

Madjid, Nurcholish, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta : Yayasan
Paramadina, 1995

Mahfudh, M.A. Sahal, Nuansa Figh Sosial, Yogyakarta : LKiS, 1994

Mas'udi, Masdar F., Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam
Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991

Mudzhar, M. Atho, Pendekatan Studi Islam dalam Praktek dan Teori,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998

—————————— , Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi
tentang Pemikiram Hukum Islam di Indonesia 1975-1988,
Jakarta : INIS, 1993

An-Na'im, Abdullah Ahmed, Dekonstruksi Syari‘ah, penerj. Ahmad
Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKIS, 1994

59



BAGIAN PERTAMA : Fatwa MUl dalam Prespektif Hukum dan Perundang-undandan

Rahman, Fazlur, Islam, penerj. Ahsin Mohammad, Bandung :
Pustaka, 1994

—————————— ., Membuka Pintu ljtihad, penerj. Anas Mahyudin, Bandung:
Pustaka, 1984

Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta : Ul Press, 1990

60



=
“&YF il
Loy

L-{f

BAGIAN | MUI dan Kelembagaan
KEDUA Fatwa di Indonesia







Keulamaan, Kebangsaan, dan Kekinian:

Catatan Kiprah Sosial Politik MUI

Al Makin

Wacana Pembuka

Keulamaan pada konteks saat ini perlu dipikirkan ulang—
apakah itu menyangkut dimensi religiositas umat, politik bangsa
dan sosiologi masyarakat terkait dengan peran figur ulama, atau
hubungan lembaga keulamaan itu sendiri dan relevansinya dalam
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Paling tidak definisi
keulamaan menuntut pembatasan ulang: apakah masih relevan
dengan semangat kebangsaan dan kekinian ataukah sudah lapuk
tergerus zaman, karena konsep dan pengertian agama itu sendiri.
Dari agamalah peran ulama berujung dan berpangkal, namun
agama sendiri juga berkembang begitu cepat seiring
perkembangan umat—yang terkait dengan persoalan ekonomi,
politik, dan isu-isu duniawi lain.
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Faktor keindonesiaan (Kull, 2005), baik dari sisi sejarah
maupun sosiologi, perlu juga diketengahkan karena menyangkut
maslahah umat yang bertempat dan berkonteks dalam suasana
tertentu. Membincang ulama tidak bisa dilepaskan dari tempat di
mana mereka berperan. Maka makalah yang saya tulis ini akan
menyoal tentang keulamaan, kebangsaan, dan kekinian. Tetapi
akan lebih difokuskan lagi pada sisi keindonesiaan. Persoalan
berbangsa dan bernegara saat ini masih sangat urgen untuk
diperbincangkan, karena isu kelunturan patriotisme dan
nasionalisme yang mengarah (atau paling tidak menjadi faktor
utama) radikalisme dan separatisme yang hangat kembali ke
permukaan wacana publik (Freedman 2006, Makin 2009, 2010,
2011).

Keulamaan Berkonteks Kebangsaan

Jauh melampui dari lembaga resmi ulama Indonesia (MUI),
peran ulama dalam perjalanan peletakan batu fondasi Indonesia
tak terabaikan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia itu sendiri
religius, dan juga religiositas sudah menjadi faktor yang melekat
pada diri masyarakat ini jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan.
Relasi antara Timur Tengah (terutama Mesir dengan Univesitas al-
Azharnya dan Saudi Arabia dengan legitimasi geografisnya
sebagai sumber Islam awal) dan Nusantara (Laffan 2003; Azra
2004) pada masa pra-kolonial dan kolonial Belanda membuktikan
bahwa keagamaan sudah menjadi formula tersendiri yang
mempunyai pengaruh kuat dalam budaya dan kemasyarakatan.

Fatwa ulama sering menjadi acuan persoalan masyarakat,
baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan. Fatwa Sayyid
Utsman (Kaptein 1997, 2007) dalam kebijakan pemerintah Belanda
terhadap pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa fatwa
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bukanlah monoton persoalan ritual praktis.Tetapi persoalan politik
dan lain-lain yang aktual dalam kehidupan nyata juga terkait
fatwa. Sayyid Utsman menasehati umat Islam pribumi agar
bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda yang
dipandang sebagai pemerintahan yang sah karena melindungi
kepentingan umat Islam. Terserah dari sudut mana mata
memandang, apakah melihatnya sebagai sebuah pengkhianatan
nasionalisme, atau sebuah pandangan berbeda dari kaum terjajah
terhadap penjajah. Yang jelas, fatwa relasi Belanda dan pribumi
menunjukkan kepentingan fatwa itu sendiri yang bisa
dimanfaatkan sebagai wahana politik.

Ketika, dan bahkan sebelum negara Indonesia didirikan,
perdebatan antara kaum nasionalis, sosialis, Marxist, dan Islamis
telah mengemuka. Ini menyangkut peran agama dan negara,
apakah keduanya merupakan entitas yang menyatu, atau
pemisahan antara unsur politik dan moral. Bangsa Indonesia
memang tidak secara tegas menyatakan pemisahan total,
sebagaimana yang dikonsepkan masyarakat Eropa atau Amerika.

Sekularisme total, seperti yang terjadi di Turki, bukan
tujuan para pemimpin kala itu. Para pemimpin bersedia kompromi
antar berbagai faksi yang mempunyai pandangan berbeda, baik
dari mereka yang terdidik tradisional di Timur Tengah maupun
mereka yang terdidik ala Belanda. Pendidikan Barat itu terjadi
karena imbas politik etis, balas budi, dorongan kuat dari faksi
liberal di parlemen Belanda.

Patut dicatat bahwa penggunaan agama secara berlebihan
di ruang publik sejak awal telah menjadi ajang kritik baik oleh
kaum nasionalis atau Islamis. Keputusan untuk memilih Pancasila
sebagai dasar negara, yang tidak terlalu sekuler sekaligus tidak
agamis, merupakan politik jalan tengah. Ini kadang sering memicu
berbagai interpretasi yang tidak monoton. Kita semua masih
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membuka diri untuk urusan interpretasi Pancasila (Driyarkara
2006, Ismail 2004).

Sampai kini, sejauh mana pemisahan agama dan negara,
moral dan politik, iman dan kenegaraan, masih layak untuk
diperdebatkan. Namun, kaum Islamis, dengan keyakinan agama
mengatur negara, tidak bisa lagi memasuki wilayah kenegaraan.
Jelas sekali, bahwa politik mempunyai logika sendiri yang berbeda
dengan iman dan agama adalah formulasi yang bisa dikatakan
telah diterima oleh rakyat Indonesia (Syadzali 2008).

Politik adalah bidang manusiawi yang bersifat sementara
dan cepat berubah. Agama adalah pesan moral langit yang hakiki
dan tidak perlu menyokong kepentingan sesaat dari politisi. Publik
pascareformasi, tentunya, sangat jeli melihat dan mengkiritisi
pengggunaan agama dalam ranah politik (Makin 2009).

Agama tidak bisa lagi dijadikan alat penopang kekuasaan,
sebagaimana yang terjadi di Eropa abad pertengahan atau masa
kerajaan-kerajaan di Nusantara dari Majapahit, Demak, maupun
Mataram. Candi dan istana, masjid dan istana, dan gereja dan
parlemen, tidak bisa menyatu dalam sistem pemerintahan. Pun
kekuasaan tidak bisa mengatasnamakan agama.

Keduanya, agama dan politik, mempunyai cara tersendiri
untuk menyampaikan pesan. Pesan politik jelas, terutama dalam
kontek kontestasi demokrasi saat ini, yakni untuk menarik massa
sebanyak mungkin, guna meraih simpati publik dalam ajang
pertarungan dalam prosedur demokrasi jujur dan teruji.
Sementara itu, agama adalah alat kontrol moral, memberi
wejangan norma dan dogma tidak pandang bulu apakah itu untuk
penguasa atau untuk rakyat. Agama tidak bisa digunakan sebagai
dalil kekuasaan, karena itu sungguh menjerumuskan. Agama tidak
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bisa dijadikan alat propaganda pemerintah. Tetapi agama
memberi petunjuk moral kekinian yang jujur dan ikhlas.

Keunikan Indonesia yang ber-Pancasila adalah tetap
dipertahankannya lembaga agama, seperti Kementerian Agama
dan Majelis Ulama, yang tetap memegang peranan penting dalam
bermasyarakat. Dua lembaga yang mewakili aspirasi umat Islam
sejak lama, yang kini juga patut dipikirkan ulang tentang peta,
kiprah, dan masa depan keduanya.

Departemen Agama telah menunjukkan prestasinya dalam
menggodok ide progresif dalam ranah pendidikan, di mana para
sarjana progresif Muslim terlahir dari rahim pendidikan tradisional
di bawah naungan kementerian ini, dari pesantren, madrasah,
sampai perguruan tinggi Islam. Suatu hal yang tidak mungkin
didapati di negara muslim mana pun, pemikir progresif seperti
Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Ahmad Wahib, Munawir
Syadzali, Mukti Ali, Harun Nasution, Azyumardi Azra, Komaruddin
Hidayat, dan lain-lain telah lahir untuk melihat kembali tradisi
keagamaan secara kritis. Perpaduan antara modernitas dan
tradisionalisme, agama dan pengetahuan, spirit moral dan
intelektual dilahirkan oleh para pemikir muslim Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, kritik terhadap tradisi keagamaan
yang paling tajam tidak dilahirkan dari lembaga mana pun, kecuali
lembaga Islam itu sendiri. Para cendekiawan dan intelektual
terkemuka Indonesia tetap mempertahankan afiliasinya pada
IAIN/STAIN/UIN dengan tetap memegang tradisi keagamaan,
namun kritis terhadap prakteknya. Mereka berdiri pada garda
depan penafsiran ulang teks dan tradisi keislaman Indonesia.
Karya-karya yang layak dikaji dari bidang pemikiran Islam, seperti
Harun Nasution (1986), sampai tafsir seperti Quraish Shihab.
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Dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam,
tradisi khas keindonesian lahir, di mana agama dan tradisi lokal
diramu menjadi identitas Islam tersendiri, yang berbeda dengan
Islam yang berkonteks Timur Tengah, India, maupun Pakistan.
Tugas para ulama dan cedekiawan sejak awal telah mengarah
pada penciptaan dan sokongan terhadap pilar tradisi
keindonesiaan itu sendiri (Dhofier 1999, 1985).

Namun, akhir-akhir ini tradisi itu menyurut karena sisi
negatif dari reformasi yang terbuka, sehingga munculnya
kelompok-kelompok yang akan menutup keterbukaan itu sendiri.
Ironis, sebuah gong kebebasan telah mendorong kelompok-
kelompok anti-kemerdekan, termasuk kemerdekaan berpikir dan
kritis. Jika kelompok itu mendapat angin segar, tak ayal,
kemerdekaan dan kreativitas manusia Indonesia akan diberangus.

Keulamaan dan kebangsaan merupakan ciri khas
Indonesia, di mana berdirinya NU dan Muhammadiyah (yang juga
dalam konteks kebangsaan bersama dengan Budi Utomo, Syarikat
Islam, dan lain-lain), dengan semangat Islam dan nasionalisme
awal abad dua puluh, telah mengawali berdirinya Indonesia itu
sendiri.

Pada masa puncak nasionalisme, masa akhir pendudukan
Belanda di Indonesia, dan datangnya Jepang di bumi ini, Islam dan
kebangsaan mencapai titik puncak. Tjokroaminoto (1963) telah
menunjukkan ramuan tersendiri, di mana menurut keyakinannya
Islam dan sosioalisme bisa dijadikan rumus baru dalam
mengentaskan nasib umat. Tjokroaminoto menggarisbawabhi
pentingnya interpretasi pesan Islam secara sosialis, di mana prinsip
kesetaraan dan keadilan dikaji ulang dengan bahasa Marxist dan
Hegel kala itu. Ramuan ini menjadi penopang generasi
selanjutnya, di mana peran ulama dan cendekiawan sekular
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berusaha diramu, dan telah melahirkan tokoh agama dan
nasionalis semisal Natsir, Soekarno, Sjahrir, dan Mohammad Hatta.

Pada masa Soekarno, Islam bahkan berusaha disatukan
dengan komunisme dan nasionalisme, rumusan unik yang telah
lama dimulai pada masa muda Soekarno sebagai intelektual muda
yang belum berperan maksimal sebagai politisi. Namun konsep ini
gagal. Patut pula dicatat bahwa Soekarno sendiri mempunyai
tradisi Muhammadiyah dan Islam modernis yang kuat. Tulisan-
tulisan awal Soekarno muda menyuratkan itu, bahwa keislaman
yang kritislah yang dipilih. Soekarno mengkritisi penggunaan tabir
memisahkan kaum wanita dan pria, juga kekolotan para pemimpin
agama di desa (1965).

Pada masa Soeharto-lah MUI didirikan, yang sebetulnya
hanyalah peresmian dari peran ulama dalam bermasyarakat dan
bernegara. Soeharto sendiri mempunyai agenda politik karena di
situ diharapkan peran keulamaan tidak hanya mewarnai
kebangsaan, tetapi juga mendukung agenda politik rezim yang
berkuasa, sehingga radikalisme dan separatisme bisa ditepis
dengan dilembagakannya fungsi keulamaan. Tampaknya, terlepas
dari sejauh mana keberhasilan kelembagaan ulama itu sendiri,
fungsi ini bisa dikatakan berhasil dan bisa tidak. Keduanya
mempunyai catatan tersendiri.

Urgensi Kebangsaan

Fakta menunjukkan dari sekian fatwa yang dikeluarkan
oleh MUI banyak menyangkut persoalan dasar akidah, syariah,
bahkan fikih, yang merupakan bagian sempit dari Islam yang luas
bagaikan laut. Islam dan ilmu keislaman sangat luas, sehingga
manuskrip-manuskrip abad pertengahan yang belum tergarap
bertumpuk-tumpuk di situs-situs penting di Timur Tengah, seperti
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Suriah, Mesir, Bagdad, Yaman, Maroko, bahkan Kordoba.
Manuskrip-manuskrip, yang juga sebagian lagi tersimpan di
berbagai museum dan perpustakaan di Jerman, Inggris, dan
Amerika, menunjukkan kekayaan ilmu keislaman yang tak
terbatas. Mungkin kita mengakses kurang dari sepuluh persen dari
yang ada. Yang terbaca dan terakses kita sangat sedikit, hanya fikih
dan syariah yang kebetulan berkembang di Nusantara yang
kebetulan bermazhab Syafii dan ahlussunah. Islam Indonesia
merupakan secuil dari gambaran mozaik Islam dunia yang kaya.

Walaupun fatwa tentang fikih tentu bermanfaat dalam
menerangi keberagamaan masyarakat secara luas, namun peran
MUI sendiri dipersempit dari visi kebangsaan menjadi visi
kepentingan politik, jebakan yang kadang tidak mudah dikenali
apa yang dimaksud dengan kebangsaan itu dan bagaimana
membedakannya dengan kepentingan politik itu sendiri.

Kebangsaan adalah pengertian luas dan jangka panjang.
Kebangsaan berarti tidak memihak partai politik tertentu, juga
kepentingan sesaat orang atau suatu partai, namun memberi
fondasi dan konsep yang bisa dioperasikan oleh semua pihak.
Kebangsaan adalah pengorbanan yang tak ternilai karena
memikirkan jauh ke depan tentang nasib bangsa ini, melampaui
politik kekinian. Kebangasan bukan kepentingan untuk
menduduki jabatan politik tertentu, atau keuntungan politis
tertentu demi menopang kekuasaan. Kebangsaan telah
dicontohkan dalam formulasi awal dan perjuangan Budi Utomo,
Syarikat Islam, sampai Masyumi awal. Rasa nasionalisme mereka
tidak serta merta berkepentingan kekuasaan. Bahkan dari segi
kekuasaan mereka tidak sempat mengecap kenikmatan
kemerdekaan ini.

Dalam konteks kebangsaan saat ini, ambilah contoh,
lunturnya rasa patriotisme sejak masa reformasi yang merupakan
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agenda utama. Ini mungkin peran yang bisa dimainkan oleh MUI,
di samping Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama. MUI bisa mengambil sikap dan mendukung kembali
program pengertian kebangsaan pada level publik, sementara
pada lembaga pendidikan dasar dan tinggi dimainkan oleh dua
kementerian tersebut.

Radikalisme dan fundamentalisme yang melahirkan
kekerasan, seperti pembunuhan massal dengan modus bom
bunuh diri, yang tertopang oleh pemaknaan doktrin sempit jihad,
juga menggejala. Indonesia merupakan bagian dari negara-negara
muslim yang menjadi korban dan sebagian kecil jumlahnya
menjadi pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan
meminjam nama mayoritas Islam yang cintai damai dan moderat.

MUI sekali lagi perlu menegaskan peran pentingnya
identitas kebangsaan, karena tindakan kembali ke semangat
keislaman dengan konteks tertentu di luar konteks Indonesia-lah
yang menjadi penyebab fundamentalisme. Lahirnya fanatisme
adalah penegasian konteks Indonesia dan kebangsaan, sehingga
menghilangkan jati diri dan percaya diri.

Dalam berbagai pandangan, MUl hendaknya memisahkan
kepentingan sesaat politik, dan fatwa yang mengandung
kepentingan politik, tetapi fokus pada jangka panjang, karena
ombak kebangsaan saat ini sedang surut. Bila MUl bekerjasama
dengan para intelektual dan para politisi lintas partai bisa
mengukuhkan kembali komitmen dan patriotisme masyarakat
terhadap kontrak kenegaraan dan kebangsaan ini.

Perlu dicamkan bahwa Indonesia adalah tempat berbagai
ras, etnis, agama, kepercayaan, dan aliran bernaung, semua harus
mendapat tempat yang teduh dan damai. MUI bisa menegaskan
semangat ini kembali, dengan mendukung rasa toleransi terhadap
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perbedaan dan jalan damai sebagai solusi. Bukan seperti yang
diproklamirkan dalam berbagai demonstrasi organisasi yang
sering menampakkan kekuatan di jalan-jalan dan Bunderan HI
Jakarta, seperti FPI, HTI, dan lain-lain.

Rasa kebangsaan bisa juga diteguhkan untuk menegakkan
praktek politik bersih dan sehat, seperti memerangi korupsi yang
sampai saat ini masih belum menemukan formulasi yang jelas.
Tentu saja tidak hanya mengeluarkan fatwa haram dan
mudaratnya korupsi kepada umat dan para pemimpin politik,
tetapi juga menyangkut strategi serta dukungan nyata dan moral
pada upaya pemberantasan korupsi. Praktek korupsi sudah pada
berbagai level di masyarakat Indonesia, dari pemerintah desa
sampai pusat, dan ini bukan suatu rahasia yang perlu ditutup-
tutupi. Indeks korupsi Indonesia, sebagai negara muslim terbesar
di dunia yang tentu ini memalukan, sangatlah tinggi. Dari jalan
sampai gedung parlemen. Siapa pun dengan mudah meneliti dan
menjumpai praktek penyuapan, jual beli kebijakan, dan
pelanggaran moral korupsi, demi jalan pintas yang serba instant.

Kebangsaan yang telah lama diperjuangkan oleh para
pemimpin agama kita sendiri, dari Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari,
Tjokromanoto, M. Natsir, sampai Rasjidi, bisa dihidupkan kembali.
Dengan begitu identitas Islam Indonesia tertuang kembali dan
layak untuk ditafsirkan ulang.

Krisis politik yang terjadi pada saat Soeharto turun dari
singgasana kekuasaan juga mengarahkan pada krisis ekonomi,
yang pada gilirannya menyebabkan krisis multidimensi, dan yang
sangat mengkhawatirkan adalah krisis identitas bangsa. Ini
sungguh terjadi. Gerakan-gerakan trans-nasionalisme, seperti
Jama‘ah Islamiyah, yang berusaha mendirikan pemerintahan Islam
lintas negara dengan mengembalikan konsep simplistis khilafah
abad tujuh Islam awal adalah contoh konkret bagaimana krisis
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identitas telah tergerus. Islam Indonesia terlihat tidak percaya diri
lagi dengan keindonesiaannya. Mereka berusaha mencari
justifikasi kebenaran dari Timur Tengah, dan kembali pada masa
lalu. Ini adalah solusi kelam yang akan membawa umat mundur ke
belakang, bukan maju ke masa depan.

Penafsiran usul fikih, tasauf, filsafat, sastra, dan berbagai
ilmu keislaman diingkari dengan jalan simplifikasi ke teks al-Qur‘an
dan Sunnah secara sempit. Jalan dan ijtihad para ulama terdahulu
tidak lagi dilihat, tetapi dilewati dengan keyakinan bahwa
pemahaman teks mereka diyakini paling benar, dengan pula
mengesampingkan pemahaman kelompok lain yang mungkin
berbeda.

Ketika konflik antara Islam dan Kristen terjadi di Ambon,
sekelompok umat Islam meminta fatwa jihad kepada ulama Timur
Tengabh. Inilah krisis yang dimaksud. Bagaimana mungkin ulama
Timur Tengah mengetahui kondisi Maluku dan Ambon?
Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan fatwa hanya
berdasarkan teks semata tanpa memahami kondisi sosiologi
umat? Bagaimana mungkin pengalaman Timur Tengah yang
sangat berbeda dengan Indonesia bisa menjadi fatwa yang
relevan? Mengapa pula umat Islam Indonesia tidak percaya diri
untuk meminta fatwa ulama Indonesia sendiri? Apakah Islam
Indonesia lebih rendah nilainya dari Islam di Timur Tengah?
Apakah ulama Indonesia kualitas ilmunya di bawah ulama Timur
Tengah?

Tentu itu semua menunjukkan ketidakpercayaan diri
muslim dan ulama Islam Indonesia. Padahal dari zaman pra-
kolonialisasi Belanda sampai reformasi, banyak pemikir,
intelektual, dan ulama Indonesia dilahirkan dari berbagai wilayah,
dari Minangkabau, Madura, Yogyakarta, Jakarta, sampai Sulawesi.
Nama seperti Hamzah Fansuri, Kyai Kholil, Hasan Besari, Nurcholish
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Madjid, Munawir Sadzali, Mukti Ali, Hamka, Saifudin Zuhri, dan
sebagainya sering dilupakan, dan lebih suka mengutip pendapat
ulama Mesir dan Saudi. Sungguh mengkhawatirkan, tidak
menghargai ijtihad bangsa sendiri, namun merujuk kepada
bangsa asing.

MUI  bisa  berperan  mengembalikan  semangat
keindonesiaan pada umat Islam di negeri ini. Peran yang diambil
adalah mengingatkan kembali petuah dan sejarah Islam di
Indonesia yang sudah panjang. Resep Islam dan tradisi lokal
Indonesia yang kaya, dari Sabang sampai Merauke menandakan
kekayaan yang tak ternilai. NU dan Muhammadiyah sebagai
penopang tradisi Islam lokal Indonesia dan penjaga utama Islam
berkonteks Nusantara bisa terus berperan dengan sokongan MUI.

Fakta Keragaman

Keragaman (bhinneka atau diversity) adalah takdir Ilahi
yang tidak mungkin diingkari. Justifikasi dari ayat al-Qur'an
maupun teks lain “menggunung” (Q. Surah al-Hujurat/49: 14).
Allah tidak menciptakan satu bangsa saja, tetapi berbagai warna
kulit, keyakinan, agama, tradisi, budaya dan peradaban. Indonesia
adalah bukti nyata ciptaan Allah yang serba bhinneka, yang
kebetulan tertera dalam lambang burung garuda yang perkasa.
Tidak mungkin umat manusia dipaksa memeluk agama dan aliran
yang sama, tidak mungkin pula agama yang satu melahirkan satu
mazhab.

Islam sendiri dilahirkan dengan semangat dialog antara
Islam dan agama lain, juga antara berbagai aliran dalam Islam
sendiri. Berjuta-juta, atau paling tidak beribu-ribu aliran dalam satu
agama, termasuk dalam agama Islam. Tidak semua aliran bertahan
hidup. Dalam bidang kalam kita mendengar mazhab Mu'tazilah
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yang telah sirna. Dalam Ahlussunah banyak lagi aliran, seperti
Maturidiyah dan Asyariyah. Dalam bidang filsafat kita sudah tidak
mendengar lagi aliran Platonis maupun Neo-Platonis yang
dikembangkan al-Farabi, lbn Sina, Ibn Rusyd, al-Suhrawardi, dan
lain-lain. Namun mungkin aliran itu masih hidup di sebagian filosof
Syiah di Iran seperti Mulla Sadra dan para penerusnya. Banyak
sekali aliran, banyak pula yang tidak bertahan. Ini bukti dari
keragaman dalam Islam itu sendiri (Nasution 1986).

Indonesia menjadi saksi ini semua, dari sisi sosiologis dan
juga keyakinan filosofis para pendiri bangsa ini. Negeri yang terdiri
dari lebih seribu lima ratus pulau, tujuh ratus dialek, dan tiga ratus
bahasa, sangatlah ragam. Betul Islam merupakan agama
mayoritas. Namun, sejak awal, perdebatan teologi, hukum Islam,
dan ritualistik tidak pernah berhenti. Kita bisa merujuk bagaiman
Sunan Kalijaga dan para wali lainnya berdebat dengan Syekh Siti
Jenar tentang bagaimana peran tasawuf dan syariah dalam
memperkenalkan Islam di Jawa (Mulkhan). Perdebatan itu
kebetulan, baik itu secara mitologi maupun historis yang
keduanya belum teruji faktualnya, dimenangkan oleh orientasi
fikih. Namun tasawuf sebagai gerakan awal Islam Indonesia tidak
pernah sirna dan pupus. Sunan Kaljaga sendiri tetap menghargai
tradisi dan seni lokal Jawa, dari wayang, gending, gamelan, dan
lain-lain. Terbukti berbagai bentuk arsitektur masjid dan
bagaimana ritual berbaur dengan tradisi lokal tetap bertahan
hingga kini. Selawatan, yasinan, kasidahan, dan berbagai seni
terinspirasi dari khazanah keislaman berbaur dengan semangat
keislaman.

Namun fatwa MUI tentang penegasian pluralisme agama
telah memicu kesalahpahaman tentang makna keragaman
sebagai cipataan Sang Khaliq itu sendiri. Keragaman dimaknai
sempit sebagi talfig atau bid’ah, dari sisi fikih, bukan dimaknai
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sebagai kenyataan sejarah dan sosiologi dari umat manusia itu
sendiri. Di sinilah kelemahan orientasi fikih yang selama ini
mendasari fatwa ini, dan mungkin fatwa yang lainnya. Islam tidak
hanya terdiri dari fikih, tidak semua persoalan yang dihadapi Islam
Indonesia bisa diselesaikan hanya dengan jalur fikih. Banyak sekali
pengetahuan yang telah dikembangkan oleh umat Islam sejak
awal dilupakan. Ibn Khaldun telah mengembangkan dasar-dasar
sosiologi, namun ini tidak sempat dipahami, atau mendapat
apresiasi lebih dari masyarakat Barat.

Orientasi halal dan haram kadang menyebabkan perspektif
sempit, dan sering mengesampingkan berbagai faktor kompleks
dalam kehidupan. Memang halal dan haram sangat bermanfaat
karena logika simplistiknya. Namun tidak semua persoalan bisa
diselesaikan dengan halal dan haram. Juga, jangkauan itu
seharusnya dikembangkan meliputi, paling tidak, maqasid syari‘ah,
dan lain-lain, sehingga filsafat hukum Islam yang bisa memperluas
pandangan tidak dikesampingkan hanya dengan fatwa halal dan
haram. Dunia ini tidak terdiri dari boleh atau tidak boleh, tetapi
lebih rumit dari bayangan kita. Allah tidak menciptakan dunia ini
dengan cepat dan sekejap, tetapi menurut sabda Sayyidina Alj,
sekarang pun Allah tetap meneruskan proses penciptaan itu
sendiri, termasuk menaikkan seseorang dalam podium untuk
berbicara, dan mendiamkan para audiens untuk mendengarnya.

Begitu juga fatwa tentang kehadiran Jibril berkait erat
dengan kemunculan aliran baru Lia Aminuddin mungkin bisa
didekati dari sisi lain, tidak hanya dari sisi dogmatik. Memang
terjadi perbedaan itu sendiri antara Lia dan Salamullah-nya
dengan ajaran arus utama Ahli Sunnah bermazhab Imam Syafi'i di
Indonesia. Perbedaan itu adalah perbedaan, bukan sesuatu yang
harus mengarah pada tindakan anarkhis. Itu seharusnya, namun
kenyataannya lain. Sekali lagi, tidak mungkin aliran-aliran itu
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dituntaskan dan diselesaikan dengan melarangnya. Pemahaman
teologi bukan satu-satunya cara menghentikannya, jika memang
harus dihentikan. Faktor lain, seperti semangat toleransi,
menghadapi perbedaan, norma dan etika ketika kita berbeda
adalah persoalan lain dan membutuhkan kebijakan lain. Memang
betul MUI sama sekali tidak menyarankan umat secara tersirat
untuk memojokkan Lia Aminuddin dan Salamullah dengan
kekerasan. MUI sama sekali tidak memilih jalan kekerasan. Itu
bukan ciri khasnya. Namun dampak dari fatwa tersesatnya itu
menimbulkan polemik panjang dan bahkan kadang digunakan
justifikasi kerusuhan horisontal.

Tentang Ahmadiyah dan berbagai kontroversinya juga
merupakan bukti bahwa tersesat dan tidak tersesatnya sebuah
aliran, dari kacamata halal dan haram, sulit menyelesaikan
persoalan dari ragamnya budaya dan tidak mungkin (ini harapan
yang terbersit) menyeragamkan faham, teologi, dan aliran dalam
konteks Indonesia. Sebuah aliran disesatkan dari segi dogma dan
teologi mungkin terjadi, namun dampak dan akses penghakiman
(takfir) bisa berbuntut pada akibat yang tak terprediksi. Berbagai
tindakan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah dan juga
pengrusakan masjidnya merupakan anarkhisme berbahaya yang
mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan fatwa MUI.
Namun fatwa sering disalahgunakan untuk membenarkan
tindakan anarkhis itu sendiri. Maka penjagaan keragaman perlu
sikap yang bijak untuk mencapai harmoni antaraliran dalam Islam
sendiri dan juga antara Islam dan agama lain. Sangatlah relevan
mengingat pesan cendekiawan muslim yang pernah dipercaya
menjadi Menteri Agama pada masa Soeharto, yaitu Mukti Alj,
bahwa perlu agreement in disagreement, setuju dalam
ketidaksetujuan (1974).
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Simplifikasi hitam putih yang sering dijadikan pedoman
kebanyakan dari kita—karena itulah jalan mudah yang mungkin
cepat dipahami—sering mengarahkan kita pada keterjebakan dan
keterpurukan pada pemahaman dunia ini sendiri sebagai ciptaan
Sang Khaliq yang rumit. Dunia ini tidak sesederhana yang bisa kita
lihat dengan mata kasat, karena ilmu pengetahuan membutuhkan
berabad-abad untuk menerangkan sebetulnya dunia ini terdiri dari
partikel apa, dari segi kimiawi, astronomi, dan sosiologi. Imuwan,
cendekiawan, filosof dan ulama, melakukan berbagai percobaan
untuk menerangkan dunia ini, dari Utsman ibn al-Bahr al-Jahiz, al-
Biruni, hingga Prof. Abdussalam. Maka sikap hitam putih, jika tidak
iman lalu kafir, jika tidak surga tentu neraka, perlu sekali lagi dilihat
ulang. Dunia sangat ragam dan keragaman itu sendiri adalah
tagdir. Kita sebagai makhluk harus tetap rendah hati dan
menerimanya, dan berusaha memahaminya tanpa menganggap
pemahaman golongan dan diri sendiri yang paling benar.

Kekinian

Persoalan  kekinian  menyangkut  perkembangan
teknologi dan pengetahuan yang begitu cepat dalam konteks
globalisasi. Keulamaan harus menjawab tantangan ini, demikian
pula moral dan norma juga menjawab tantangan yang muncul
dalam konteks antarbangsa.

Indonesia sendiri adalah bagian dari globalisasi di mana
penyebaran Islam Indonesia tidak hanya di bumi Nusantara,
karena mobilitas manusia yang bertambah tinggi. Para mahasiswa
Indonesia bermukim di berbagai pelosok dunia, dan mereka aktif
menjalankan Islam dengan konteks yang berbeda. Fatwa-fatwa
tentang perbedaan budaya dan konteks tentu merupakan
sumbangan ijithad yang berharga bagi mereka.
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Begitu juga Indonesia adalah tempat bagi siapa saja, baik
itu penduduk asli Indonesia yang sudah ragam, maupun mereka
yang datang ke Indonesia untuk tujuan wisata, karir, dan
kerjasama antarnegara. Tentu konteks Islam Indonesia tidaklah
monoton.

Kembali ke Jati Diri Ulama Indonesia

Sebagai penyimpul dari pencarian filosofis-historis ini, kita
kembalikan lagi semangat awal kebangsaan kita dalam wacana
keulamaan yang akan memberi maslahat bagi umat Islam
Indonesia pada khususnya, dunia Islam pada umumnya, dan
manusia itu sendiri, dalam berperadaban dan berbudaya.
Semangat keindonesian dalam konteks berislam dengan peran
penting ulama berwawasan keindonesian akan mampu
menyumbangkan suatu jati diri yang kokoh. Jika kita berislam
keindonesiaan (Madjid 1995), berulama keindonesiaan pun
mungkin adanya. ljtihad ulama Nusantara patut juga diberi
perhatian. Islam bukan hanya seperangkat doktrin, namun Islam
adalah sumber ilmu pengetahuan di mana para cendekiawan dan
ulama melahirkan pengetahuan (Kuntowijoyo 2005). Keilmuan
yang dibangun ulama Indonesia, semisal fatwa MUI, hendaknya
juga dengan samangat keragaman, patriotisme, serta
mencerminkan kondisi sosilogis, dan historis bangsa ini. Sangat
penting menegaskan kembali keulamaan yang berbasis
kebangsaan.

79



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

) Dosen Fakultas Ushuluddin dan pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga dan program internasional pascasarjana ICRS
(International Forum for Cross Cultural and Religious Studies) UGM
Yogyakarta, dan peneliti pada National University of Singapore
(2011-2012).

Referensi

Ali, Mukti A (1974) Agama dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta:
Biro Hubungan Masyarakat dengan bantuan Lembaga
Lektur Keagamaan Departemen Agama Republik
Indonesia.

Ann Kull (2005) Piety and politics: Nurcholish Madjid and his
interpretation of Islam in modern Indonesia. Lund: Dept. of
History and Anthropology of Religion, Lund University.

Azra, Azyumardi (2004) The origins of Islamic reformism in Southeast
Asia: networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern
'Ulama' in the seventeenth and eighteenth centuries. Crows
Nest, NSW, Australia: Asian Studies Association of Australia
in association with Allen & Unwin; Honolulu: University of
Hawai'i Press.

Dhofier, Z (1999, 1985) “The Pesantren tradition, the role of the
Kyai in the maintenance of traditional Islam”, trans. Tradisi
pesantren: studi tentang pandangan hidup kyai. Tempe,
monograph Series Press. Jakarta, LP3ES.

Driyarkara (2006) Karya lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir
yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya, ed. A.

80



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

Sudiarja, G. Budi Subanar, Sunardi, T. Sarkim. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

Effendi, Djohan (2011) Pluralisme dan kebebasan beragama.
Yogyakarta: Interfidei.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (1997) Fatwa Dewan Pimpinan MUI
tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia, Jakarta, 22
Desember.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2005) Pluralisme, Liberalisme, dan
Sekularisme Agama. Jakarta: 7/MUNAS VII/MUI/11.

Freedman, L. Amy (2006) Political Change and Consolidation:
Democracy’s Rocky Road in Thailand, Indonesia, South
Korea, and Malaysia (New York: Palgrave Macmillan).

Hosen, Nadirsyah (2004) “Behind the Scenes: Fatwas of Majelis
Ulama Indonesia (1975-1998)", Journal of Islamic Studies,
15, no. 2:147-179.

Ichwan, Moch Nur (2005) “Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama
Indonesia after Soeharto”. Islamic Law and Society, 12, no. 1:
45-72.

Ismail, Faisal (2004). Islam vis-a-vis Pancasila: political tensions and
accommodations in Indonesia 1945-1995. Jakarta: Badan
Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen
Agama.

Kaptein, Nico (1997) “Sayyid Uthman on the legal validity of
documentary evidence”, BKI 153, no: 1, Leiden, 85-102.

Kaptein, Nico (2007) “Graeful to the Dutch government: Sayyid
Uthman and the Sarekat Islam in 1913" in Islamic
Legitimacy in a plural Asia, ed. Anthony Reid and Michael
Gilsnan. London: Routledge Taylor and Francis Group.

81



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

Khaziq (2009) Islam dan budaya lokal, belajar memahami realitas
agama dalam masyarakat. Yogyakarta: Teras.

Kuntowijoyo (2005) Islam sebagai ilmu: epistemologi, metodologi
dan etika. Jakarta: Teraju.

Laffan, Francis (2003) Islamic nationhood and colonial Indonesia: the
umma below the winds. London; New York:
RoutledgeCurzon.

Madjid, Nurcholish (1995) Islam agama kemanusiaan: membangun
tradisi dan visi baru Islam Indonesia Jakarta: Yayasan Wakaf
Paramadina.

Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana
Produk Halal (2003) Himpunan fatwa Majelis Ulama
Indonesia. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana
Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI.

Makin, Al (2010) “Can the Ulema Council respond to the real issue”
The Jakarta Post (February 28)

Makin, Al (2010) “Disbanding Ahmadiyah costs the freedom of the
nation” The Jakarta Post (September 17)

Makin, Al (2011) “Increased radicalism: the failure of moderate
Islam” The Jakarta Post (May 16)

Makin, Al (2011) “The tale of an ungrateful nation called Indonesia”
The Jakarta Post (February 9)

Makin, Al (2011) “Pluralism versus Islamic orthodoxy: the
Indonesian public debate over the case of Lia Aminuddin,
the founder of Salamullah religious cult”, Journal of the
International Yale Indonesia Forum, Social Justice and Rule

82



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

Makin,

Makin,

of Law: Addressing the growth of a Pluralist Indonesian
Democracy.

Al (2009) “Pope Benedict XVI and Islam: Indonesian
Reactions to the Regensburg Address” Journal of Islam and
Christian-Muslim  Relation/ICMR  [Francis and Taylor,
Routledge, London], vol. 20, no. 4, October: pp. 409-421.

Al (2011) “Inter-religious harmony and multiculturalism
education: A Study of A. Mukti Ali's thoughts," Fourth
International Indonesia Yale Forum, the Yogyakarta
National University, 27-28 June.

MUI, Penjelasan tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah, n.d.

Nasution, Harun (1986). Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia Press.

Syadzali, Munawir (2008) Islam dan tata negara: ajaran sejarah dan

pemikiran. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Sukarno (1965) Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta: Gunung Agung.

Tjokroaminoto, HOS (1963) Islam dan Sosialisme. Djakarta:

Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi
Indonesia, Endang dan Pemuda.

83






PERANAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI):

PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK DI INDONESIA
TAHUN 1975-1990

Ali Mufrodi

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian untuk disertasi
Strata 3 di Universitas Islam Negeri (UIN, d/h IAIN) Syarif
Hidyatullah Jakarta yang selesai diujikan tahun 1994. Disertasi
setebal 254 halaman tanpa lampiran-lampirannya itu diringkas
menjadi 15 halaman. Tentu saja hal tersebut menyebabkan tidak
sempurnanya tulisan ini. Latar belakang ditelitinya topik tersebut
antara lain ialah karena sampai saat itu (tahun 1990) belum ada
yang meneliti MUl secara akademik dari perspektif aktivitasnya
atau perannya dalam masyarakat Indonesia. Padahal manfaat
kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dirasakan bersama
hingga masa tersebut. Kalaupun ada penelitian lain tentang MUI
saat itu, setingkat doktoral, juga masih sedang berjalan, yakni
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penelitian yang dilaksanakan oleh Mohamad Atho Mudzhar dari
segi fatwanya.

Permasalahan yang muncul ialah bagaimana peranan MUI
yang berdiri tahun 1975 itu dalam masa pemerintahan Orde Baru
yang sedang giat-giatnya membangun Indonesia. Pemerintah
Orde Baru masih mencari bentuk, yakni pembangunan yang
bagaimana yang sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia pada saat
itu. Indonesia baru saja terbangun dari keterpurukannya setelah
jatuhnya kekuasaan Orde Lama yang mementingkan hiruk pikuk
ideologi dan politik, sehingga terbengkalailah  urusan
pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah yang
dipimpin oleh Presiden Soeharto ingin mencari mitra
pembangunan sebanyak-banyaknya dari berbagai kelompok
masyarakat Indonesia. Bukan hanya dari kalangan ekonom dan
teknokrat saja yang diajak bicara, namun juga para ahli di bidang
masing-masing dari masyarakat luas yang sekiranya dapat diajak
duduk bersama mendiskusikan bagaimana  seharusnya
pembangunan diberlakukan di Indonesia. Maka, para ulama diajak
bicara untuk ikut serta membangun Indonesia, karena ulama
memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat Indonesia yang
mayoritas menganut agama Islam.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang
dilengkapi dengan penelitian lapangan di kantor MUI pusat
Jakarta untuk mengambil terutama data primer dan juga data
sekunder. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan historis
yang mementingkan proses dan kronologi suatu peristiwa, dan
dianalisis dengan teori peranan. Peranan ialah seperangkat
harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati
kedudukan sosial tertentu. Terdapat dua macam harapan dalam
peranan, yakni harapan-harapan yang berasal dari masyarakat
terhadap pemegang peran, dan harapan-harapan pemegang
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peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang berhubungan
dengannya dalam menjalankan peranannya (Berry, 1983: 99-101,
Susanto, 1985: 75-80). Peranan MUI ialah harapan-harapan
masyarakat terhadap bagian dari tugas utama yang harus
dilaksanakan oleh MUI atau harapan-harapan MUI terhadap
masyarakat di masa Orde Baru dalam tahun 1975-1990. Pemilihan
masa 15 tahun tersebut memang untuk alasan praktis dan
akademis, yakni praktisnya untuk penyelesaian studi dengan cepat
karena dibatasi oleh waktu, dan akademis karena selang waktu 15
tahun tersebut sudah terlihat aktivitas dan peranan MUI dalam
masyarakat Indonesia. MUl sudah berjalan 3 periode dengan 4 kali
Munas (Musyawarah Nasional), yakni pertama tahun 1975, kedua
1980, ketiga 1985 dan keempat 1990.

Dalam tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian,
pertama membahas tentang situasi dan kondisi sosial politik
Indonesia sebelum terbentuknya MUI, kedua tentang berdirinya
Majelis Ulama di daerah-daerah, ketiga berkenaan dengan situasi
dan kondisi Indonesia menjelang berdirinya MUI, dan keempat
peranan MUI dalam masa Orde Baru 1975-1990.

Situasi Sosial Politik Sebelum Berdirinya MUI

Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tumbangnya Orde
Lama yang terjungkal karena pemberontakan Gerakan 30
September (G 30 S/PKI) 1965 yang gagal. Mayor Jenderal
(Mayjend) Soeharto sebagai Panglima Kostrad (Komando
Cadangan Strategis Angkatan Darat) bertindak cepat untuk
mengatasi keadaan. Masyarakat menuntut dibubarkannya PKI
(Partai Komunis Indonesia), dan terjadilah gelombang demonstrasi
besar-besaran dengan semboyan Tritura (Tri tuntutan rakyat: (1)
bubarkan PKI, (2) bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI,
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dan (3) turunkan harga). Tuntutan tersebut tidak dipenuhi semua
oleh Presiden Soekarno, maka demonstrasi semakin marak di
mana-mana. Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan mengadakan
sidang paripurna pada 11 Maret 1966, namun sidang tersebut
dihalang-halangi oleh para demonstran, sehingga Presiden
meninggalkan sidang dan pergi menuju Istana Bogor. Dalam
kesempatan di Bogor tersebut dibuatlah Surat Perintah 11 Maret
dari Presiden kepada Soeharto. Dengan mandat tersebut Soeharto
membubarkan PKI, dan orpol (organisasi politik) tersebut
dinyatakan sebagai partai terlarang pada 12 Maret 1966.
Pembubaran partai yang beraliran komunis itu dikuatkan dengan
Ketetapan MPRS no. XXV/MPRS/1966 (Poesponegoro, 1984: 411-
413; Boland, 148-149; Notosusanto, 1983, 11-13).

Terjadilah perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia.
Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena evolusi sosial, dan
mobilitas sosial/revolusi sosial. Pada awalnya perubahan sosial
yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh revolusi, yakni adanya
pemberontakan yang gagal. Namun, dalam perkembangan lebih
lanjut perubahan itu terjadi karena evolusi sosial, yakni masyarakat
itu sendiri menghendaki pembaruan untuk mengejar kemajuan
sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaruan yang dilakukan oleh
pemerintah pertama kali adalah bidang politik dan stabilitas
keamanan, karena salah satu syarat untuk membangun ialah
adanya stabilitas dan kemantapan politik dan keamanan. Sidang
Istimewa MPRS 7-12 Maret 1967 antara lain memutuskan
mencabut kekuasaan Soekarno sebagai Presiden dan mengangkat
Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Sidang V MPRS 21-30 Maret
1968 antara lain menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI yang
kedua. Presiden yang baru tersebut mengajukan Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai tahun 1969.
Faktor agama diperhatikan sekali dalam Repelita tersebut, yang
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dikatakan sebagai modal dasar, yakni modal rohaniyah dan mental
yang merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya.

Sebagai sarana demokrasi, Indonesia melaksanakan
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971 yang diikuti oleh 10
kontestan. Umat Islam diwakili oleh beberapa partai, yakni NU
(Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Parmusi
(Partai Muslimin Indonesia) dan Perti (Persatuan Tarbiyah
Islamiyah) yang mendapat 94 kursi atau 27,1 %, sedangkan Golkar
mendapat 236 kursi. Indonesia ingin memperbaiki keadaan di
bidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan melalui
pembangunan yang dirancang lima tahunan, atau yang dikenal
sebagai Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Bidang ekonomi
mendapat prioritas pertama, terutama di sektor pertanian. Usaha-
usaha pembaruan tersebut membawa angin segar bagi perbaikan
masyarakat Indonesia. Pendapatan dan belanja negara mengalami
perubahan dari defisit menjadi surplus. Pelita kedua dimulai dari
tahun 1974 hingga 1979, dan dalam masa tersebut berdirilah
Majelis Ulama Indonesia (MUI), tahun 1975.

Berdirinya Majelis-Majelis Ulama Daerah

Sebelum berdirinya MUI, telah berdiri Majelis Ulama
daerah-daerah, dan yang paling awal ialah di Jawa Barat yang
berdiri pada tahun 1958. Jawa Barat merupakan wilayah yang
rawan dari segi keamanan dengan adanya pemberontakan Darul
Islam pimpinan S.M. Kartosuwiryo. Angkatan Bersenjata
mengadakan kerjasama dengan para ulama untuk mengatasi
keamanan di wilayah tersebut. Kerjasama tersebut membuahkan
hasil dibentuknya Majelis Ulama Jawa Barat pada 12 Juli 1958.
Majelis Ulama Jawa Barat dibentuk dari tingkat propinsi hingga ke
tingkat desa. Namun, sebelum tahun itu sudah ada lembaga
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semacam Majelis Ulama yang dibentuk tanggal 18 Maret 1957,
yakni Badan Musyawarah Alim Ulama Islam (BMAU). Di Jawa Barat
terdapat 20 Majelis Ulama kabupaten dan 4 kotamadya, 386 di
tingkat kecamatan dan 3.756 di tingkat desa. Di samping masalah
keamanan, Majelis Ulama Jawa Barat berfungsi sebagai
penghubung antara umat Islam dan pemerintah untuk
menyelesaikan  masalah  umat. Majelis  tersebut juga
mengkoordinasikan sumber-sumber daya yang ada untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridai oleh
Allah, merealisasikan hukum-hukum Islam di bumi Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kepemimpinan Majelis Ulama Jawa Barat dijabat oleh
Panglima Daerah Militer setempat secara ex-officio, demikian pula
di tingkat bawahnya, dijabat oleh Komandan Kodim (Komando
Daerah Militer) di tingkat kabupaten, dan Koramil (Komando
Rayon Militer) di tingkat kecamatan. Namun, pertama kali Majelis
Ulama Jawa Barat dijabat oleh seorang ulama, KH.Muhammad
Suja’i selama satu sampai dua tahun. Keberhasilan Majelis Ulama
Jawa Barat dalam melaksanakan program-programnya, membuat
pusat (Jakarta) mengambil alih, dan dibentuklah Majelis Ulama
pusat tahun 1962, yang diketahui oleh KH. Fatah Jasin. Akan
tetapi, Majelis Ulama pusat itu tidak berjalan, sehingga Majelis
Ulama Jawa Barat terpanggil lagi, dan mengadakan musyawarah
di Tasikmalaya, dan yang terpilih sebagai ketua ialah H.R.
Dharsono, hingga ia diangkat sebagai Duta Besar di Bangkok.
Kemudian ia diganti oleh K.H. Raden Ahmad Satori, dan ketika
menjadi MUl Jawa Barat tahun 1975 dipimpin oleh KH. E.Z.
Muttagien. Majelis Ulama Jawa Barat yang bekerjasama dengan
militer dapat mengekang berkuasanya kembali kaum komunis,
mengatur pengumpulan zakat, memberi izin pengajian, dan
memberi dakwah kepada umat Islam. Majelis juga mengadakan
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seminar tentang dakwah dan konferensi tentang pendidikan Islam
untuk meningkatkan pendidikan Islam di Jawa Barat.

Di wilayah lain, yakni Aceh, diadakan Musyawarah Alim
Ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada 17-18 Desember 1965
dengan keputusan antara lain membentuk Majelis Musyawarah
Ulama Aceh yang dipimpin oleh Tengku (Tgk) H. Abdullah Ujung
Rimba. Juga diputuskan dilarangnya PKI di wilayah Aceh, karena
komunisme adalah kufur dan haram hukumnya untuk dianut oleh
umat Islam. Sedangkan tujuan didirikannya Majelis tersebut ialah
untuk mempersatukan potensi ulama dan umat Islam. Majelis itu
berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten/kotamadya, dan
kecamatan—untuk kedua terakhir tidak berfungsi sebagai
lembaga fatwa. Majelis Musyawarah Ulama Aceh ini sudah
menyatu dengan pemerintah Aceh. Pimpinan Majelis dan
anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Tengku H.
Abdullah Ujung Rimba masih tetap menjabat sebagai ketua
Majelis hingga terbentuknya MUI tahun 1975, walaupun anggota
kepengurusannya berubah-ubah. Tengku H. Mohammad Daud
Beureueh diangkat sebagai Ketua Kehormatan Majelis tersebut
pada tahun 1967.

Di Sumatra Barat juga berdiri Majelis Ulama tahun 1966
(Noer, 1983: 67). Data lain menyebutkan bahwa Majelis Ulama
Sumatra Barat didirikan pada September 1967 dalam Musyawarah
Besar Alim Ulama se-Sumatra Barat di Mesjid Jami’ Birugo
Bukittinggi (Kuesioner, 1991: 1). Menurut pendapat penulis, data
yang kedua (kuesioner) itulah yang mendekati kebenaran, karena
didapat dari sumber tangan pertama melalui kuesioner yang diisi
oleh Pengurus MUI Tingkat | Sumatra Barat yang saat itu (tahun
1991) ia sedang menjabat sebagai sekretaris umum, dan ketika
kepengurusan pertama ia tercatat sebagai sekretaris Il. la adalah
HM.S. Dt. (Haji Muhammad Sutan Datuk) Tan Kabasaran.
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Sedangkan yang menjadi ketua umum Majelis tersebut ialah
H.M.D. Datuk Palimo Kayo atau Mansur Daud Datuk Palimo Kayo
sejak berdirinya Majelis Ulama itu hingga berintegrasi dengan MUI
tahun 1975. Motivasi pendirian Majelis ini ialah untuk mewujudkan
kesatuan gerak, dalam menghadapi tantangan yang datang dari
luar Islam ke Sumatra Barat, terutama kedatangan Missi Kristen
Baptis ke Bukittinggi. Adapun tujuan berdirinya Majelis tersebut
ialah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di Sumatra
Barat.

Situasi dan Kondisi Menjelang Berdirinya MUI

Sebelum terbentuknya MUl tahun 1975, telah berdiri
Majelis Ulama Daerah Tingkat | dan sebagian Daerah Tingkat II.
Sejak awal tahun 1970-an telah ada niat bagi umat Islam untuk
mendirikan Majelis Ulama tingkat pusat. Hal itu ditandai dengan
adanya Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia, 30 September - 4
Oktober 1970 di Jakarta, yang diadakan oleh PDII (Pusat Dakwah
Islam Indonesia). Di antara hasil musyawarah tersebut adalah
usulan perlunya dibentuk Majelis Ulama yang di dalamnya
mencakup Lembaga Fatwa. Situasi dan kondisi Indonesia belum
memungkinkan terbentuknya MU di tingkat pusat, karena
kesibukan negara yang masih berkonsentrasi menghadapi Pemilu
1971, dan Sidang Umum MPR 1973. Hal-hal yang sekiranya dapat
mengganggu kedua acara besar tersebut dicegah, agar kondisi
dalam masyarakat menjadi tenang. PDIl baru mengadakan acara
lagi di Jakarta 26-29 Nopember 1974, diberi nama Lokakarya
Muballigh se-Indonesia. Di antara hasil musyawarah itu ialah
sebuah konsensus untuk membentuk Majelis Ulama untuk
memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam
dalam pembangunan. Presiden juga mengharapkan terbentuknya
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Majelis Ulama tingkat pusat pada penutupan acara tersebut.
Presiden mengulangi lagi harapannya itu ketika menerima
Pengurus Dewan Masjid Indonesia pada tanggal 24 Mei 1975.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan dibentuknya
Majelis Ulama di masing-masing daerah yang belum berdiri Majelis
Ulama. Pada bulan Mei 1975 telah berdiri Majelis Ulama daerah
tingkat | dan sebagian tingkat Il. Sebagai contoh, Majelis Ulama
Jawa Timur berdiri pada 7 Januari 1975, Jawa Tengah berdiri pada
13 Pebruari 1975, Daerah Istimewa Yogyakarta pada April 1975,
Kotamadya Jambi pada 10 Mei 1975, Kabupaten Tanjung Jabong
pada 26 Mei 1975, dan lain-lain.

Menjelang lahirnya MUI dibentuklah Panitia Persiapan
Musyawarah Nasional | Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan
ketua Drs. H. Kafrawi, MA. Saat itu yang menjadi Menteri Agama
adalah Prof. Dr. H.A. Mukti Ali. Kemudian dibentuklah Panitia
Musyawarah Nasional | Majelis Ulama seluruh Indonesia yang
diketuai oleh Letnan Jenderal (Purnawirawan) H. Soedirman,
dengan penasehat Prof. Dr. Hamka, K.H.Abdullah Syafi'i, dan K.H.
Syukri Ghozali. Musyawarah Majelis Ulama seluruh Indonesia itu
akhirnya dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975 di Convention Hall
Senayan Jakarta yang bertema “Dengan Memperkokoh Ketahanan
Nasional dan Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama, Majelis
Ulama Menyukseskan Pembangunan”. Musyawarah diikuti oleh 4
orang utusan dari tiap Daerah Tingkat I, seorang unsur organisasi-
organisasi Islam tingkat pusat, seorang dari tiap Dinas Rawatan
Rohani Islam (Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) serta
undangan perorangan ulama daerah dan pusat.

Musyawarah dibuka oleh Presiden di Istana Negara, dan
dilanjutkan sidang-sidangnya baik paripurna maupun komisi-
komisi. Dalam sidang paripurna VI, Sabtu 26 Juli 1975 Majelis
Ulama Indonesia berdiri, yang ditandatangani oleh 53 ulama
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terkemuka dari seluruh Indonesia. Buya Hamka terpilih sebagai
Ketua Umum MUI untuk periode 1975-1980. Musyawarah ditutup
oleh Menteri Agama, Mukti Ali, di Sasono Langen Budoyo Taman
Mini Indonesia Indah Jakarta dan diresmikan berdirinya MUI.
Majelis yang baru berdiri itu dapat dilihat sebagai wadah
kepemimpinan umat secara kolektif. Namun, kepemimpinan itu
tidak secara langsung, karena MUI tidak berhubungan langsung
dengan umat. Sedangkan yang berhubungan langsung dengan
umat adalah para ulama yang memimpin organisasi-organisasi
Islam yang mempunyai hubungan struktural antara pemimpin dan
pengikutnya. Sedangkan MUI dengan organisasi-organisasi Islam
itu sendiri juga tidak memiliki hubungan struktural, dan para
ulama yang duduk dalam kepengurusan MUl bukan atas nama
organisasinya, tetapi atas nama pribadi.

Peranan MUI dalam Masa Orde Baru

Peranan MUI dilihat dalam tiga periode kepemimpinan,
yakni periode pertama tahun 1975-1980, kedua 1980-1985, dan
ketiga 1985-1990. Prof. Dr. Hamka terpilih sebagai Ketua Umum
MUI dalam Munas | tersebut, karena beberapa pertimbangan,
antara lain untuk membendung faham komunis yang harus
dihadapi dengan ideologi juga, untuk menghilangkan kecurigaan
pemerintah terhadap umat Islam, dan untuk membangun moral
bangsa, di samping itu pemerintah masih mempercayai Buya
Hamka. Walau Buya Hamka menerima kedudukan sebagai Ketua
Umum MUI, namun sempat juga berkomentar, bahwa MUI itu
bagaikan kue bika, dibakar di antara dua bara api yang panas, di
atas pemerintah dan di bawah umat. Berat ke atas niscaya putus
dari bawah, kalau putus ke bawah, niscaya berhenti jadi ulama
yang didukung oleh umat. Akan tetapi kalau berat ke umat,

94



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

hilanglah hubungan dengan pemerintah, maksud pun tidak
tercapai, dan pemerintah akan mengeluarkan capnya kepada
ulama: “tidak berpartisipasi dalam pembangunan” (Rusydi, 1983:
205-206).

Dalam gerak dan perannya MUI berpedoman pada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dalam istilah
di MUI disebut Pedoman Pokok dan Pedoman Rumah Tangga. MUI
membentuk struktur organisasi, susunan pengurus, dan program
kerja. Ketika berdiri, MUl baru memiliki Pedoman Pokok (PP),
belum mempunyai Pedoman Rumah Tangga (PRT). PRT baru
dibuat dalam Rapat Kerja (Raker) pertama pada tahun 1976.
Kepengurusan MUI terdiri dari Pelindung, Dewan Pertimbangan,
dan Dewan Pimpinan. Pelindungnya dijabat oleh Presiden, Ketua
Dewan Pertimbangan dijabat oleh Menteri Agama secara ex-
officio, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan adalah Buya Hamka
serta Sekretaris Umum ialah Drs. H. Kafrawi, MA. MUI memiliki lima
komisi dalam periode pertama, yakni (1) Komisi Fatwa, (2) Komisi
Ukhuwah Islamiyah, (3) Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama,
(4) Komisi Kerjasama Ulama Umara, dan (5) Komisi Umum.
Sedangkan program kerja lima tahun pertama ini disusun atas 3
program, yakni dasar program, pokok-pokok program, dan saran-
saran umum yang berkaitan dengan agama dan ketahanan
nasional dan pembangunan.

MUI yang pada mulanya berkantor di salah satu ruangan
Masjid al-Azhar Jakarta, dibangunkan kantor di kompleks mesjid
tersebut atas bantuan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Dalam Munas yang
kedua tahun 1980, Buya Hamka terpilih lagi menjadi Ketua Umum
MUI. Namun, Hamka mengundurkan diri pada 18 Mei 1981, karena
fatwa yang dikeluarkannya tentang haramnya umat Islam
mengikuti perayaan Natal. Walaupun Hamka mencabut
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beredarnya fatwa tersebut, tetapi sahnya fatwa itu tidak batal
dilihat dari segi hukumnya. Pimpinan MUI dipegang oleh K.H.
Hasan Basri, yang kemudian terpilihlah K.H. Syukri Ghozali sebagai
Ketua Umum dalam Rapat Paripurna Lengkap 20 Agustus 1981.
Kyai Syukri menjabat Ketua Umum MUI hingga wafat pada 20
September 1984. Sepeninggal Kyai Syukri, jabatan Ketua Umum
MUI tetap dikosongkan hingga Munas Ill tahun 1985, sedangkan
pimpinan MUI dipegang oleh tiga orang, yaitu K.H. E.Z. Muttaqgien,
K.H. Hasan Basri, dan H.M. Soedjono. K.H. E.Z.Muttagien wafat pula
pada 27 April 1985. Munas lll MUI dilaksanakan di Jakarta pada 20-
23 Juli 1985, dan terpilih sebagai Ketua Umum ialah K.H. Hasan
Basri. Munas kali ini bertemakan: “Dengan Pendalaman Beragama
dan Peningkatan Peran Serta Umat, Kita Songsong Lepas Landas
Pembangunan”. Munas IV di Jakarta tahun 1990 juga memilih K.H.
Hasan Basri sebagai Ketua Umum MUI untuk periode berikutnya.

Dilihat dari teori peranan sebagaimana keterangan
terdahulu yang meliputi dua macam peranan, maka peranan
pertama ialah harapan-harapan masyarakat terhadap MUI. Hal
tersebut dapat dilihat sebagai berikut: (1) MUI diharapkan
berperan sebagai pemersatu umat dalam kerangka ukhuwah
Islamiyah; (2) MUl diharapkan mewakili umat Islam dalam
berhubungan dengan umat yang lain; dan (3) MUI diharapkan
berperan sebagai penghubung dan penerjemah timbal balik
antara umat Islam dan pemerintah. Peranan kedua ialah harapan-
harapan MUI sebagai pemegang peran terhadap pemerintah dan
umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan MUI dalam
memberi fatwa dan nasehat kepada pemerintah maupun umat
tentang masalah agama dan kemasyarakatan.

Untuk memudahkan pembahasan, peranan yang luas itu
dapat dibagi menjadi sektor-sektor peranan, dan dibagi lagi
menjadi subsektor-subsektor peranan. Sektor peranan yang
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pertama ialah pemberi fatwa dan penasehat, kedua pemersatu
umat dalam kerangka ukhuwah Islamiyah, ketiga ialah wakil umat
dalam menghadapi umat lain, dan keempat berperan sebagai
penghubung antara pemerintah dan umat. Sektor pertama itu
mencakup subsektor fatwa, penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan kebudayaan, kaderisasi ulama, dakwah, organisasi
dan bidang khusus. Sektor kedua meliputi subsektor ukhuwah
Islamiyah, peranan wanita, pembinaan generasi muda. Sektor
ketiga terdiri dari subsektor kerukunan antarumat beragama,
hubungan luar negeri. Sektor keempat mencakup subsektor
kerjasama ulama umara, pembangunan, dakwah dan
pembangunan.

Komisi Fatwa memiliki peranan yang penting dalam
memberikan fatwa kepada umat dan pemerintah. Fatwa Natal
bersama yang dikeluarkan 7 Maret 1981 misalnya, menjadi sumber
konflik antara MUl dan pemerintah dan umat beragama lain,
sehingga menyebabkan mundurnya Buya Hamka dari Ketua
Umum MUI. Kasus ini masuk ke masalah sosial kemasyarakatan,
yang juga bisa masuk ke ranah politik, dan dari segi materinya
dapat dimasukkan ke bidang akidah. Teori konflik mengatakan
bahwa konflik itu dapat untuk menetapkan dan menjaga garis
batas antara dua atau lebih kelompok dan memperkuat kembali
identitas kelompok serta melindunginya agar tidak lebur ke dalam
dunia sosial sekelilingnya (Poloma, 1984: 108). Maka, MUI berperan
untuk mempertegas dirinya sebagai kelompok Muslim yang ingin
memperkuat identitasnya dan melindungi umatnya agar tidak
terjerembab ke dalam kemusyrikan dengan melebur sesaat dalam
kelompok lain.

Fatwa MUI tentang Keluarga Berencana (KB) merupakan
fatwa yang menunjang keberhasilan pemerintah dalam
menanggulangi fertilitas/kelahiran yang cukup tinggi. Fatwa ini

97



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

sebenarnya muncul sebelum terbentuknya MUI, karena dihasilkan
dari Musyawarah Ulama terbatas tahun 1972. Dengan adanya
fatwa yang membolehkan KB melalui obat-obatan/alat-alat, dan
cara-cara yang tidak membahayakan suami-istri. Program
pemerintah itu mendapat sambutan dan dukungan dari
masyarakat Islam. Namun, saat itu pemakaian UID/Intra Uterine
Device (spiral) dan sejenisnya masih belum diperbolehkan. Fatwa
tentang KB itu disempurnakan lagi pada tahun 1979 pada masa
MUI, antara lain hasilnya ialah vasektomi dan tubektomi haram
hukumnya karena pemandulan dilarang oleh Islam. Fatwa
dibolehkannya penggunaan IUD mendorong lajunya penggunaan
alat KB tersebut. Pada tahun 1981pengguna IUD ada 2 juta orang,
1982 terdapat 2,4 juta orang, 1983 ada 2,9 juta orang, dan
meningkat tajam tahun 1984, yakni 3,9 juta orang (Mudzhar, 1990:
237).

Fatwa MUI tentang Syi'ah menyebabkan adanya “konflik
peranan” yang menghadapkan lembaga itu sekaligus pada
kewajiban-kewajiban lebih dari dua peranannya. Di satu pihak,
MUI dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat menyambut
hangat kemenangan kelompok Syi'ah di Iran atas dominasi Barat,
dan di sisi lain, Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim
dianggap rawan terhadap imbas revolusi Iran. Di sini MUI
sebenarnya memainkan “jarak peranan”. Jarak peranan adalah alat
untuk menunjukkan spontanitas, kreativitas dan imajinasi, serta
menunjukkan bahwa pemegang peran berbuat lebih dari sekadar
apa yang diperankan. Sedangkan fatwa tentang lemak babi tahun
1988 dapat dipahami bahwa MUI berperan sebagai “katup
penyelamat”  (savety-valve) yang dapat dipakai untuk
mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.
Katup penyelamat atau pengaman itu membiarkan luapan
permusuhan tersalur tanpa hancurnya seluruh struktur, konflik
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membantu “membersihkan suasana” dalam kelompok yang
sedang kacau. Katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar
untuk meredam permusuhan dalam masyarakat. Peranan ulama
seperti dalam MUI itu akan menjadi “I" manakala mereka mencari
kebenaran secara mendalam lewat penelitian ilmu pengetahuan,
dan dapat berperan sebagai “me” bila ada rangsangan dari
masyarakat atau pemerintah yang mengharuskan ia bertindak.
Kaderisasi ulama merupakan peranan MUI sebagai “I”, sedangkan
pembahasan MUI terhadap RUUPN (Rancangan Undang-Undang
Pendidikan Nasional) dapat dikatakan ia berperan sebagai “me”.

Bila MUI dilihat sebagai tim yang memainkan peranan,
sebenarnya penampilan yang dimainkan merupakan hasil kerja
sebuah tim yang akan dilihat oleh “penonton”, yakni masyarakat.
Kadangkala penampilan peranan itu merosot, bila ada anggota tim
yang membuyarkan kebijaksanaan tim, seperti kasus Porkas yang
diizinkan oleh Menteri Sosial tahun 1985. MUl memberi saran
kepada pemerintah agar meninjau kembali masalah Porkas
mengingat mudaratnya. Pernyataan MUI tentang Porkas itu dinilai
oleh masyarakat luas kurang tegas, padahal umat menginginkan
ketegasan MUI. Sikap yang diambil MUI itu dapat didekati dari dua
sisi, yakni pertama keengganan MUl bersitegang dengan
pemerintah, kedua Prof. Ibrahim Hosen, yang ketika itu menjabat
sebagai ketua Komisi Fatwa berpendapat bahwa Porkas bukan
judi, dan halal hukumnya. Walaupun hal tersebut pendapat
pribadi, namun ia duduk sebagai ketua Komisi Fatwa sehingga
pendapatnya itu dianggap sebagai suara MUl menurut pandangan
umat. Prakarsa tegas tentang masalah Porkas datang dari BKSPP
(Badan Kerja Sama Pondok Pesantren) Jawa Barat yang
mengatakan bahwa Porkas haram hukumnya. Porkas yang sudah
berjalan dua tahun itu berganti nama tahun 1987 menjadi SOB
(Sumbangan Olahraga Berhadiah) atau KSOB (Kupon Sumbangan

99



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

Olahraga Berhadiah). Undian yang direstui oleh Menteri Sosial itu
berganti nama lagi menjadi SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial
Berhadiah) pada 1 Januari 1989. Apa yang diperankan oleh MUI
tentang undian yang berganti-ganti nama ini tidak mempunyai
kekuatan penekan terhadap kebijakan pemerintah dalam mencari
dana. Akhirnya SDSB dibubarkan sendiri oleh pemerintah pada 25
Nopember 1993, karena maraknya demonstrasi yang dilakukan di
beberapa kota agar SDSB dihentikan.

MUI memainkan peranan sebagai pemersatu umat dalam
kerangka ukhuwah Islamiyah. Umat Islam mendambakan kesatuan
dan persatuan yang terlihat berjalan pasang surut. Umat Islam
pernah mencoba untuk bersatu dalam Kongres Al-Islam dan MIAI
(Majelis Islam A’la Indonesia) dalam masa Kebangkitan Nasional,
dan mencoba lagi dalam wadah Partai Masyumi setelah
kemerdekaan, namun usaha tersebut tidak berjalan lama. Sekali
lagi umat Islam mencoba untuk bersatu dalam Kongres Umat
Islam pada masa Orde Baru, namun juga gagal. Padahal landasan
untuk bersatu kuat sekali, sebagaimana dalam Surat al-Hujurat
ayat 10, “Sesungguhnya kaum beriman itu semuanya bersaudara,
maka damaikanlah antara dua saudaramu itu. Dan bertakwalah
kepada Allah, semoga kamu semua dirahmati-Nya”. Dalam
pelaksanaannya, MUl mempunyi program bertahap untuk
menyatukan umat ini. MUl mengadakan silaturahmi dengan
pimpinan organisasi Islam tingkat nasional, mengadakan
pertemuan dengan para pimpinan organisasi pemuda, pelajar,
mahasiswa, dan organisasi wanita tingkat pusat. MUl mengadakan
forum ukhuwah Islamiyah, dan membentuk forum komunikasi dan
informasi pada 23 Mei 1984. Dalam kegiatan-kegiatan yang
demikian itu, MUI berperan sebagai “I", yakni mengambil inisiatif
untuk merekatkan dan mempersatukan umat. Melalui usaha
ukhuwah Islamiyah itu, MUI berperan sebagai “moderator” untuk

100



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

menjembatani perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh
masalah khilafiyah dalam agama dan pertentangan politik antara
umat Islam sendiri.

Majelis Ulama ini juga memiliki Komisi Peranan Wanita,
dan Pembinaan Generasi Muda. Namun, kedua komisi ini dinilai
tidak fungsional sehingga ditiadakan. Masalah-masalah wanita
rupanya dapat dimasukkan ke dalam bidang ukhuwah Islamiyah,
pendidikan, dakwah dan pembangunan. Komisi Pembinaan
Generasi Muda cukup ditangani oleh seksi pemuda/remaja saja,
tidak harus dengan komisi yang memang cakupannya lebih luas.
Pembinaan generasi muda itu dikaitkan dengan program
ukhuwah atau dakwah pada umumnya.

Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI memiliki
tempat yang strategis. Kehidupan antarumat beragama termasuk
masalah yang rawan pada tahun-tahun 1970-an hingga 1980-an.
Indonesia berpenduduk multietnis, multibudaya, beragam bahasa,
adat istiadat dan agama. Ditambah lagi dengan adanya berbagai
aliran yang terdapat dalam umat beragama masing-masing. Oleh
karena itu, pemerintah membuat rumusan trilogi kerukunan, yaitu
(1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antarumat
beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dan
pemerintah. Dengan demikian umat beragama di negara ini
diharapkan rukun untuk mencapai stabilitas nasional yang
merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pembangunan.
MUI mewakili umat Islam dalam berhubungan dengan umat yang
lain. Hubungan antarumat beragama itu menghangat dengan
meningkatnya misi umat Kristen untuk menyebarkan agamanya
melalui berbagai cara pada tahun 1970-an. Pemerintah
(Departemen Agama) mensponsori terbentuknya badan konsultasi
umat beragama, yang disambut baik oleh MUI. Badan tersebut
terbentuk pada 18 Oktober 1979, MUI sebagai wakil umat Islam,
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sedangkan MAWI (Majelis Wali Gereja Indonesia) mewakili
Katholik, DGI (Dewan Gereja Indonesia) mewakili Kristen, PHDP
(Parisada Hindu Dharma Pusat) wakil dari Hindu Daharma, dan
WALUBI (Perwalian Umat Budha Indonesia) dari umat Budha. MUI
berperan sebagai “I” bila aktif menyuarakan hati nurani umat
Islam, dan akan berperan menjadi “me” ketika MUl berada dalam
wadah musyawarah umat beragama dan bertindak pasif. Bila
ditinjau dari segi pengusul ide wadah tersebut adalah pemerintah,
maka MUI dan semua umat beragama tadi berperan sebagai “me”
dilihat dari segi analisis peranan. Bersama-sama dengan para
pemuka agama itu MUl mengusulkan kepada pemerintah untuk
memperingati hari-hari besar agama, dan menyerukan kepada
rakyat untuk mengikuti Pemilu yang dilaksanakan secara bebas,
langsung dan rahasia. MUI juga mewakili umat Islam pada tataran
dunia, sepeti keikutsertaan Buya Hamka dalam Festival
Kebudayaan Islam di London, Inggris, dan K.H. Hasan Basri ke
Roma, Italia, pada tahun 1987 untuk menghadiri Forum Inter Aksi
(Inter Action Council) Agamawan dan Negarawan Internasional
keenam. Forum tersebut dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang berpusat di New York (Mufrodi, 1994: 211-218).
Peranan MUI berarti sudah merambah ke dunia internasional,
bukan hanya di tingkat nasional saja. Dalam Raker tahunan 1987
MUI merumuskan konsep perdamaian internasional (Mardjoned,
1990: 224)

Majelis Ulama ini berperan sebagai penghubung antara
ulama yang mewakili umat Islam dan umara (pemerintah). MUI
menjadi perantara yang yang menjembatani kepentingan umat
Islam dan pemerintah dalam urusan keagamaan dan
kemasyarakatan. Dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa
kekuatan negara berhadapan masyarakat. Usaha pemerintah
dalam merestrukturisasi masyarakat ialah dengan membentuk
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korporatisasi organisasi-organisasi sosial yang terjadi dalam
banyak sektor kehidupan, termasuk pembentukan MUI, PWI
(Persatuan Wartawan Indonesia), KADIN (Kamar Dagang dan
Industri) dan lain-lain. Menurut konsep tersebut MUl menjadi
kelompok kepentingan yang mewakili umat Islam yang dibuat
oleh pemerintah guna meredam pertentangan antarkelompok
dan terbentuknya kerjasama antara masyarakat dengan
pemerintah. Peranan MUI sebagai penghubung ini sangat penting,
mengingat banyaknya kepentingan antara kedua belah pihak. Di
satu pihak kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk
Indonesia dengan kompleksitas masalahnya, di pihak lain
pemerintah ingin memajukan rakyatnya di berbagai sektor
kehidupan. Hal tersebut menyebabkan adanya benturan-benturan
kepentingan yang harus diselesaikan oleh MUI dan pemerintah
dengan cara yang bijaksana. Peranan MUI sebagai penghubung itu
dilaksanakan dengan baik ketika menyelesaikan masalah Rumah
Sakit Baptis di Sumatra Barat yang diresmikan oleh pihak Nasrani 1
Desember 1975. MUl mengusulkan agar Rumah Sakit tersebut
dibeli oleh pihak pemerintah karena keberadaan Rumah Sakit
tersebut meresahkan masyarakat Minangkabau yang mayoritas
beragama Islam. Usul tersebut disetujui oleh pemerintah, dan
Kabinet Pembangunan llI dalam sidangnya 17 Oktober 1978
menetapkan akan membeli Rumah Sakit tersebut.

Kekurangan-kekurangan pelayanan haji yang selama ini
dirasakan oleh umat Islam disalurkan lewat MUl kepada
pemerintah. Usulan MUI tentang perbaikan pelayanan haji
tersebut diterima baik oleh pemerintah. Pemerintah menerima
usulan-usalan dari umat Islam melalui MUl selagi usulan itu
membawa perbaikan, dan bila dibiarkan masalah itu akan
menimbulkan kesulitan yang berakibat terganggunya stabilitas
nasional. MUl menyatu dengan peranannya dalam hal
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memperjuangkan perbaikan umat tersebut. Masalah-masalah
yang disampaikan oleh pemerintah lewat MUI kebanyakan
menyangkut masalah pembangunan. Diharapkan MUI menjadi
katalisator, penerjemah kemauan pemerintah dalam hal
pembangunan dengan bahasa agama yang disampaikan kepada
umat. Banyak proyek pembangunan yang diterjemahkan oleh MUI
melalui bahasa agama yang menunjukkan keberhasilannya, baik
yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat kemasyarakatan.
Dalam masalah keagamaan misalnya, MUl berpartisipasi aktif di
LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an), pembinaan
rohani di departemen-departemen dan lembaga-lembaga
pemerintah non-departemen, pembinaan agama di daerah
transmigrasi, dan lain-lain. Departemen Agama, MUl dan Menteri
Negara PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkingan Hidup)
menandatangani kerjasama di bidang lingkungan hidup 14
Agustus 1979. Kerjasama itu bertujuan untuk menyebarluaskan
pengetahuan dan pengertian pemeliharaan dan pelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang
pembanguan nasional menurut petunjuk agama.

Majelis Ulama Indonesia membuat usulan perbaikan
pendidikan nasional melalui Komite Pembaruan Pendidikan
Nasional (KPPN). MUl bekerjasama dengan BKKBN (Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan Departemen Agama
mengadakan Musyawarah Alim Ulama tentang kependudukan
pada tahun 1983. Juga MUl bekerjasama dengan Departemen
Agama untuk menyusun manasik haji, dengan Departemen yang
sama serta UNICEF (United Nations International Children’s
Emergency Fund) menyusun tuntunan imunisasi dan gizi, dan
mengadakan muzakarah ulama terbatas tentang cara menjaga
kehidupan anak menurut ajaran Islam. MUl bekerjasama dengan
Departemen Kesehatan untuk menyusun tuntunan Islam dalam
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pemeliharaan kesehatan, dengan Mahkamah Agung bekerjasama
menyusun kompilasi hukum Islam, dan dengan Departemen
Koperasi dan Departemen Agama membina dan mengembangkan
koperasi di lingkungan lembaga dakwah dan lembaga pendidikan
agama. Dengan BKKBN MUI membina keluarga sejahtera, dan
dengan Departemen Transmigrasi dan Departemen Agama
menyelenggarakan acara Lokakarya Dakwah Bil-Hal di Daerah
Transmigrasi.

Peranan MUI yang sedemikian itu memperlihatkan adanya
kepentingan yang sama antara MUl dan pemerintah. Peran yang
dimainkan oleh MUI dalam bekerjasama dengan pemerintah itu
bila dilihat dari analisis peranan, menempatkan MUI sebagai
“meminjam” sikap orang lain, dalam hal ini pemerintah. Peran
“pinjaman” itu penting untuk mengembangkan kerjasama.
Dengan mengambil peran orang lain (pemerintah) tersebut, MUI
berusaha memahami pendapat mereka, tetapi MUI tidak
mengambil alih peran pemerintah tersebut sebagai miliknya.
Manakala MUl mengambil alih sikap pemerintah bagi dirinya,
maka MUl menempatkan dirinya pada posisi peran yang
dimainkan oleh pemerintah dan mengambil pandangan
pemerintah itu dalam meninjau suatu masalah.

Posisi MUI yang sedemikian itu bukan berarti MUI tidak
mempunyai pandangan sendiri dalam memahami berbagai
persoalan. Justru adanya dua pandangan yang dapat dipadukan
itulah terjadi kerjasama antara MUl dengan pemerintah.
Umpamanya, masalah Keluarga Berencana (KB), MUl memiliki
seperangkat dalil al-Qur'an maupun hadis sebagai justifikasi
kebolehan ber-KB. Dalam hal koperasi misalnya, MUl hanya
berpijak pada landasan dalil yang umum yang ada dalam al-
Quran. Dengan demikian, MUI mengambil pandangan
pemerintah secara penuh dalam hal koperasi itu, hanya saja ruang
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geraknya dibatasi hanya pada lingkungan masyarakat Islam saja.
Kerjasama ulama dan umara di bidang koperasi itu bermula dari
SKB (Surat Keputusan Bersama) antara MUI, Departemen Agama
dan Departemen Koperasi tentang pelaksanaan dan
pengembangan koperasi di lingkungan lembaga dakwah dan
pendidikan agama yang ditandatangani pada September 1985.

Majelis Ulama Indonesia juga berperan sebagai
penghubung yang menjembatani kepentingan umat Islam dan
pemerintah dalam masalah jilbab yang penyelesaiannya memakan
waktu yang berkepanjangan. Kesadaran umat Islam untuk
mengamalkan sebagian ajarannya berkembang sesuai dengan
perubahan zaman yang cepat itu. Meningkatnya kesadaran
beragama itu antara lain dikarenakan meningkatnya posisi sosial
ekonomi umat Islam dan bangsa Indonesia selama Orde Baru ini.
Salah satu indikator meningkatnya sosial ekonomi umat ialah
meningkatnya jumlah jama’ah haji yang meningkat setiap tahun.
Para siswi sekolah negeri dipersoalkan ketika mereka memakai
jilbab, karena dianggap menyalahi peraturan memakai pakaian
seragam sekolah. Para mahasiswi perguruan tinggi juga
dipermasalahkan ketika foto mahasiswi itu tidak memperlihatkan
rambut dan telinganya dalam kartu mahasiswa, karena mereka
memakai jilbab. Masalah jilbab yang berlarut-larut itu diselesaikan
oleh MUI, yang akhirnya seragam sekolah itu disempurnakan
dengan memakan waktu hampir sepuluh tahun, dari keluarnya SK
Dirjend Dikdasmen (Direktur Jenderal Pendidikam Dasar dan
Menengah) 1982 hingga SK Dirjend yang sama tahun 1991. MUI
juga berperan dalam menyelesaikan masalah RUUPA (Rancangan
Undang-Undang Peradilan Agama). MUl mengadakan Forum
Orientasi RUUPA di Jakarta 8 Juli 1989. Hasil dari acara tersebut
ialah tidak ada sangkut paut antara RUUPA dengan Piagam
Jakarta, tidak bertentangan antara RUUPA dengan UUD 1945 dan
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Pancasila, RUUPA sah secara konstitusional berdasarkan UU no. 14
tahun 1970, materi RUUPA merupakan hukum-hukum sosial yang
sudah lama berlaku, khususnya di kalangan umat Islam, dan
kenyataan bahwa hingga saat itu sudah ada 303 Pengadilan
Agama dan 18 Pengadilan Tinggi Agama (Mufrodi, 1994: 227-233).

Melalui Komisi Pembangunan MUI memiliki konsep untuk
ditawarkan kepada pemerintah. Antara lain konsep itu ialah
adanya proyek perintis Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP),
yang berbeda-beda tipenya menurut situasi daerah masing-
masing. Umpamanya UDKP daerah pantai akan berbeda dengan
UDKP daerah urban, suburban, dan lain sebagainya. Namun Komisi
ini tidak dilanjutkan, dan diganti dengan Komisi Dakwah dan
Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
umat. MUl  bekerjasama dengan  pemerintah  untuk
mengembangkan dakwah bil-hal yang mementingkan masalah
fisik material/kesejahteraan ekonomi. Untuk melaksanakan
dakwah bil-hal itu MUl membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di
berbagai bidang, dan dari situ terbentuklah Pusat Pelayanan
Dakwah Bil-Hal yang bertempat di Mesjid Istiglal (MUI, 1987: 6-9).
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OPTIMALISASI PERAN MUI SEBAGAI MUFTI
“RESMI” INDONESIA DI TENGAH BENTURAN
LIBERALISME DAN FUNDAMENTALISME

H. M. Hamdan Rasyid

Pendahuluan

Kita hidup di zaman modern' yang ditandai oleh kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, manusia mendapatkan berbagai
kemudahan dan kesenangan hidup, karena hampir semua
kebutuhan hidup mereka terutama yang bersifat lahiriah dapat
dipenuhi dengan bantuan mesin dan robot. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan
komunikasi telah mengantarkan manusia memasuki era
globalisasi, suatu era dimana manusia mampu melakukan
hubungan antarbangsa sejagat dalam berbagai segi kehidupan
secara lebih luas, lebih mudah dan lebih cepat.

Berkat kemajuan teknologi transportasi, kontak langsung
antarbangsa semakin sering terjadi sehingga memungkinkan

109



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

terjadinya pertukaran pikiran, gagasan serta saling mempengaruhi
yang pada gilirannya dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku
masing-masing. Demikian juga, berkat kemajuan teknologi
komunikasi, dunia terasa kecil dan menjadi transparan. Semua
kejadian di suatu negara, dalam waktu yang sama dapat diketahui
oleh manusia sejagat. Hampir tidak ada rahasia suatu negara atau
masyarakat yang tidak diketahui oleh negara atau masyarakat lain.
Untuk menghadiri seminar internasional, orang tidak harus pergi
meninggalkan negaranya masing-masing. Untuk belanja berbagai
keperluan sehari-hari, orang tidak perlu keluar rumah dan
membayar uang kontan. Begitu canggihnya sistem perdagangan
dan pembayaran, orang dapat bepergian kemana saja dan
membeli apa saja tanpa membawa uang tunai, tetapi cukup
dengan membawa bank card. Perkembangan teknologi yang
sangat pesat sejak dasawarsa 70-an telah menimbulkan revolusi
informasi yang melanda semua bangsa, baik di negara-negara
maju maupun negara-negara berkembang tanpa menghiraukan
apakah masyarakatnya sudah siap menerima perubahan yang
sedemikian cepat atau tidak.

Dewasa ini arus globalisasi semakin terasa. Perkembangan
dunia internasional baik dalam bidang ekonomi, politik maupun
sosial budaya secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Arus globalisasi, baik
positif maupun negatif telah menembus batas-batas negara,
bahkan menembus dinding-dinding rumah tangga kita. Jika kita
tidak siap menghadapinya, dapat dipastikan arus globalisasi dapat
menimbulkan malapetaka. Karena melalui teknologi komunikasi
seperti radio, televisi, video, internet dan yang lain, sangat
memungkinkan terjadinya penyebaran nilai-nilai baru yang dapat
menggoyahkan nilai-nilai yang selama ini dianggap baku,
termasuk nilai-nilai agama. Demikian juga melalui teknologi
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komunikasi, kebiasaan-kebiasaan buruk suatu masyarakat seperti
penyalahgunaan narkoba, alat kontrasepsi, minuman keras dan
pergaulan bebas akan berdampak negatif terhadap masyarakat
Indonesia.

Fundamentalisme dan Liberalisme

Di antara dampak arus globalisasi dewasa ini adalah
terjadinya perubahan besar pada umat manusia. Proses
perubahan itu begitu cepat dan seolah tanpa pendahuluan
terlebih dahulu, sehingga mengagetkan dan membawa dampak
yang cukup berat bagi masyarakat luas, terutama mereka yang
tidak siap menghadapi perubahan. Dalam bidang keagamaan,
muncul berbagai reaksi dalam menyikapi perubahan dimaksud. Di
antara reaksi tersebut, muncul dalam bentuk paham keagamaan
fundamentalisme yang mengarah kepada radikalisme dan
terorisme, di samping liberalisme.

Paham fundamentalisme sering dikaitkan dengan paham
radikalisme dan terorisme. Sungguhpun demikian, ekspressi dari
paham ini muncul dalam bentuk yang beragam sehingga tidak
bisa digenalisir begitu saja. Dari mulai yang soft (moderat) hingga
yang hard (radikal). Dari maknanya yang positif hingga yang
negatif. Dari yang hanya berkutat dalam tataran wacana
(discourse), hingga yang terlibat dalam aksi (action). Dalam tataran
aksi ini juga bervariasi, dari yang mulai sekadar unjuk rasa,
sweeping pada tempat-tempat maksiat hingga tindakan bom
bunuh diri dan sebagainya.

Dalam konteks sejarah Islam, paham fundamentalisme
yang memunculkan kelompok radikal sangat mungkin
dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan aliran Khawarij. Di antara
ciri dan karakteristik aliran ini adalah; militansi dan loyalitas kepada

111



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

sang pemimpin dan organisasi; rela berkorban harta bahkan
nyawa; mengaktualisasikan apa yang diyakininya sebagai suatu
kebenaran; reaktif, bahkan terkadang melakukan penyerangan
terhadap pesaing dan lawan politiknya, dan sebagainya.
Sementara itu, KH. Makruf Amin mengajukan sejumlah ciri
kelompok ekstrem sebagai berikut: Pertama; fanatik madzhab dan
tidak mau mengakui pendapat lain. Kedua; mempersulit diri dalam
menjalankan ajaran Islam, antara lain dengan memaksakan orang
lain mengerjakan hal-hal yang sunnah dengan menganggapnya
seolah-olah wajib, dan mengangap yang makruh seolah-olah
haram. Padahal kita tidak boleh mewajibkan sesuatu kecuali yang
telah diwajibkan oleh Allah, sebagaimana kita juga tidak boleh
mengharamkan sesuatu kecuali yang telah diharamkan oleh Allah
SWT. Ketiga; bersikap kasar dan keras. Keempat; mudah
mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, atau berada di luar
kelompok mereka. Sikap ini sangat dilarang, karena orang yang
sudah dikafirkan akan berimplikasi pada pengguguran hak dan
kehormatan; menghalalkan jiwa dan harta mereka, serta
menghilangkan hak mereka untuk tidak diganggu dan hak
diperlakukan secara adil.2

Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme sering
disebut oleh sebagian kalangan sebagai suatu kelompok yang
melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi
keagamaan. Dalam Islam, kelompok ini muncul sebagai reaksi atas
pengaruh Barat, sekularisme, dan modernisme. Kalangan ahli
menyebut empat faktor utama yang mempengaruhi munculnya
kelompok ini, yaitu budaya, sejarah, sosial dan politik.

Faktor budaya berkaitan dengan kegagalan kaum
tradisionalis memberikan respon terhadap sekularisasi, dan juga
kegagalan kaum intelektual modernis untuk merumuskan sintesis
antara Islam dan modernitas.

112



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

Faktor sejarah, seperti kebangkitan gerakan pemurnian
agama yang dilakukan oleh tokoh reformis seperti Muhammad bin
Abdul Wahab dan tokoh modernis seperti Muhammad Abduh dan
Jalaluddin al-Afghani, juga memberikan pengaruh -baik positif
maupun negatif- terhadap kaum fundamentalis. Dengan
demikian, elan dasarnya adalah anti-Barat (dan implementasinya,
juga anti Westernisasi). Kelompok ini tidak memberikan
penghargaan kepada kritisisme ataupun pemikiran reduktif,
cenderung untuk membakar emosi dengan slogan-slogan
“mempertahankan” dan membela Islam dengan cara-cara yang
tidak rasional dan intelektual.

Faktor sosial politik merupakan sikap agresif dari elit politik
Barat, kemunduran ideologi sekular-liberal, krisis berkepanjangan
di Palestina, instabilitas politik di dunia Arab, keruntuhan moral
dan ketidak adilan sosial-ekonomi.

Sementara itu, secara historis Islam liberal muncul sebagai
gerakan revivalis pada abad ke-18, ketika Kerajaan Turki Utsmani,
Dinasti Shawafi dan Dinasti Mughal tengah berada di gerbang
keruntuhan. Pada saat itu muncul paham liberal awal melalui Syah
Waliyullah dari India (1703-1762 M.). Menurutnya, hukum Islam
yang diilhami oleh wahyu harus disesuaikan dengan kebutuhan
manusia dan waktu yang berbeda.?> Penganut kelompok ini
memandang tradisi Islam dan adat istiadat sebagai sumber utama
dari semua masalah dalam Islam. Mereka menaruh perhatian
terhadap warisan inteletual Islam pada masa lampau di samping
perhatian terhadap disiplin ilmu-ilmu Barat. Mereka sangat
apresiatif terhadap warisan pemikiran Islam dan Barat sekaligus.

Salah satu faktor penting yang sering disebut sebagai
perbedaan antara fundamentalisme dan liberalisme adalah
interpretasi. Aliran yang disebut pertama (fundamentalisme)
sangat ketat dan membatasi diri dalam menafsirkan Al-Qur'an dan
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hadis, sehingga mereka cenderung memahami kedua sumber
ajaran Islam secara literal tanpa mempertimbangkan konstekstual.
Sementara aliran yang disebut kedua (liberalisme) cenderung
sangat bebas dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis, sehingga
hampir-hampir tidak memperhatikan nash (teks) kedua sumber
ajaran Islam tersebut.

Pemikiran keislaman yang dilontarkan kedua aliran ini
dianggap menyimpang dari mainstream paham Ahlus Sunnah wal
Jamaah, yaitu paham keagamaan yang moderat yang dianut
sebagian besar umat Islam di Indonesia. Fundamentalisme sangat
dipengaruhi oleh gerakan Salafi, Wahabi dan Hasan al-Banna di
Timur Tengah. Sedangkan Liberalisme sangat dipengaruhi oleh
warisan keilmuan barat dan teolog Kristen Orientalis, terutama
dalam mengunakan analisis teks dan hermeneutika dalam
menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Dampak yang ditimbulkan
adalah bahwa kelompok liberalisme meresahkan sebagian besar
umat Islam sedangkan radikalisme serta terorisme selain
menimbulkan malapetaka kemanusiaan, juga telah mencederai
citra dan kesucian agama Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil
alamin.

Kedua aliran tersebut sama-sama tidak membawa
keuntungan bagi pencerahan, pencitraan maupun perbaikan masa
depan umat lIslam, khususnya di Indonesia. Bahkan sangat
meresahkan para ulama dan mayoritas umat Islam, karena isu atau
tema keislaman yang menjadi ajang kontestasi kedua aliran
tersebut tidak hanya menyentuh hal-hal yang sifatnya cabang
(furu’iyyah), tetapi juga hal-hal yang mendasar (ushuliyah) dan
sentitif, seperti agidah dan syariah. Melihat realitas tersebut, maka
Majelis Ulama Indonesia (MUI) -sebagai wadah berhimpunnya
para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia—
mengeluarkan fatwa haram atau sesat terhadap paham
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Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme yang diusung oleh kaum
liberalis dan Ahmadiyah, serta terorisme yang dinisbatkan kepada
kaum radikalis.

Menurut hemat kami, kedua aliran tersebut merupakan inti
persoalan dan tantangan yang kita hadapi dewasa ini. Oleh karena
itu, pemerintah (umara) dan ulama, --khususnya yang tergabung
dalam organisiasi MUI-- dituntut untuk lebih mampu mendidik
dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu
suatu paham keagamaan yang lebih mampu mencerahkan
kehidupan umat. Mengingat penafsiran mengandung unsur
intervensi manusia dan mempengaruhi realitas kehidupan umat,
maka setiap penafsiran, baik dari segi substansi maupun
metodologinya perlu dikaji dengan cermat. Al-Qur'an dan hadis
perlu ditafsirkan secara cerdas dan terkendali. Dengan cara seperti
itu, ulama dan pemikir Islam dapat mendorong peningkatan
kualitas hidup umat tanpa kehilangan esensi agamanya.

Mengembangkan Esensi Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin

Sesungguhnya, agama Islam, baik secara normatif maupun
historis, tidak pernah melegitimasi kekerasan dan terorisme.
Namun akhir-akhir ini, terutama dengan merebaknya bom bunuh
diri yang mengatasnamakan jihad Islam, telah merusak citra Islam
sebagai rahmatan lil alamiin seakan berubah menjadi laknatan lil
alamiin.

Pencitraan seperti itu sungguh merupakan suatu tragedi
dan kerugian besar bagi umat Islam, bukan hanya di Indonesia,
tetapi di seluruh dunia. Sebagaimana dipertanyakan dan
disesalkan oleh banyak pihak dan kalangan, bahwa meski aktor
intelektual dibalik peristiwa pengeboman tersebut hingga kini
masih belum jelas, namun yang pasti bahwa umat Islam seakan
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menjadi tertuduh dan menanggung beban yang teramat berat
atas berbagai peristiwa dimaksud.

Akan tetapi, daripada energi kita habis terkuras untuk
memikirkan faktor-faktor eksternal yang tidak jelas bentuknya,
barangkali akan lebih bermanfaat jika kita mengambil hikmah
sebanyak-banyaknya dari kejadian dan malapetaka ini, dengan
cara introspeksi ke dalam, merenung, menilai, dan berfikir kembali
tentang kekurangan, kelalaian atau kesalahan metodologi dakwah
dan pendidikan keagamaan yang kita lakukan selama ini.

Mungkin saja substansi yang diajarkan oleh para anggota
kelompok di atas mengandung banyak kesalahan. Akan tetapi
karena metode training yang mereka tempuh sangat akurat, maka
dalam waktu singkat mereka berhasil menjadikan pengikut-
pengikutnya menjadi sangat militan. Kemudian tanpa disadari
sebagian umat sudah terseret dan terjebak pada paham atau
gerakan-gerakan yang sesungguhnya keluar dari esensi Islam
sebagai rahmatan lil alamiin.

Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan konspirasi pihak
asing dalam kasus-kasus bom bunuh diri yang terjadi, yang jelas
bahwa citra Islam sebagai agama yang mendorong pada
radikalisme dan terorisme kian menggema di mata internasional.
Umat Islam seakan tidak berdaya menangkis tuduhan-tuduhan itu.
Siapapun sesungguhnya tidak boleh membiarkan keterpurukan ini
berlanjut terus menerus.

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat yang
mayoritas menganut Islam bersama-sama dengan ulama tentu
mempunyai kewajiban mengembalikan citra Islam sebagai
rahmatan il alamiin sesuai kapasitasnya masing-masing.
Mengingat kondisi sekarang yang tengah dihadapi umat Islam,
maka sudah selayaknya perhatian kita bersama, termasuk program
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pendidikan dan dakwah ke depan diarahkan untuk menghadapi
besarnya krisis akibat perubahan sosial yang terjadi.

Kita harus membahas dan merumuskan secara kongkrit
formulasi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks
kekinian agar dapat melindungi keluhuran ajaran agama Islam dan
memberikan pencerahan kepada umat di masa depan. Hal ini
sangat penting, karena sikap dan perilaku umat Islam sangat
dipengaruhi oleh paham keagamaannya. Sejalan dengan itu,
semakin diperlukan pula kerjasama ulama dan umara yang lebih
solid untuk mewujudkan kehidupan umat dan bangsa yang lebih
baik di masa yang akan datang.

Beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai upaya
antisipasi yang dapat kita lakukan untuk menjaga keluhuran ajaran
agama Islam dari ancaman liberalisme, radikalisme dan terorisme
di masa depan adalah:

1. Kita perlu terus menerus dan lebih serius mempersempit
ruang gerak berkembangnya paham-paham dimaksud di atas
dengan lebih giat mendakwahkan betapa berbahayanya
paham liberalisme, radikalisme dan terorisme. Kita harus lebih
mampu menyadarkan umat Islam bahwa terorisme tidak
sesuai dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan nilai-
nilai kemanusiaan.

2. Kita perlu membangun kembali kekuatan dan kebersamaan
umat. Nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan perlu kita
tingkatkan dalam rangka menghilangkan perasaan tersisihkan
dalam masyarakat akibat tidak dapat mengikuti laju
perubahan dan kesulitan mengikuti dan menyesuaikan diri
dengan perubahan zaman.

3. Ulama dan Umara harus bahu membahu dalam meningkatkan
potensi SDM umat. Karena mutu SDM yang rendah dapat
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menumbuhkan benih terorisme. Dalam wujudnya yang amat
nyata, gejala seperti ini dapat terlihat pada krisis yang dialami
kaum marginal di kota-kota besar.

Masyarakat yang mengalami keadaan demikian sering
terdorong oleh hal-hal yang bersifat radikal dan perilaku negatif
yang merugikan, baik diri sendiri, masyarakat dan bahkan
merugikan bangsa dan negara. Jika hal ini tidak ditangani dengan
baik, maka akan menciptakan lahan yang subur bagi munculnya
sektarianisme, eksklusivisme, bahkan radikalisme dan terorisme.

Hal lain yang perlu kita formulasikan ke depan adalah
bagaimana membangkitkan dan memperkokoh kepercayaan
kaum  muslimin  terhadap kehidupan keagamaan dan
keduniaannya dengan membangun apa yang dibutuhkan umat
untuk membawa mereka bersemangat, gembira serta damai
dalam hidup ini. Oleh karena itu, orientasi kita ke depan
tampaknya memang harus terus menerus mendorong dan
membantu umat mencapai prestasi keduniaannya di samping
tentu tidak akan melupakan investasi keakhiratan mereka.

Dengan demikian, perubahan kondisi sosial yang kita
hadapi harus kita jawab dengan berbagai perubahan dalam hidup,
termasuk pengembangan umat ke arah pencapaian kualitas
hidup, seperti menjadi umat yang lebih berpendidikan, lebih
berdaya dari segi ekonomi, lebih manusiawi, lebih rukun, lebih
bermoral dan berakhlak mulia.

Masalah-Masalah Kontemporer

Sejalan dengan makin pesatnya arus globalisasi dunia dan
perkembangan peradaban manusia, maka muncullah berbagai
permasalahan kontemporer dalam berbagai aspek kehidupan,
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baik bidang aqgidah, ibadah, mu’amalah (sosial budaya), maupun
munakahah dan jinayah seperti munculnya berbagai aliran
sempalan dalam Islam, shalat di dalam pesawat terbang, jama’ dan
gashar shalat karena macet, perbankan, asuransi, politik, hukuman
mati bagi koruptor, pengedar narkoba dan sebagainya.

Sebagai ummat Islam kita wajib meyakini, bahwa Islam
adalah agama samawi yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada
Nabi Muhammad saw. untuk dijadikan pedoman seluruh manusia
agar dapat meraih kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia
dan di akhirat. Sebagai agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul
terakhir, Islam telah memberikan petunjuk dalam segala aspek
kehidupan secara sempurna sebagaimana telah dinyatakan sendiri
oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 3
yang artinya; "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu
agamamu, telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-
ridlai Islam itu jadi agama bagimu". Sungguhpun demikian,
kesempurnaan agama Islam bukanlah terletak pada penjelasan Al-
Qur'an dan Sunah Rasul secara rinci terhadap setiap persoalan
yang dihadapi umat manusia, melainkan pada kandungannya
yang berisi ajaran-ajaran dasar dan pokok yang dapat digali,
dipahami, dianalisa dan ditafsirkan sehingga mampu menjawab
setiap permasalahan yang dihadapi manusia sepanjang masa.

Menurut perhitungan Departemen Agama R, jumlah ayat-
ayat Al-Qur'an sebanyak 6236 ayat. Dari jumlah tersebut, menurut
Dr. Abdul Wahhab Khallaf (1956:34), Guru Besar Hukum Islam di
Universitas Cairo, sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an berbicara
tentang kisah para nabi dan rasul beserta kitab-kitab yang mereka
bawa, di samping riwayat tentang umat masing-masing. Dari
jumlah tersebut, hanya sekitar 500 ayat yang menjelaskan tentang
aqidah, Ibadah dan mu’amalah dengan rincian sebagai berikut:
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1. Agidah 140 ayat
2.lbadah 140 ayat
3. Hukum Keluarga 70 ayat
4. Hukum Perdagangan 70 ayat
5. Hukum Pidana (Kriminal) 30 ayat
6. Hubungan muslim dengan non muslim 25 ayat
7. Hukum Acara 13 ayat
8. Hubungan kaya - miskin 10 ayat
9. Hukum Kenegaraan 20 ayat

Sebagai sumber utama ajaran Islam Al-Qur'an sengaja
menjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah
hukum secara global. Sebab jika dijelaskaan secara rinci, maka Al-
Qur'an akan kehilangan relevansi dengan dinamika masyarakat
yang senantisa mengalami perubahan dan perkembangan dari
masa ke masa. Untuk merinci dan memberikan petunjuk
pelaksanaan suatu ajaran (hukum) —terutama dalam bidang
ibadah— inilah menjadi tugas Rasulullah yang dijelaskan melalui
hadisnya.  Sementara itu dalam  bidang  mu'amalah
(kemasyarakatan), pada umumnya hadis Nabi juga tidak banyak
memberikan rincian yang bersifat teknis operasional. Karena
bidang mu‘amalah senantiasa mengalami perubahan sejalan
dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di
samping juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat.

Berhubung Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama
ajaran Islam pada umumnya hanya memberikan petunjuk-
petunjuk dasar saja tanpa memberikan rincian yang memadabhi,
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maka para ulama dituntut untuk melakukan ijtihad dengan
mencurahkan seluruh kemampuan guna mendapatkan hukum
Islam yang bersifat operasional dengan cara istinbath. (al-
Syaukani/tt. :250).

Para ulama harus berijtihad dengan menggali hukum-
hukum yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, karena
Islam diyakini sebagai agama yang universal, yang tidak dibatasi
oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa
lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi
Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia, di manapun
mereka berada. Oleh sebab itu, Islam selayaknya dapat diterima
oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa harus ada “konflik”
dengan keadaan di mana ia berada. Islam dapat berhadapan
dengan masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan
dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan
masyarakat modern, Islam juga dituntut untuk dapat
menghadapinya. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad
Yusuf Musa dalam bukunya “Studi Figih Islam” :
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Para ulama dituntut melakukan ijtihad dengan
melakukan istimbath dari Al-Qur'an dan hadis, karena umat Islam
yakin terhadap keluasan dan keluwesan Al-Qur'an dalam
menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk di zaman
modern sekarang ini. Dalam pengertian, sepanjang menyangkut
persoalan tingkah laku, ketentuan hukumnya, minimal secara
tersirat atau bahkan tersurat, pasti dapat dicarikan dalam Al-Qur’an
seperti diisyaratkan dalam ayat 59 surat an-Nisa® (4) dan ayat 38
surat al-"An’am (6). Bahasa Al-Qur'an yang oleh ahli bahasa Arab
dinyatakan sebagai bahasa yang jdmi-mdni’ (universal-
komprehensif), pasti mampu menampung dan atau mewadahi
berbagai kasus apapun yang timbul di masyarakat. Pendekatan
kosa kata Al-Qur'an dalam merespon berbagai persoalan yang
terjadi akan selalu memberikan solusi. Diiringi dengan berbagai
Hadis, karya-karya ulama klasik mapun kontemporer sekurang-
kurangnya sebagai bahan bantu dalam memecahkan berbagai
persoalan yang memerlukan jawaban hukum.

Al-Qur'an yang sarat dengan nilai-nilai hukum dasar yang
bersifat substantif di samping hukum materiil yang bersifat
normatif, hendaknya benar-benar diserap dalam rangka menjawab
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berbagai tantangan yang dihadapi. Demikian pula dengan Hadis
Nabi Muhammad saw. yang mengiringi Al-Qur'an, seyogyanya
tidak semata-mata dijadikan sumber hukum normatif yang bersifat
mengatur, akan tetapi sebagai sumber filsafat hukum yang
memberikan dasar pertimbangan bagi penetapan hukum atas
berbagai masalah. Maksudnya, tidak hanya didasarkan pada teks
Hadis secara literal, tetapi benar-benar dipahami secara
kontekstual.

Guna menghindari kemungkinan penggunaan pemikiran
hukum yang didasarkan pada dalih kontekstual-liberal, setiap
pemikiran hukum Islam harus dikawal dengan teks yang
dijabarkan secara kontekstual, atau dengan bahasa lain, pemikiran
kontekstual yang dipandu oleh teks. Asas filsafat hukum semacam
ini sangat logis mengingat tidaklah mungkin ada konteks tanpa
teks, dan begitu juga sebaliknya. Tampak sangat musykil jika ada
teks yang tidak dijabarkan dengan konteks.

Terhadap hal-hal yang bersifat pribadi dalam penerapan
hukum (tathbiq al-ahkam) semisal kemungkinan dibolehkan
berbuka puasa di saat seseorang bepergian, masih tetap
dimungkinkan dilakukan ijtihad fardli yang bersifat personal,
bahkan tidak tertutup kemungkinan mendidik setiap muslim dan
muslimah untuk bisa mandiri dalam memecahkan masalah-
masalah seperti itu. Maksudnya, ummat Islam jangan dibelenggu
kemandiriannya untuk hal-hal yang kemungkinan bisa dipecahkan
secara mandiri. Tetapi berkenaan dengan persoalan-persoalan
yang melibatkan masyarakat luas memang mutlak diperlukan
ijtihad jama’i (secara kolektif), apalagi terhadap hal-hal yang
bersifat sensitif. ljtihad kolektif ini tidak semata-mata dilakukan
dengan melibatkan para fugahd dalam jumlah yang relatif
banyak, tetapi juga mutlak perlu melibatkan pakar-pakar bidang
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lain yang sangat relevan dengan persoalan hukum yang menjadi
subyek ijtihad.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) ijtihad dewasa ini
mutlak perlu dilakukan secara profesional dan kontinu, guna
mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat dan dahsyat di
masa-masa mendatang. Regenerasi para mufti dan mujtahid
apapun tingkatan dan sebutannya dewasa ini, keberadaannya
benar-benar dirasakan sangat mendesak. Bukan hanya dalam
bidang mu’amalah dan sosial kemasyarakatan seperti halnya yang
umum dikenal masyarakat luas, melainkan juga dalam bidang
hukum keluarga (al-*akhwal asy-syakhshiyyah) yang kini semakin
berat tantangannya di tengah-tengah masyarakat.

Sudah saatnya kita pikirkan untuk kemungkinan
menyiapkan sebanyak mungkin mufti/mujtahid atau apapun
namanya yang ditugaskan pada setiap mesjid sebagai tempat
bertanya umat berkenaan dengan masalah-masalah yang mereka
hadapi. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer
seperti itu, kiranya perlu dijelaskan tentang sifat dan ajaran Islam
itu sendiri. Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi
dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut,
universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah.
Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam
al-Quran dan Hadis Mutawdtir yang penunjukannya telah jelas
(gath’t al-dalalah). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak
unversal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah dan
diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang
dihasilkan melalui proses ijtihad. Kerangka berfikir ini sering
muncul di kalangan ahli ushul figh dan pakar pembaharuan dalam
Islam.

Di kalangan ahli ushul figh dikenal dikotomi antara dalil
gath dan dalil dlanni, baik eksistensinya (wurdd) maupun
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penunjukannya (daldlah).* Ajaran Islam yang termasuk dalam
kelompok kedua, yang relatif dan kontemporer, ternyata lebih
banyak jumlahnya dibandingkan dengan ajaran Islam yang
absolut dan permanen. Ajaran Islam yang relatif itu telah
memenuhi khazanah intelektual muslim dalam berbagai bidang,
mulai dari bidang tafsir dan hadis sampai pada bidang filsafat,
teologi dan figih. Dalam hubungan ini, Harun Nasution secara
ilustratif mengatakan: “Kelompok ajaran Islam itu kecil di zaman
Nabi, lebih besar di zaman al-Khulafa® al-Rasyidun. Lebih banyak di
zaman Bani Umayyah, lebih banyak lagi di zaman Bani Abbas, lebih
banyak lagi di zaman Bani Utsman, begitulah selanjutnya
berkembang. Tetapi Al-Qur'annya tetap itu juga.”” Pernyataan ini
menunjukan bahwa kemungkinan mengadakan perubahan dan
pembaharuan ajaran Islam yang bersifat relatif, termasuk bidang
hukumnya, sangat besar. Atas dasar itu pula, dapat dikatakan
bahwa Islam sudah siap menghadapi segala persoalan modern.

Hakekat Iljtihad

Kata ijtihad berasal dari kata dasar jahada yang berarti
“mencurahkan segala kemampuan” atau “menanggung beban”.
Karena itu, ijtihad menurut arti bahasa adalah usaha yang optimal
dan menanggung beban berat.° Tidak disebut ijtihad apabila tidak
ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan.” Pengertian ijtihad
menurut bahasa ini erat kaitannya dengan pengertian ijtihad
menurut istilah. Berbagai macam pernyataan tentang ijtihad
secara terminologis dapat ditemukan. Perbedaan ini didasarkan
pada pendekatan yang digunakan. Bagi ulama yang berfikir
holistik dan integral, ijtihad diartikan sebagai segala upaya yang
dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, termasuk
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bidang teologi, filsafat dan tasawwuf.®2 Bagi mereka, ijtihad tidak
hanya terbatas dalam bidang fikih.

Di lain pihak, para ahli ushul figh berpendapat bahwa ijtihad
hanya terbatas dalam bidang fikih saja. Namun demikian mereka
yang disebut terakhir ini berbeda pendapat dalam merumuskan
apa yang dimaksud ijtihad itu. Perbedaan pendapat itu, meskipun
tidak begitu tajam, namun pada gilirannya akan berpengaruh
terhadap kedudukan dan bidang kajian atau sasaran ijtihad itu. Al-
Amidi merumuskan ijtihad sebagai berikut:®

“Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum
syar’i yang bersifat dlanni, dalam batas sampai dirinya merasa
mampu melebihi usahanya itu.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil ijtihad dari
seorang mujtahid adalah relatif, tidak mutlak benar, atau dalam
istilah ushul figh disebut dlanni. Istilah ini dikalangan ahli ushul figh
diartikan sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran menurut
pandangan mujtahid. Sementara itu al-Ghazali merumuskan
ijtihad sebagai berikut:'® Pencurahan kemampuan seseorang
mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar’i.”

Rumusan ijtihad di atas lebih bersifat umum, tidak
menjelaskan lapangan ijtihad. Namun demikian dari kata-kata
“badzlu al-mujtahid wus’ahu” dapat dipahami bahwa mujtahid
hanya berijtihad dalam masalah-masalah dlanni saja. Sedangkan
hukum yang bersifat gath’i tidak perlu diijtihadkan lagi.

Para ahli ushul figh sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya
berlaku dalam kasus yang terdapat dalam teks al-Qur an dan Hadis
yang masuk katagori dlanni al-daldlah. Karena itu, pendapat yang
mengatakan bahwa ijtihad adalah mencari hukum suatu kasus
yang sudah terdapat dalam nash qath’i tidak dapat begitu saja
diterima oleh mereka. Kalau ditelusuri ijtihad ahli fikih dari zaman
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ke zaman, ternyata mereka tidak memasuki lahan yang sudah
diatur secara jelas oleh al-Qur’an dan Hadis. Kalaupun Umar ibnul
Khattab sering dianggap sebagai orang yang memasuki lahan
tersebut, sebenarnya ia tidak melalukakan ‘ijtihdd ‘istinbathi,
melainkan ijtihad tathbigi. Dalam ijtihadd tathbigi dimungkinkan
untuk “tidak memberlakukan” nash tertentu dikarenakan adanya
nash lain yang menghendaki demikian. Misalnya, Umar ibn
Khattab melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli
kitab, dengan alasan khawatir akan menimbulkan fitnah bagi
wanita muslimah. Padahal nash al-Qur'an membolehkannya"

Sehubungan dengan ijtihad terhadap teks al-Qur'an dan
Hadis yang penunjukannya bersifat dlanni, di kalangan ahli ushul
figh, dikenal adanya metode ta’'wil. Ta wil dalam arti umum dikenal
pula oleh para teolog dan filosof muslim. Melalui ta'wil itulah
mereka yang disebut terakhir ini mengembangkan pemikiran dan
pendapatnya. Meskipun konsep ta'wil dikalangan ahli ushul figh
tidak seliberal teolog dan filosof, tetapi ternyata metode ini cukup
berarti dalam menyelesaikan masalah-masalah fikih. Bahkan Abu
Zahrah menyatakan bahwa ta'wil termasuk aspek-aspek istinbath
yang piawai dalam menangani masalah hukum.

Dari uraian ringkas di atas dapat dipahami bahwa ijtihad
dalam ilmu fikih meliputi masalah-masalah yang secara eksplisit
tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan masalah-masalah
yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, tetapi termasuk
dalam katagori yang dlanni al-daldlah. Baik masalah yang
termasuk katagori pertama maupun kedua perlu ditangani
dengan cara merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-
Quran dan Hadis, kemudian menginterpretasikannya sesuai
dengan masalah yang sedang diselesaikan. Interpretasi itu
dilakukan dengan memperhatikan jangkauan arti lafadz atau
kalimat yang terdapat di dalam teks al-Quran dan al-Hadist.
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Dalam kaitan ini, Fathi al-Darimi menyatakan, bahwa ijtihad
memerlukan analisis yang tajam terhadap nash serta jiwa yang
terkandung di dalamnya, dengan memperhatikan aspek kaidah
kebahasaan dan tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam.

Syarat-Syarat ljtihad

Menyadari bahwa ijtihad itu merupakan kegiatan yang tidak
mudah, maka para ahli ushul figh telah memberikan beberapa
syarat bagi orang yang akan melakukannya. Syarat-syarat itu
dikemukakan oleh mereka dengan penekanan yang berbeda.
Namun demikian, ada juga beberapa syarat yang telah disepakati
oleh mereka.

Al-Ghazali telah mengemukakan beberapa syarat bagi orang
yang melakukan ijtihad. Secara garis besar ia membagi syarat
ijtihad menjadi dua kelompok. Pertama, syarat yang dikelompokan
sebagai syarat utama, yang meliputi penguasaan terhadap materi
hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berikut
bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut.
Kedua, syarat yang dikelompokan sebagai syarat pelengkap, yaitu
mengetahui ndsikh mansdkh, baik untuk al-Qur'an dan al-Hadist
dan mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasikan
Hadis sebagai sumber hukum.12 Al-Syaukani menekankan pada
adanya pengetahuan tentang ilmu ushul figh dan ndsikh mansikh
sebagai syarat ijtihad.13

Kemudian al-Syatibi menambahkan syarat ijtihad lainnya,
yaitu keharusan mengetahui maksud disyariatkannya hukum
dalam Islam (magashid al-syari‘ah).14 Namun demikian tidak
berarti bahwa ahli ushul figh sebelum beliau tidak menyinggung
sama sekali tentang persyaratan ini. Al-Juwaini membahas
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magqdshid al-syari’ah dalam kaitannya dalam pembahasan illat
dalam giyas.15 Begitu juga muridnya, al-Ghazali, menempatkan
magqdshid al-syari’ah dalam kaitannya dengan qiyas.16

Ada juga ulama lain yang menjadikan ilmu kalam dan ilmu
manthiq sebagai syarat berijtihad. Agaknya syarat terakhir ini
dapat digolongkan sebagai pra-syarat (prerequisite) untuk
berijtihad. Betapapun harus diakui bahwa kedua ilmu itu ada
pengaruhnya terhadap ilmu ushul figh.

Persyaratan seperti yang disebutkan di atas harus dipenubhi
oleh orang yang akan melakukan ijtihad. Bahkan untuk saat
sekarang ini ilmu lainnya perlu juga dimiliki oleh mujtahid, seperti
sosiologi, antropologi, dan pengetahuan tentang masalah yang
akan ditetapkan hukumnya. llmu-ilmu ini menjadi penting artinya
manakala masalah yang akan ditetapkan hukumnya itu adalah
masalah-masalah kontemporer yang tidak ditunjuk secara jelas
oleh teks Al-Quran dan hadis. Jika yang akan ditetapkan
hukumnya itu adalah masalah yang berkaitan dengan ilmu
kedokteran, maka mujtahid diharapkan dapat memahami ilmu itu,
terutama yang langsung berkaitan dengan masalah yang sedang
dibahas. Begitu pula halnya dengan masalah-masalah yang
berkaitan dengan ekonomi dan lain-lainnya.

Memang disadari, bahwa di satu sisi, berkat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, mengetahui ilmu-ilmu keislaman dan
ilmu-ilmu lainnya akan semakin mudah, tetapi di sisi lain justeru
semakin ketatnya spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu. Hal ini
akan berpengaruh terhadap penguasaan seseorang tentang aneka
macam ilmu pengetahuan termasuk agama Islam. Karena itu dapat
dikatakan bahwa persyaratan ijtihad di atas sulit akan terwujud
pada seseorang.

129



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

ljtihad Jama’i sebagai sebuah Solusi

Sebagaimana telah dimaklum bersama, bahwa hampir
setiap saat para ulama disodori berbagai pertanyaan oleh ummat,
sementara pemecahan jawabannya tidak semudah yang mereka
pikirkan, karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks Al-
Qur'an dan Sunah. Para ‘ulamd" waratsah al-"anbiyd,”, setiap hari
menghadapi derasnya persoalan ‘'ummat yang pemecahannya
memerlukan keterlibatan hukum Islam secara aktif dan dinamis.
Tuntutan mustafti (pemohon fatwa) baik perorangan maupun
institusi terasa demikian banyak, sementara personil fugahd™ yang
berwenang atau mampu memberikan fatwa (mufti/muftun),
jumlahnya demikian sedikit. Lebih dari itu, banyak di antara
persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dijawab oleh seorang
ulama secara individual, tetapi menuntut adanya ijtihad jama’i.

Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu anak
kandung globalisasi ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan
pengetahuan individu yang semakin terbelenggu dan tersekat-
sekat pada hal-hal yang rinci. Perkembangan IPTEK yang demikian
pesat, tidak lagi dapat dikejar oleh siapa pun secara perseorangan,
karena itu lahirlah specialist-specialist dalam aneka bidang. Di sisi
lain dalam budaya masyarakat berkembang sedemikian rupa baik
yang dipengaruhi oleh potensi pisitif maupun negatif manusia.
Kebebasan mengemukakan pendapat atau bertindak, yang
seringkali dikaitkan dengan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang
harus dilindungi pun, menjadi pemicu lahirnya aneka pendapat.

Demikian pula dalam dunia Islam, kehendak untuk
melakukan perubahan dalam hidup beragama, di antaranya
keinginan agar membuka lebar pintu ijtihad—dimana setiap
orang berhak menafsirkan teks-teks suci—ternyata terkandala
oleh semakin rendahnya kemampuan individu para ulama untuk
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menerjemahkan teks-teks suci tersebut dalam menjawab berbagai
permasalahan kontemporer secara komprehensif. Tidak heran jika
setiap muncul persoalan-persoalan baru jawaban yang muncul
justru beragam yang malah menimbulkan persoalan baru. Pintu
ijtihad memang telah terbuka, tetapi kemampuan para ulama
untuk berijtihad secara individual semakin langka. Untuk itu,
diperlukan kerjasama semua pihak dalam menetapkan solusi bagi
persoalan yang muncul. ljtihad jamd'i (kolektif) masih, dan bahkan
merupakan cara yang paling tepat untuk menemukan jawaban
agama menyangkut persoalan-persoalan kontemporer. Dari sini,
ulama yang mendalami disiplin ilmu agama, tidak lagi dapat
berdiri sendiri untuk menetapkan hukum atas satu permasalahan
kontemporer.

Menyadari bahwa persoalan yang muncul semakin hari
semakin kompleks, maka para ulama telah mengembangkan
ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i) sehingga hasil ijtihad tersebut
diharapkan lebih mendekati maksud dan tujuan Syariat Islam.
Berkumpulnya para ulama yang terdiri dari para ahli di berbagai
bidang agama Islam dan para ahli dalam ilmu lain yang erat
kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas, baik langsung
maupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung
dalam jjtihad jama’i akan melahirkan produk-produk ijtihad yang
lebih holistic dan integral.

Sebenarnya, ijtihad kolektif ini sudah dipraktikkan oleh
para ulama terdahulu, termasuk di Indonesia. Legenda Wali Songo
yang rutin bersidang membahas persoalan-persoalan dakwah dan
sosial meneguhkan hal ini. Demikian pula yang dilakukan para
ulama awal abad ke-20 seperti dalam Kongres Al-Islam, Nahdlatul
Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain melanjutkan tradisi
pencarian secara bersama-sama tersebut.
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Akan tetapi, ijtihad kolektif tempo dulu itu terbatas di
kalangan para ulama—dalam arti yang sempit—saja, bahkan
terbatas di antara ulama yang sepaham saja, alih-alih melibatkan
para cendekiawan ‘sekular’. Oleh sebab itu, produk ijtihad yang
dihasilkkan pun tetap memiliki beberapa kelemahan pokok. Di
antaranya adalah :

1. Tidak holistik dan integral; karena sudut pandang (prespektif)
yang digunakan terbatas.

2. Sektarian, dalam arti fatwa hukum yang dihasilkan cenderung
untuk kelompok mereka atau cenderung ditolak oleh
kelompok lain.

3. Munculnya kesan bahwa agama Islam tidak apresiatif terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Perkembangan IPTEK yang sangat cepat seringkali tidak diikuti
oleh para ulama. Akibatnya, ijtihad yang mereka lakukan
dengan tanpa memahami dulu penemuan-penemuan baru
dalam bidang IPTEK akan bertentangan dengan maksud
penemuan-penemuan tersebut.

Menghadapi kemajuan IPTEK, kita hendaknya dapat
memisahkan persoalan-persoalan yang muncul, karena secara
umum ia tidak keluar dari sesuatu yang telah menjadi kenyataan,
atau baru dalam tahap penelitian. Disisi lain pandangan agama
menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dapat dibagi
dalam tiga katagori utama sebagai berikut :

Pertama, ia berkaitan dengan sesuatu yang telah pasti
diharamkan agama, seperti eutanasia. Ini jelas ditolak oleh agama
karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia yang
merupakan anugerah llahi tanpa sedikit pun campur tangan
manusia.
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Kedua, ia berkaitan dengan sesuatu yang jelas didukung
oleh agama dan juga oleh pertimbangan akal, seperti penciptaan
aneka obat untuk penyembuhan manusia. Ini termasuk bagian
dari kebutuhan pokok manusia. Islam mendukung setiap usaha ke
arah sana, dan menilainya sebagai sesuatu yang amat terpuiji.

Ketiga, suatu ide ilmiah yang belum terbukti hasil dan
dampaknya baik positif maupun negatif. Ide semacam ini baru
dalam proses pembentukan atau tahap awal. Kita belum dapat
memperoleh gambaran yang jelas dan utuh yang dapat
menyingkirkan segala ketidakjelasan yang berkaitan dengannya.
Idea semacam ini, tidak dapat ditetapkan atasnya hukum haram
dan halal secara pasti, karena ia baru berbentuk ide atau baru
dalam bentuk kekuatiran adanya sisi madharat dan negatif yang
juga baru dalam benak dan teori. Menetapkan hukum, baik halal
maupun haram menyangkut hal semacam ini adalah ketergesa-
gesaan yang bukan pada tempatnya dan tidak sejalan dengan
tuntunan akal dalam berfikir atau menarik kesimpulan. Ide tentang
kloning yang dibicarakan dewasa ini adalah salah satu contoh dari
bagian ketiga di atas.

MUI sebagai Mufti

Salah satu misi perjuangan, tugas dan peranan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) adalah Memberikan bimbingan dan
tuntunan kepada ummat Islam dalam mewujudkan kehidupan
beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT. MUI
juga mengemban amanat untuk memberikan nasehat dan fatwa
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada
pemerintah dan masyarakat. Tugas ini juga sejalan dengan tugas
‘ulama waratsatul anbiya'. Dengan demikian, jelas bahwa Majelis
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Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga pemberi fatwa di
Indonesia.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan, MUl telah
melaksanakan tugas menjadi 'jembatan antara umat Islam dengan
pemerintah' dengan cukup baik. MUl juga kerapkali dimintai
nasihat oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan,
terutama yang berkaitan dengan kepentingan agama dan umat
Islam, di samping juga diminta oleh masyarakat Islam untuk
menyuarakan aspirasi mereka.

Seiring dengan semakin tumbuhnya kesadaran akan
kemajemukan hidup, serta kejenuhan terhadap sektarianisme,
masyarakat merindukan adanya produk fatwa yang berdiri di atas
semua golongan. Maka hadirnya MUl diharapkan memenuhi
hasrat tersebut, karena anggota Komisi Fatwa MUI terdiri dari para
ulama dan mencerminkan perwakilan dari berbagai ormas Islam.
Oleh karena itu, MUl merupakan salah satu institusi yang memiliki
kompetensi untuk melakukan penetapan fatwa. Di sinilah
sebenarnya letak keunggulan fatwa MUI. Sebagai wadah para
ulama dan zuama dari berbagai golongan, otomatis dalam
mengeluarkan fatwa, MUI juga berdiri di atas semua golongan
sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas, di
samping dapat menjembatani umat Islam  dengan
negara/pemerintah.

Di samping berbagai keunggulan di atas, Komisi Fatwa
MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa MUI, --termasuk terhadap
produk-produk halal-- senantiasa berpedoman pada sistem dan
prosedur penetapan fatwa MUl yang merupakan manhaj dalam
menetapkan fatwa (manhaj fi itsbat al-fatwa) sehingga diharapkan
mampu memberikan jawaban yang benar secara efektif dan
efesien terhadap setiap persoalan yang muncul atau yang
berkembang di tengah-tengah masyarakat.
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Pada dasarnya, sistem dan prosedur penetapan fatwa
MUI yang merupakan manhaj dalam menetapkan fatwa (manhaj fi
itsbat al-fatwa) adalah dilakukan melalui pendeketan nash gath’i,
qgauli, dan manhaji. Melalui ketiga pendekatan itu, diharapkan
setiap persoalan yang muncul akan dapat terjawab. Kita tidak
mungkin menjawab semua persoalan yang timbul dengan nash
karena nash sifatnya sangat terbatas sedangkan persoalan yang
terjadi terus berkembang. Sebagaimana diungkapkan para ulama:

Gl gall g AL Gagalll g Bagaaa pe J)1si 1 & algallg 3 3 giaa o guaill)
ALY J31 sl

Demikian juga kita tidak mungkin hanya berpegang
pada agwal yang ada di dalam al-kutub al-mu’tabarah karena
penulisannya sudah terhenti sejak sekitar seratus tahun yang lalu.
Padahal persoalan-persoalan yang timbul terus berlangsung.
Persoalan yang berkembang sesungguhnya telah direspon melalui
aqwal, af'al dan tasharrufat para ulama terdahulu. Namun sesudah
periode mereka, masalah-masalah baru yang harus direspon terus
bermuculan dan berkembang. Adalah tidak mungkin masalah-
masalah itu kita biarkan tanpa jawaban dengan alasan tidak ada
nash atau tidak ada gaul di dalam al-kutub al-mu’tabarah atau
karena masalah itu merupakan “qaulun lam yaqulhu ahadun minas
salaf’ (<l e 2l 48 o J &) atau “amalun lam ya’malhu ahadun
minas salaf’ (<L) e asl aley & Jee) atau “tasharrufun lam
yatasharrafhu ahadun minas salaf’ (<) (e 3af 48 jaty ol (o pad). Jika
kita bersikap demikian, pasti banyak masalah yang dibiarkan tanpa
ada jawaban. Padahal, membiarkan persoalan tanpa jawaban
adalah tidak dibenarkan, baik secara i'tigadi maupun syar’i. Oleh
karena itu, perlu adanya manhaj yang dijadikan acuan untuk
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menyelesaikan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga tidak
terjadi penumpukan masalah yang tidak terjawab.

Selain itu manhaj juga dimaksudkan agar tidak timbul
pemberian jawaban tanpa pedoman. Tidak jarang sesuatu
masalah dijawab hanya dengan berdalih il haajah atau il
maslahah atau li maqashid al-syari‘ah dengan tanpa batasan dan
patokan (& s Y5 353a L), Kelompok yang berpandangan seperti
ini dapat dikatakan sebagai kelompok Ifrathi. Sedangkan
kelompok pertama, yaitu kelompok yang tidak mau memberikan
jawaban terhadap masalah karena tidak ada nash gath’i atau agwal
dalam al-kutub al-mu‘tabarah atau aqwal, afal serta tasharrufat
ulama terdahulu, mereka ini dapat dikatakan sebagai kelompok
Tafrithi.

Pendekatan Nash Qath’i dilakukan dengan berpegang
kepada nash Al-Qur'an atau hadis untuk menetapkan hukum
sesuatu masalah apabila masalah yang akan ditetapkan tersebut
terdapat ketentuan hukumnya didalam nash Al-Qur'an maupun
hadis. Jika tidak, maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan
Qauli dan Manhaji. Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban
dapat dicukupi oleh pendapat dalam al-kutub al-mu’tabarah dan
hanya terdapat satu pendapat (qaul) kecuali jika gaul yang ada
dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena ta‘assur atau
ta’adz-dzur al-amal atau shu’ubatu al-amal atau karena illat-nya
berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (i‘adatun
nazhar). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama
terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks
hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi
untuk dipegangi. Pendapat seperti itu telah dikemukakan antara
lain oleh:
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Imam al-Qarafi (dalam kitabnya al-Furuq) :
callll 5 Caalisal) elale daliag Jea g pall (8 Jla Il Y gl e 3 gaall
Calall

"Terpaku terhadap teks-teks yang ditarnsfer (dari ulama-ulama
dahulu) adalah suatu kesesatan dalam beragama serta
kebodohan terhadap berbagai tujuan para ulama salaf
terdahulu".

Syaikh Abdullah Baswedan (dalam kitabnya Sab‘atu Kutubin
Mufidah):

8L alaYl el ddllae @l Al agl agale Al ol gy dpedlil) Ll (o ple)
3 sedie 58S o8 5 o dally Jaad) H3ed 5l el gy Jaall | sadic) die il oy
JLERY) ol el Ll L) iy amde e Aa s e ed Gt e

Meia sgd Cuaall maa 13" rdie i a4l ) e QA ol Al BaclE (4

"Ketahuhilah sesungguhnya para imam di kalangan madzhab
Syafi'i RA. memiliki berbagai pendapat (pilihan) yang berbeda
dengan pendapat (hasil ijtihad) imam Syafii RA. Hal ini
disebabkan karena sulitnya mengamalkan pendapat imam
Syafi'i tersebut. Sungguh pun demikian, jika diperhatikan dengan
seksama, pendapat-pendapat para imam di kalangan madzhab
Syafi'i RA. tersebut tidak keluar dari (koridor) madzhab Syafi'i. Hal
itu bisa dilakukan dengan istimbath (menggali hukum dari nash
Al-Qur'an dan hadis), qiyas (analogi), memilih kaidah (
ushuliyah) yang dirumuskan oleh Imam Syafii,atau karena ada
hadis yang shahih, karena Imam Syafi'i telah berkata, "Jika ada
hadis yang shahih, maka itulah madzhabku".

137



BAGIAN KEDUA: MUI dan Kelembadaan Fatwa di Indonesia

3. Syaikh Nawawi al-Bantani (dalam Nihayah al-Zain):
SO Ji cmdall o e a8 BlS G 8 Jlase S Sl Jise ol J8
Al 8Y La i) S g JB aaly Chiia ) Lerdn g aal 6l 8IS s
Ay JLaiiy) b aguany Jal

"Ibnu 'Ujail al-Yamani berkata; Ada tiga masalah zakat yang
difatwakan oleh para ulama madzhab Syafi'i, berbeda dengan
pendapat (hasil ijtihad) Imam Syafii. Yaitu tentang
diperbolehkannya memindahkan harta zakat (dari daerah orang
yang membayar zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada
orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqgin) yang
mukim di luar daerah muzakki; menyerahkan zakat hanya
kepada satu orang dan menyerahkannya kepada satu kelompok
(penerima zakat)".

Apabila jawaban terhadap suatu masalah agama tidak
dapat dicukupi oleh nash gath’i dan pendapat yang ada dalam al-
kutub al-mu‘tabarah, maka untuk memberikan jawaban terhadap
permasalahan tersebut dilakukan melalui pendekatan manhaji.
Pendekatan manhagji dilakukan melalui ijtihad jama’i dengan
menggunakan metode: al-jam’u wa al-taufig, tarjihi, ilhagi dan
istinbathi.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam
madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha
penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab
melalui metode al-jam’u wa al-taufiq. Jika usaha al-jam’'u wa al-
taufig tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui
metode tarjihi, yaitu dengan menggunakan metode mugqgaranatu
al-madzahib dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul figh
al-mugaran untuk memilih pendapat yang paling rajah (unggul),
karena memilih pendapat yang paling rajah merupakan suatu
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keharusan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab [l'anah al-
Thalibin:

b gl Gy WSall e VoAl e plaal) #3all ol el JE Ay
Lo Cadlay aSall (e @l a5 cJUal 5 43 518 (0 a0 (8 Sl a7 jem g a3l
e o cnsly qral i 153 o cpaginall e can sl s ol 0 ) J il

A darll agile Cing Lad aa s

1

‘Imamal-'lraqi dan Ibnu Shalah berkata, bahwa ulama telah ijma
(consensus/sepakat) tentang tidak diperbolehkannya menetapkan
hukum berdasarkan pendapat yang tidak unggul dalam madzhab.
Ungkapan senada juga disampaikan dalam fatwa-fatwa Imam al-
Subki dan dipaparkan secara panjang lebar. Menurut penilaian
beliau, menetapkan hukum berdasarkan pendapat yang tidak
unggul dalam madzhab adalah bertentangan dengan Al-Qur‘an
yang diturunkan oleh Allah SWT, karena Allah mewajibkan para
mujtahid untuk mengambil pendapat yang rajah serta mewajibkan
yang lain untuk mengikuti mereka dalam hal-hal yang wajib untuk
dilaksanakan".

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri berbagai
pendapat yang ada adalah sangat berbahaya karena hal itu berarti
membiarkan masyarakat memilih salah satu gaul tanpa prosedur,
tanpa batasan dan patokan (&lsa Y5 253a 3), Oleh karena itu,
menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi
untuk memilih gaul yang rajah untuk dijadikan pedoman bagi
masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada gaul yang
menjelaskan secara persis dalam al-kutub al-mu’tabarah namun
terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya
dilakukan melalui metode ilhagi, yaitu menyamakan suatu
masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-
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mu’tabarah. Hal ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam
syarhu al-Faraid al-Bahiyyah :

Slad) bl ey (Bl al) call ) glll e S8 AL ) o el 2 dleY) JB
e Ll a8a o) 5580 e ol W jildany Jilual)

"Imam Abdurrahman ibn Ziyad yang mentransfer dari pendapat Syeh
Zainuddin al-'Iraqi berkata; Menyamakan suatu masalah (yang
belum ada ketentuan hukumnya) dengan masalah yang memiliki
kesamaan (dan telah ada ketentuan hukumnya) adalah lebih baik
daripada membuat hukum sendiri".

Metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan
dengan metode ilhaqi karena tidak ada mulhagq bih dalam al-kutub
al-mu’tabarah. Istinbathi dilakukan dengan melakukan metode
qgiyasi (s~ &), istishlahi (<), istihsani (Slssisl)dan sadd al-
dzari'‘ah (A=Y 1), Secara umum penetapan fatwa harus pula
memperhatikan kemaslahatan umum (masalih ‘amah) dan
magqashid al-syari’ah.

Optimalisasi Fatwa MUI

Karena posisinya yang strategis tersebut, maka MUI harus
memanfaatkannya untuk mengabdikan dirinya sebagai lembaga
yang paling mengayomi seluruh umat Islam Indonesia. Dalam hal
munculnya persoalan-persoalan masyarakat yang memerlukan
jawaban, MUI harus segera merespon dengan membahasnya dari
berbagai sudut pandang, sehingga masyarakat tidak menunggu
terlalu lama.

Agar kinerja MUI dalam memberikan fatwa optimal,
beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:
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1. MUI (khususnya Komisi Fatwa dan LP POM) harus diisi oleh
para ulama yang memiliki integritas moral (berakhlak mulia)
dan benar-benar menguasai ajaran agama Islam dalam segala
aspeknya, baik aspek agidah, syari'ah maupun akhlak atau
tasawuf, baik aspek ibadah, mu'amalah, munakahah, maupun
jinayah dengan semua cabang pembahasannya yang
bersumber langsung dari Al-Qur'an, Sunah dan kitab-kitab
yang mu'tabatr.

2. Sarana dan prasarana, seperti informasi yang utuh tentang
persoalan yang timbul, penelitian-penelitian, serta referensi-
referensi lain. Bila perlu, MUl memiliki laboratorium khusus
untuk Komisi Fatwa.

3. Metode pengambilan keputusan (ijtihad) harus dilakukan
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum
Islam, serta dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat
dari para pakar yang terkait dengan permasalahan yang
timbul, apakah ia dokter, ahli kimia, dan lain-lain.

Maka tantangan MUI selanjutnya adalah bagaimana MUI
dapat melibatkan sebanyak mungkin ulama (dari berbagai aliran)
dan cendekiawan (yaitu para intelektual/ilmuwan yang ‘non
agama’) dalam mengkaji suatu persoalan sehingga keputusan
yang dihasilkan mendekati “ljma Ulama Indonesia”. Hal ini untuk
menghindari kelemahan fatwa di masa lalu sehingga fatwa yang
dihasilkan, selain merujuk pada syariat, juga akan lebih scientific.

Tantangan kedua adalah bagaimana MUI dapat mengelola
hubungannya dengan pemerintah sehingga independensi MUI
tetap terpelihara. Ini penting karena adanya anggapan miring
bahwa keberadaan MUI adalah wujud keinginan negara untuk
mengkooptasi umat Islam. Jika MUl mampu mempertahankan
independensinya, sekaligus menjaga hubungan baik dengan
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pemerintah, maka masyarakat akan percaya bahwa MUl memang
ada untuk mereka. Dengan demikian, keberadaan MUI akan
semakin diterima semua pihak, sehingga fatwa-fatwa yang
dikeluarkan pun akan menjadi rujukan masyarakat maupun
pengelola negara.

Selain itu, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah
bagaimana agar produk fatwa yang telah dihasilkan bisa sampai
kepada masyarakat luas, sehingga fatwa itu akan dijalankan secara
optimal dan efektif.

Sayangnya, akibat pengaruh modernisasi  terjadi
pergeseran hubungan komunikasi antara ulama dan masyarakat.
Jika pada masa lalu, ulama menjadi referensi tunggal masyarakat
dalam menghadapi segala problem kehidupan, kini perlahan
'hanya' sebagai panutan masyarakat dalam soal-soal yang
berhubungan dengan moral keagamaan. Bila dulu masyarakat
berdatangan mengadu kepada ulama, sekarang para ulama yang
mesti turun gunung membenahi kondisi moral spiritual
masyarakat; bila dulu umat 'meminta fatwa', maka kini ulama yang
'menyerukan fatwa'.

Dalam situasi yang demikian, maka persoalan pokok
sebenarnya berupa komunikasi antara umat dan MU, di samping
ketiadaan kekuasaan untuk 'memaksakan’ fatwa-fatwa MUL.
Karena itu, maka MUl harus senantiasa membuka ruang
komunikasi yang sistematis dan kontinyu dengan masyarakat. MUI
secara terus menerus harus meyakinkan kepada masyarakat
(termasuk DPR/D) dan pemerintah bahwa fatwa MUl merupakan
hasil dari pengkajian yang mendalam atas persoalan yang sedang
terjadi dan merupakan solusi terbaik bagi mereka.

MUI juga harus membuka akses yang semudah-mudahnya
bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan
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fatwa yang telah dikeluarkan. Bila perusahaan memiliki saluran
telepon, SMS, atau akses melalui internet untuk pelayanan
konsumen, maka MUl juga bisa melakukannya—untuk
melengkapi penerbitan brosur, pamflet, media dan buku yang
selama ini dilakukan—sehingga MUI bisa diajak ‘berdialog’ di
mana saja dan kapan saja.

Selain dengan cara-cara yang resmi, seperti mendatangi
DPR/D, pemerintah, maupun kantor media massa, maka cara-cara
di atas akan lebih memasyarakatkan fatwa (dan sekaligus
lembaga) MUI, sehingga kemudian terbentuk opini bahwa fatwa
MUI merupakan fatwa yang dihasilkan melalui jalan terbaik
sekaligus pilihan terbaik bagi masyarakat.

Wallahu A'lam

Catatan Akhir

! Menurut para ahli sejarah, perkembangan peradaban manusia
terbagi menjadi tiga periode, yaitu; zaman klasik, pertengahan dan
modern. Lihat Prof. Dr. Harun Nasutuion, Islam Rasional, (Bandung: Mizan,
1995), Cet. ke lll, h. 409; Prof. Dr. A. Sartono Kartodirjo, Ungkapan-
Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur Penjelasan Berdasarkan
Kesadaran Sejarah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986), h. 4.
Pembagian ini didasarkan pada sejarah peradaban bangsa Eropa (Barat),
karena menurut Ranke, sejarah dunia adalah sejarah bangsa Barat.
Hingga kini, sejarah boleh dikata masih bersifat Eropa sentris. Segala
peristiwa selalu ditinjau dari sudut pandang Eropa. Sejarah dari berbagai
dunia lain hanya disebut-sebut selama ada hubungannya dengan sejarah
Eropa. Lihat K. Jaspers, The Origin and Goal of History, (London, tp. 1953),
h. XIV. Sementara itu menurut Alvin Toffler, perkembangan peradaban
manusia terbagi menjadi tiga gelombang. Gelombang Pertama,
Peradaban Agriculture yang berlangsung selama sepuluh ribu tahun
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sejak terjadinya revolusi pertanian pada sekitar 8000 tahun sebelum
Masehi hingga abad ke-17 Masehi. Gelombang Kedua, Peradaban
Industrial yang berlangsung selama 300 tahun, sejak dimeletusnya
revolusi industri pada abad ke-17 Masehi, hingga abad ke-20. Gelombang
Ketiga, Peradaban yang namanya masih diperselisihkan para abhli.
Zbigniew Brzezinski menyebutnya "abad teknetronik”, Dabiel Bell,
seorang ahli sosiologi menyebutnya "masyarakat pasca industrial", para
futuris Soviet menyebutnya "revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi",
saya (Alvin Toffler) menyebutnya "masyarakat super industrial”,
sedangkan para ahli yang lain ada yang menyebutnya "abad ruang
angkasa", "abad informasi", di samping ada juga yang meyebut "abad
elektronika". Lihat Alvin Toffler, Gelombang Ketiga, terjemahan dari "The
Thrid Wafe" oleh Dra. Sri Koesdiyanrinah, (Jakarta: PT. Panja Simpati,
1988), h. 23-30. Sebagian pakar yang lain menyebut abad sekarang ini
sebagai Abad Posmodernisme. Lihat Ernest Gellner, Menolak
Posmodernisme Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme
Religius, terjemahan dari "Postmodernism, Reason and Religion" oleh
Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina, (Bandung: Mizan, 1994), h. 11-12.

2 KH. Makruf Amin, Menanggulangi Terorisme dengan Iman, Editor
Abdurrauf, Tim Penangulangan Terorisme, 2007, h. 84-88.

3 Drs. Achmad Fachruddin, M.Si. Islam Moderat Di Tengah
Benturan Pemikiran Islam Kontemporer, PT. Barokah Mediatama
Nusantara, Jakarta, 2011, h. 89.

4 Wahbah al-Zuhaili, al-Wasith fi Ushul al-fighi, (Damaskus: al-
Mathba'at al-limiyyat, 1969), h. 605-606. Lihat juga Ali Hasabullah, Ushul
al-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Dar al-Maarif, 1964), h.20.

> Harun Nasution, “Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam”,
dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (Ed), Cita dan Citra Muhammadiyah, (Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1985), h. 13-14.

¢ Louis Ma'luf, al-Munjd fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.
105-106.

7 Wahbah al-Zuhaili, Op.Cit., h. 590.
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& Lihat Harun Nasution, “ ljtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam” dalam
Haidar Baqir (Ed), litihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1988), h. 112.

° Al-Amidi, Al-*lhkam ii Ushal al-*Ahkdm (TT: Dar al-Fikr, 1981), juz Ill,
h. 204.

° Al-Ghazali, Al-Mustashfa min’limi al-Ushdl, (Kairo: Sayyid al-
Husain, T.Th.), h. 478.

" Uraian mengenai masalah ini dapat dilihat dalam Fathi al-Darimi,
al-Mandhij al-Ushadliyyah fi al-"ljtihadd bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’ al-"Islami
(Damascus: al-Syirkah al-Muttahidah, 1985), h. 11.

12 Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘llmi al-'Ushdl (Kairo: Sayyid al-
Husain, T.Th), h.478.

13 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhdl “ila Tahqiq al-Haqqi min ‘limi al-*Ushal
(Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa’ad Ibn Nabhan, T.Th.), h. 250.
Bandingkan dengan definisi ijtihad yang dikemukakan oleh Abd. al-
Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri’ al-"Islami fima Ia Nashsha fihi, (Kuwait:
Dar al-Qalam, 1972), h. 7.

' Al-Syatibi, Al-Muwdfaqat fi “Ushdl al-"Ahkdm (TT: Dar al-Fikr,
T.Th.), juz IV, h. 90.

> Al-Juwaini, al-Burhdn fi *Ushdl al-Figh (Kairo: Dar al-Anshar, 1400
H.), juzl, h. 295 dan Juz I, h. 923-964.

¢ Al-Ghazali, Syifa* al-Ghalil fi Bayani al-Syibh wa al-Mukhil wa
Masdlik al-Ta’lil (Baghdad: Mathba’at al-Irsyad, 1971), h.159. Bandingkan
dengan al-Mustashfd., juz |, h. 286-291.
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OTORITAS FATWA DALAM KONTEKS
MASYARAKAT DEMOKRATIS:

Tinjauan atas Fatwa MUI Pasca Orde Baru

Qomarul Huda

Pendahuluan

Fatwa berasal dari bahasa arab al-ifta” yang secara
sederhana dapat diartikan sebagai “pemberian keputusan”.
Pemberian keputusan dalam hal ini adalah yang terkait dengan
masalah penyelesaian persoalan hukum dalam Islam. Karena itu
dilihat dari prosesnya, fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum
yang dibuat secara mudah (asal-asalan), tetapi ia ditetapkan
dengan melalui prosedur yang sulit dan ketat karena terkait
dengan pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat atau
memberikan fatwa (jjazah al-ifta’), metode pembuatan fatwa (al-
istinbath) dan kode etik fatwa (adab al-ifta’).

Apalagi untuk mempunyai hak otoritas mengeluarkan fatwa
(mufti), seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang secara
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moral dan ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya
untuk dapat disebut sebagai seorang mufti, dia harus dapat
menunjukkan  kemampuan individualnya terkait dengan
pemahaman pelbagai aspek hukum Islam dan dalil-dalil yang
menopangnya. Di samping itu dia juga harus mendapatkan
pengakuan secara sosial dan moral dari masyarakat, yang biasanya
ditandai dengan adanya permintaan fatwa (istifta’) kepadanya.

Dalam konteks tradisi yang berlaku di Indonesia, sulit untuk
menemukan seseorang yang diyakini oleh masyarakat memiliki
kemampuan individu untuk menjadi mufti atau imam. Hal ini
berbeda dengan tradisi yang terdapat di sebagian negara muslim
lain seperti Mesir, Arab Saudi maupun Iran yang masyarakatnya
masih memberikan pengakuan terhadap seorang mufti secara
individual. Namun di negara seperti Indonesia pihak yang
dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi mufti saat ini
adalah berupa lembaga (organisasi) keagamaan, misalnya
Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dengan tradisi tarjih-nya,
Nahdhatul Ulama (NU) melalui tradisi Bahtsul Masail-nya, maupun
MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Komisi Fatwa-nya.

Di antara lembaga-lembaga keagamaan di atas salah satu
yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia
(khususnya masyarakat muslim) adalah MUI. Sebagai sebuah
lembaga fatwa, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Atho
Mudzhar, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah
satu lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas
yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan
(mufti) sebagai tempat rujukan bagi masyarakat muslim
Indonesia.' Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Siti
Musdah Mulia, yang menyatakan, bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki
makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia.? Kenyataan
selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat
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secara hukum, tetapi dalam prakteknya selalu dijadikan rujukan
berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sini diperoleh fakta bahwa fatwa Majelis Ulama
Indonesia memberikan pengaruh  bagi tatanan  sosial
kemasyarakatan  bangsa Indonesia  secara  keseluruhan
menunjukkan dua hal penting: Pertama, fatwa-fatwa MUl memiliki
makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat
Islam. Kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI
tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering
dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat
demikian kuat, meniscayakan MUI untuk responsif atas dinamika
dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang
dikeluarkan diharapkan sejalan dengan kemaslahatan mereka.?

Salah satu faktor yang menjadikan fatwa MUl demikian
penting dan mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat adalah
faktor proses lahirnya oraginasasi ini. Secara historis lembaga MUI
dibentuk pada masa pemeritahan Orde Baru di bawah rezim
Soeharto. Presiden Soeharto sendiri yang mengusulkan, agar di
Indonesia dibentuk sebuah organisasi ulama. Terkait usulan
pendirian MUI ini, presiden secara terus terang mengemukakan
dua alasan; Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin
bersatu. Kedua, munculnya kesadaran pemerintah bahwa
permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat
diselesaikan tanpa melibatkan peran para ulama.*

Akhirnya pada tanggal 21-27 Juli 1975, MUI dibentuk melalui
wadah Muktamar Ulama yang dihadiri oleh para wakil Majelis
Ulama Daerah (yang lebih dahulu dibentuk), para wakil pengurus
pusat sepuluh organisasi Islam, sejumlah ulama bebas
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(independen) dan juga hadir 4 (empat) orang ulama dari Dinas
Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut,
dan POLRI?

Keterlibatan pemerintah dalam proses kelahiran MUI
sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh beberapa pihak bahwa
MUI telah menjadi organisasi semi-negara, dalam arti secara
struktural MUI tidak termasuk dalam lembaga resmi negara,
semacam DPR atau Komas HAM, tetapi lembaga ini didanai oleh
pemerintah melalui Departemen Agama, dan mendapatkan
dukungan dari negara.® Kondisi semacam ini yang menyebabkan
MUI memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Posisi
MUI yang relatif dekat dengan pemerintah tersebut, kemudian
menjadikan MUI sebagai organisasi yang mempunyai pengaruh
lebih luas dibanding organisasi independen, seperti NU atau
Muhammadiyah.’

Hal tersebut dapat dilihat ketika MUl mengeluarkan fatwa
akan lebih mendapatkan perhatian dan pengaruhnya lebih kuat
bagi masyarakat jika dibandingkan dengan fatwa lembaga-
lembaga lainnya. Karena suatu keputusan akan mempunyai
pengaruh yang kuat atau tidak, sangat tergantung pada relasi
kuasa (power relations) di negara/masyarakat yang bersangkutan.
Pemikiran (wacana) yang dikeluarkan oleh seseorang tanpa latar
belakang organisasi tertentu akan berbeda dengan seorang tokoh
yang memimpin sebuah organisasi besar. Demikian juga fatwa
yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi yang mempunyai relasi
kuat dengan kekuasaan negara akan mempunyai dampak yang
berbeda dengan sebuah organisasi yang tidak mempunyai relasi
yang dekat dengan kekuasaan negara. Maka dari itu, fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi semacam
Muhammadiyah, NU ataupun Persis.®
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Pasca Orde Baru telah terjadi pergeseran peran MUI dalam
negara dibanding sebelumnya. Jika pada masa rezim Orde Baru
MUI cenderung dinilai sebagai lembaga ulama yang berperan
menijustifikasi agenda-agenda politik rejim Orde Baru (pro status
quo), namun pada perkembangan selanjutnya keputusan-
keputusan fatwanya dinilai mencerminkan adanya proses
radikalisasi Islam yang menjadi salah satu fenomena keislaman
Indonesia pasca Orde Baru.? Kondisi perubahan sosial dan politik
terutama sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru disinyalir
juga telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Apalagi perkembangan sosial politik tersebut juga diikuti
dengan perubahan perkembangan pemikiran keagamaan, yang
ditandai dengan munculnya aliran-aliran pemikiran kegamaan
yang bearneka ragam. Kondisi ini berbeda tatkala rezim Orde Baru
masih berkuasa, yang menerapkan kebijakan secara ketat bagi
tumbuh kembang pemikiran keagamaan, terutama terkait relasi
antara negara dan agama. Tetapi sejak rezim Orde Baru tumbang,
umat Islam Indonesia telah mendapatkan kesempatan yang
terbuka untuk mengekspresikan pemikiran keagamaanya.
Kecenderungan pemikiran Islam di Indonesia yang secara garis
besar antara lain dapat disebutkan:

Pertama, munculnya kencenderungan ajaran-ajaran yang
dianggap sesat menurut mainstreem ajaran Islam. Contoh ajaran-
ajaran ini antara lain Ahmadiyah.

Kedua, munculnya kecenderungan pemikiran yang
cenderung liberal yang mengusung ide demokrasi, liberalisme,
sekularisme maupun pluralisme.
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Ketiga, menguatnya kelompok-kelompok agama yang
bersifat literer dan formalis yang mengusung ide formalisasi
syariah Islam di Indonesia.

Keempat, maraknya aliran-aliran kepercayaan yang
dipandang telah menyimpang dari minestream ajaran Islam,
seperti aliran al-Qiyadah, Lia Eden dan lain-lain.

Perubahan sosial politik dan juga munculnya konsep
pemikiran keagamaan di atas telah mempunyai pengaruh cukup
signifikan terhadap munculnya fatwa-fatwa MUI pasca Orde Baru.
Bahkan beberapa fatwa telah menimbulkan kontroversial bagi
masyarakat Indonesia, ketika MUl mengeluarkan 11 fatwa pada
tanggal 24-29 Juli 2005 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS).
Sebelas fatwa tersebut antara lain membahas tentang
pengharaman (larangan) doa bersama antar komunitas agama,
pernikahan beda agama, warisan beda agama, imam sholat
perempuan, konsep pluralisme agama, liberalisme dan
sekularisme dan fatwa yang menyebabkan dampak luas bagi
masyarakat Indonesia yaitu fatwa penyesatan aliran Ahmadiyah
dan larangan penyebarannya di Indonesia.'®

Dari fatwa-fatwa tersebut memang tidak semua
mendapatkan respon yang negatif (kritik) dari masyarakat."
Namun di antara fatwa-fatwa itu, ada beberapa fatwa yang banyak
mengundang tanggapan dari masyarakat muslim Indonesia. Salah
satunya adalah fatwa tentang larangan penyebaran ajaran
Ahmadiyah yang dianggap sesat, karena ajaran ini mengakui
kenabian Mirza Ghulam Ahmad setelah Rasulallah, yang dianggap
menyimpang dari doktrin Islam arus utama.'? Selain fatwa tentang
Ahmadiyah fatwa mengenai larangan terhadap konsep pluralisme
agama, liberalisme dan sekularisme juga memantik perdebatan
dari berbagai kalangan.
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Berbagai ragam pendapat muncul, baik yang pro maupun
yang kontra terhadap fatwa-fatwa tersebut, baik yang bersifat
pribadi atau mengatasnamakan lembaga organisasi tertentu.
Komentar yang pro dengan fatwa tersebut mengatakan bahwa
fatwa MUI tersebut sudah sangat tepat dalam rangka untuk
menyelamatkan akidah Islamiyyah dari pemikiran-pemikiran
liberal yang sesat dan dianggap syirik. Sementara komentar yang
kontra mengatakan bahwa MUI telah melanggar hak-hak asasi
kebebasan beragama dan juga hanya melakukan pendefinisian
sepihak mengenai pengertian pluralisme, liberalisme maupun
sekularisme, sehingga maksud konsep-konsep tersebut berbeda
dengan apa yang dimaksud oleh kalangan yang pro mengeanai
paham pluralisme.

Salah satu sebab yang memicu terjadinya kontroversi
terhadap wacana pluralisme karena adanya perbedaan definisi
mengenai konsep tersebut. Definisi pluralisme agama versi MUI
adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama
adalah sama, dan karenanya kebenaran agama adalah relatif, oleh
sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa
hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain
salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama
akan masuk dan hidup berdampingan di surga”."

Padahal beberapa kalangan memahami arti pluralisme
agama tidak sebagaimana yang dipahami MUI. Maka dari itu,
definisi sepihak oleh MUI tentang pluralisme agama di atas telah
mengundang kritik beberapa kalangan cendikiawan, semisal M.
Dawam Rahardjo yang mengatakan MUI telah salah
mendefinisikan tentang pluralisme agama.”” Demikian juga
Azyumardi Azra menilai bahwa dalam proses penyusunan fatwa,
MUI seharusnya tidak sekadar mencari pertimbangan berdasarkan
kajian fikih. Sebab persoalan masyarakat modern sangat kompleks,
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sehingga seharusnya mencari masukan dan pertimbangan dari
pakar berbagai disiplin ilmu misalnya pakar politik, sosiologi,
psikologi dan lain-lain. Selain itu, penetapan fatwa harus
mempertimbangkan dimensi budaya, sosial, agama dan lain-lain
dalam konteks kebangsaan. Syafi'i Anwar mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan Pluralisme agama bukanlah bermaksud
untuk menyamakan agama, namun hanya sebatas mutual respec
(saling menghormati). Sementara pluralisme dalam pandangan
Ulil Absar Abdala adalah sikap positif dalam menghadapi
perbedaan dan sikap ingin belajar dari yang lain yang berbeda.'®

Mencermati fenomena lahirnya beberapa fatwa MUI yang
mengundang kontroversi di atas, kelihatannya ada permasalahan
yang sedang dihadapi oleh lembaga yang mempunyai otoritas
agama seperti MUI. Permasalahan yang pertama adalah proses
penggunaan otoritas yang dimiliki oleh MUI mungkin tidak
berjalan secara tepat, dan mengarah pada sifat-sifat
otoriterianisme (kesewenang-wenangan). Indikasi adanya sifat
otoriterianisme dapat dilihat dari adanya sebuah sikap yang
menutup peluang bagi pendapat lain yang berbeda dalam
memahami ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadis), dan menentukan
sebuah kebenaran penafsiran secara sepihak.

Berpijak pada argumen yang dikemukakan oleh Khaled M.
Abou el-Fadl, bahwa apa yang dicapai oleh manusia dalam hal
beragama tidak lebih dari pemahaman atau penafsiran yang
bersifat otoritatif atas ajaran-ajaran agamanya. Pemahaman yang
otoritatif adalah jika seseorang atau lembaga tidak menutup bagi
penafsir lain untuk berbeda interpretasi tentang suatu ajaran
agama. Oleh karena itu, klaim sewenang-wenang sebagai yang
paling benar sejauh mungkin harus dihindarkan, kalau tidak, maka
seseorang atau lembaga agama dapat terjerumus ke dalam
kubangan otoritarianisme."”
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Masih menurut Abou el-Fadl, bahwa meskipun seseorang,
organisasi, lembaga atau apapun namanya, yang secara normatif
mempunyai otoritas, namun jika tanpa diiringi dengan proses
komunikasi yang baik antara pemegang otoritas dengan penerima
perintah, tidak akan mampu melahirkan keputusan yang baik
(maksimal).'® Misalnya otoritas seorang dosen, dia adalah seorang
“pemangku” dan sekaligus “pemegang” otoritas’ atas
mahasiswanya.

Dosen secara normatif sebagai pemangku otoritas, karena
telah ditetapkan oleh kampus melalui Surat Keputusan (SK),
sementara dia sebagai pemegang otoritas, karena secara
kualifikasi dia mempunyai keahlian (kapabilitas) akademis,
sehingga mahasiswa menaruh kepercayaan kepadanya untuk
keperluan studinya. Tetapi kepercayaan yang diberikan oleh
mahasiswa kepada sang dosen tersebut bukan sebuah
kepercayaan total dalam arti dia tidak menyerahkan seluruh
keputusannya kepada sang dosen. Dia hanya akan menyerahkan
sejumlah kepercayaannya kepada sang dosen dan memberikan
dia wewenang untuk membantu dalam  menentukan
keputusannya. Karena itu tatkala sang dosen membantu
mahasiswanya dalam pengambilan keputusan tersebut harus
melalui penjelasan dan penalaran yang jelas dan logis. Dan apabila
sang dosen tersebut gagal menjelaskan alasan di balik
argumennya, maka secara otomatis otoritasnya di hadapan
mahasiswanya tersebut akan berkurang atau bahkan hilang.
Sebaliknya ketika seorang mahasiswa merasa puas dengan apa
yang disarankan oleh dosennya, maka kepercayaan mahasiswanya
akan semakin kuat dan begitu juga sang dosen mempunyai
otoritas yang kuat bagi mahasiswanya tersebut. Tetapi otoritas
seorang dosen atas mahasiswanya itu, secara normatif hanyalah
kekuasaan untuk memberi nasihat kepada mahasiswa, bukan
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kekuasaan untuk memaksa.”’ Sehingga dalam pemberian dan
penerimaan otoritas antara sang dosen dengan mahasiswa
tersebut telah terjadi proses dialog yang logis, terbuka dan
demokratis, tanpa ada unsur represif, yang disebut oleh Abou el-
Fadl dengan istilah otoritas persuasif.’’ Dalam perspektif otoritas
persuasif ini, sebuah otoritas akan dapat memperoleh kekuataanya
setelah adanya proses dialog atau komunikasi antara pemangku
otoritas (dosen) dengan penerima otoritas (mahasiswa).

Fatwa-fatwa MUl yang mengundang kontroversi tersebut
apakah menandakan adanya kegagalan dalam proses penerapan
otoritas yang dimaksud oleh el-Fadhl? Munculnya kontroversi
tersebut karena disebabkan adanya komunikasi yang tidak baik
antara pemegang otoritas (MUI) dengan penerima perintah dalam
hal ini adalah masyarakat muslim)?

Permasalahan yang kedua adalah dalam rangka untuk
menjaga langgengnya otoritas lembaga seperti MUI, maka setiap
fatwa yang dirumuskan seharusnya didasarkan pada landasan
etika. Etika yang secara bahasa dimaknai dengan “sistem prinsip-
prinsip moral” dan secara istilah dapat diartikan sebagai nilai
mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.?? Dalam pengertian ini, etika dapat dipakai dalam arti
nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya
atau dengan kata lain ia sebagai kumpulan asas atau nilai moral
yang berupa kode etik.”* Maka dalam konteks ini, MUl dirasa
sangat memerlukan adanya rumusan kode etik berfatwa, karena
untuk memberikan rambu-rambu pembatas sebagai pencegah
terjadinya kesewenang-wenangan yang barangkali sangat
mungkin akan muncul dalam masyarakat yang prural seperti
negara Indonesia. Apalagi secara umum sifat fatwa MUI juga dapat
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dibedakan menjadi dua macam, yaitu fatwa yang terkait dengan
kehidupan internal umat Islam (privat), misalnya mengatur tata
cara beribadah. Selain itu ada fatwa yang bersifat publik, yaitu
fatwa yang mengatur kehidupan umat Islam dengan komunitas
agama lain di Indonesia, misalnya fatwa tentang hukum nikah
beda agama, hukum berdoa bersama dengan komunitas agama
lain, hukum bunga bank dan lain-lain. Maka terutama fatwa yang
terkait dengan ranah publik yang majemuk ini harus dipandu
dengan etika yang berlaku.

Fatwa yang bersifat publik lebih berpotensi menimbulkan
resistensi antara komunitas masyarakat, karena ia terkait dengan
tradisi dan hukum bagi komunitas-komunitas lainnya.
Bagaimanapun Indonesia adalah sebuah negara yang plural yang
terdiri beragam suku bangsa dan agama. Setiap suku atau agama
mempunyai sebuah tradisi yang berbeda. Dari gambaran realitas
di atas, fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan kehidupan publik
tidak jarang menimbulkan konflik (pro dan kontra) yang tidak
hanya terjadi dalam komunitas umat Islam sendiri, lebih-lebih
bagi komunitas agama lain yang merasa terdiskriminasi dengan
fatwa tersebut. Karena itu sebuah otoritas fatwa (seperti yang
dimiliki oleh lembaga semacam MUI) akan tetap bersifat otoritatif
dalam masyarakat, bila didasarkan pada kerangka etika bersama.
Sebuah keputusan hukum tidaklah cukup jika hanya berpijak pada
landasan yuridis formal, dengan mengesampingkan landasan etik.
Jika hukum hanya berpijak pada yuridis formal semata, yang akan
terjadi adalah adanya peluang bagi pihak-pihak tertentu yang
akan mengatasnamakan hukum tetapi untuk motif dan
kepentingan yang justru berlawanan dengan unsur-unsur keadilan
hukum, yang pada akhirnya akan menyebabkan pelanggaran hak-
hak asasi seseorang.
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Otoritas dan Implementasi Demokrasi dalam Hukum Islam

Ketika konsep demokrasi menjadi sebuah konsep yang
berlaku dalam masyarakat Islam akan menimbulkan sebuah
pertanyaan, siapa yang memiliki otoritas (kedaulatan) dalam
sistem demokrasi? Pemegang otoritas adalah pihak yang
berwenang untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, layak
untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Sudah menjadi pemahaman umum di kalangan masyarakat
muslim bahwa pihak yang mempunyai otoritas atau kedaulatan
adalah  Tuhan. Beberapa penganut kelompok moderat
berpendapat bahwa otoritas tetap di tangan Tuhan, namun dalam
konteks kehidupan dunia, manusia diberikan kebebasan untuk
menentukan kehendaknya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat
dalam ajaran Islam.**

Model penerapan demokrasi dalam hukum lIslam secara
sederhana pada dasarnya telah ada dalam konsep ijma’
(konsensus). ljma’ dalam pandangan jumhur ulama adalah
merupakan sebuah konsensus yang dilakukan oleh para ulama
(ahli hukum) pada masa tertentu setelah wafatnya Rasuallah saw.
untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu pula.”® Para
ulama melakukan ijma’ jika suatu persoalan tidak ditemukan
landasannya baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Namun dalam
pandangan mazhab Syafi‘iyah, konsep jjma’ tidak hanya terbatas
bagi kalangan mujtahid saja, namun dalam ijma’ juga harus
melibatkan seluruh umat Islam, termasuk mereka dari kalangan
awam.” Sehingga dalam mazhab Syafiiyah, ijma’ mempunyai
otoritas yang cukup kuat yaitu sebagai salah satu dari empat
sumber hukum Islam yang disepakati setelah Al-Qur'an, hadis dan
terakhir giyas (analogi).?’ Dalam konteks demokrasi, konsep ijma’
Syafi'iyah ini sebenarnya yang lebih mendekati pada konsep
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demokrasi, karena melibatkan partisipasi seluruh lapisan
masyarakat.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, konsep ijma’
yang berkembang dalam masyarakat Islam justru konsep ijma’ dari
jumhur ulama, itupun masih ditambah dengan persyaratan-
persyaratan teknis yang ketat dan rigid.”® Sehingga dalam konsep
ijjma’ (versi jumhur ), para ulama mujtahid yang mempunyai
otoritas menggali dan menetapkan hukum Islam, karena
kelompok ini dianggap mempunyai kapabilitas dan telah
memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk
merumuskan hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Abou el-Fadl, bahwa ulama hukum Islam (mujtahid) mengklaim
diri sebagai pemilik otoritas dalam hukum Islam, hal ini
berlangsung mulai abad ke-4 H (10 M).? Mereka sebagai satu-
satunya pihak yang punya otoritas yang sah untuk menguraikan
hukum Islam dan menentukan materi hukumnya, sementara
negara berfungsi hanya sebagai pelaksana hukum bagi
masyarakatnya.

Pada awalnya ahli hukum Islam mempunyai kekuatan
independen dan mampu menjaga jarak dengan negara karena
mereka berada di luar lingkaran birokrasi kekuasaan. Di samping
mereka memberikan legitimasi terhadap para penguasa, mereka
juga melakukan oposisi terhadap kebijakan-kebijakan penguasa
yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Mereka juga
berperan sebagai juru bicara masyarakat (publik) dan juga sebagai
pengontrol kebijakan negara. Namun dalam perkembangan
modernitas selanjutnya, peran ahli hukum yang semula berfungsi
sebagai “juru bicara publik” semakin tereduksi dan bahkan hilang,
seiring dengan banyaknya ulama yang mencoba masuk dalam
lingkaran birokrasi negara. Kalau masa sebelumnya mereka
pemberi legitimasi yang sifatnya “sebagai pengontrol” terhadap
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kebijakan negara, selanjutnya berubah menjadi pemberi legitimasi
yang sifatnya “sebagai penjustifikasi” terhadap kebijakan negara.
Sehingga peran mereka berubah menjadi “juru bicara negara”
yang sekaligus menyebabkan kehilangan daya kontrolnya
terhadap negara.*® Peran ahli hukum seperti di atas dalam konteks
negara Indonesia diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI selama ini adalah sebagai lembaga resmi yang mempunyai
wewenang mengeluarkan fatwa hukum dan sekaligus pemegang
otoritas hukum Islam atas umat Islam yang legitimated di
Indonesia, sehingga fatwa yang dianggap sah oleh negara adalah
fatwa yang dikeluarkan oleh MUl ini.

Pemegang Otoritas

Berbicara mengenai otoritas, Abou el-Fadl membagi otoritas
menjadi dua bagian yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas
yang bersifat persuasif3' Otoritas koersif merupakan kemampuan
untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk,
memanipulasi, mengambil keuntungan, mengancam bahkan
sampai menghukum sehingga orang yang berakal sehat
mengambil kesimpulan bahwa untuk tujuan praktis, seseorang
atau masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali harus
menurutinya. Sedangkan otoritas persuasif melibatkan kekuasaan
yang bersifat normatif. Otoritas ini merupakan suatu kemampuan
untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar
kepercayaan.*

Sementara masih dalam konteks otoritas ini, Abou el-Fadl
mengutip terminologi R.B. Fridmen yang membedakan antara
“memangku otoritas” (being in authority) dan “memegang otoritas”
(being an authority)* Menurut Fridmen, “memangku otoritas”
artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang
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memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan.
Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan
cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan
kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah
atau arahan. Dalam kasus ini tidak dikenal adanya “ketundukan
keputusan pribadi”, karena seseorang dapat saja berbeda
pendapat dengan orang yang memangku otoritas, namun dia
tidak punya pilihan lain kecuali harus mentaatinya. Kesadaran
pribadinya tidak terpengaruh oleh ketundukannya kepada pihak
yang memangku otoritas. Alasannya, bahwa kesadaran individu
dipandang tidak relevan karena adanya pengakuan bahwa mereka
yang memangku otoritas harus ditaati.**

Seseorang atau masyarakat boleh tidak sependapat dengan
sebuah perintah, tetapi mereka harus mengakui pihak pemangku
otoritas tersebut. Sementara mentaati pihak “pemegang otoritas”
melibatkan semangat yang berbeda. Seseorang meninggalkan
pendapatnya dan tunduk kepada pemegang otoritas, karena dia
dipandang memiliki ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan
kompetensi terhadap suatu bidang tertentu. Kemampuan khusus
yang dimiliki pemegang otoritas itulah yang dijadikan alasan
seseorang untuk tunduk dan melakukan saran-saranya, meskipun
dia tidak memahami terhadap semua dasar argumentasi ucapan
atau saran-saran tersebut. Fridmen membuat gambaran (contoh)
bentuk ketaatan terhadap pemangku otoritas adalah ketaatan
seseorang atau masyarakat terhadap otoritas seorang polisi,
sedangkan ketaatan terhadap pemegang otoritas adalah ketaatan
terhadap tukang memperbaiki pipa.*®

Dalam pandangan Fridmen tidak dikenal istilah otoritas
persuasif sebagaimana pandangan Abou el-Fadl, karena antara
otoritas dan persuasi harus dibedakan. Menurut Fridmen bahwa
otoritas diterima oleh seseorang tanpa harus melalui argument-
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argument rasional dalam bentuk komunikasi. Seseorang tidak
perlu diberitahu tentang manfaat perintah tersebut, karena
dengan sendirinya dia akan menerima pihak pemberi perintah
tersebut. Lebih lanjut menurut Fridmen, jika seseorang harus
terlebih dahulu menilai substansi dan manfaat dari sebuah
perintah sebelum menganggapnya sebagai sebuah hal yang
otoritatif maka perbedaan antara perkataan yang bersifat otoritatif
dan persuasi (nasihat) rasional akan runtuh. Menurut Fridmen
bahwa perintah atau keputusan yang mengandung otoritas tidak
diperlukan adanya komunikasi dua arah antara pemangku otoritas
dan penerima perintah

Apabila bila mengacu kepada konsep otoritas Fridmen
bagaimana konsep otoritas teks dalam hukum Islam dapat
diterapkan dalam konteks demokrasi, yang melibatkan peran
masyarakat?

Otoritas Teks

Dalam Islam otoritas yang paling tinggi adalah otoritas
Tuhan. Karena selain Nabi Muhammad tidak ada umat Islam yang
mampu berkomunikasi dengan Tuhan dan mengetahui kehendak-
Nya, maka teks Al-Qur'an dan sunah merupakan sarana untuk
mengetahui maksud kehendak Tuhan. Sehingga secara otomatis
teks Al-Qur'an dan hadis mempunyai otoritas tertinggi dalam
Islam sebagai representasi dari otoritas dan kehendak Tuhan.

Namun karena Al-Qur'an dan sunah sifatnya hanya sebuah
teks (benda mati) yang tidak dapat diajak berkomunikasi secara
langsung, sehingga ada teknik tersendiri dalam memahami
otoritas yang dikandungnya (melalui pendekatan interpretasi atau
hermeneutik). Berbeda jika kita mengikuti bentuk otoritas dari
seseorang, kita akan mudah melakukannya dan memahami apa
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yang dimaksud pemegang otoritas tersebut dengan melalui
proses komunikasi (dengan cara pemaksaan atau persuasi).
Sehingga jika terjadi kesalahpahaman antara pemegang otoritas
dan penerimanya akan segera dapat diklarifikasi. Namun tidak
demikian hal dengan penyikapan terhadap sebuah teks. Teks
merupakan objek yang diam dan tidak dapat berbicara, dan dalam
dirinya hanya berupa tanda-tanda yang mencakup banyak makna.
Sehingga pihak pembacanya pun tidak merasa yakin bahwa hasil
pembacaannya terhadap tanda-tanda tersebut sesuai (mendekati
kebenaran) dengan apa yang dimaksud oleh teks itu. Lalu selain
Tuhan siapa yang mempunyai otoritas sebagai pemberi makna
(penafsir) teks dalam konteks demokrasi?

Untuk memetakan antara wilayah otoritas Tuhan (wilayah
hukum Islam) dengan otoritas manusia (wilayah demokrasi) dalam
memahami teks Al-Qur'an dan hadis, maka penulis akan membagi
dua macam otoritas teks, yaitu otoritas teks yang bersifat genuine
(asli) dan otoritas teks yang bersifat artificial (buatan). Otoritas teks
yang bersifat genuine adalah berupa otoritas yang mengacu
kepada bunyi teks, mengacu kepada kedirian teks, sehingga
otoritas ini bersifat normatif*¢, taken for granted (apa adanya),
objektif dan sakral. Otoritas genuine ini mencakup seluruh hakikat
makna dan pemahaman teks, sehingga dalam hal ini yang berhak
menjadi pemegang hak otoritas teks semacam ini hanyalah Tuhan,
karena Dia pihak yang paling tahu akan keseluruhan hakikat
makna-makna teks tersebut. Pengakuan terhadap adanya otoritas
teks yang bersifat genuine ini, oleh Abou el-Fadl diasumsikan pada
basis keimanan umat Islam terhadap Al-Qur’an atau sunah. Basis
keimanan ini digunakan sebagai dasar atau pijakan seorang
muslim ketika dia memahami makna-makna yang terkandung
dalam kedua teks (Al-Qur'an atau sunah) tersebut. Basis keimanan
diperlukan pada diri seorang muslim karena untuk menghindarkan
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dia dari kemungkinan terjadinya pemahaman yang liar dan salah
arah terhadap makna tanda-tanda dan simbol-simbol yang ada
dalam teks-teks itu.

Sedangkan makna otoritas teks yang bersifat artificial
(buatan) adalah berupa otoritas teks yang mengacu keberadaan
teks, berdasarkan hasil dari interpretasi terhadap teks, sehingga
otoritas ini bersifat historis®’, subjektif dan profan. Otoritas artificial
ini dihasilkan dari pemahaman tanda-tanda yang ada dalam teks
tersebut oleh pihak penafsir (interpreter). Tetapi otoritas artificial
ini hanya akan dapat memiliki daya ikat dalam wilayah yang
terbatas. Keterbatasan otoritas atificial ini karena hanya terkait
dengan pihak-pihak yang mau mengakui dan menerimanya,
sehingga bagi pihak yang tidak mau mengakui keberadaannya, dia
tidak akan terikat oleh otoritasnya.

Ketidakterikatan otoritas artificial ini dipengaruhi beberapa
faktor antara lain, karena adanya kemungkinan beragam makna
yang akan muncul dari sebuah teks. Sehingga bagi para
interpreter, peluang untuk berbeda dalam memahami teks yang
sama akan sangat terbuka. Sehingga dari beberapa makna teks
yang muncul tersebut makna mana yang paling benar, dan siapa
yang berhak menilai suatu makna teks itu benar dan salah akan
menimbulkan persoalan tersendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan ragam makna teks pada
pemahaman para penafsir dalam wilayah otoritas teks yang
bersifat artificial ini, baik yang terkait dengan kemampuan dalam
hal penguasaan bahasa, situasi dan kondisi lingkungan mereka
berada, ataupun sudut pandang yang digunakan oleh mereka.
Keragaman pemahaman ini pasti akan memunculkan problem-
problem terkait dengan sebuah kepastian. Dari berbagai macam
pemahaman itu, masyarakat akan dihadapkan pada sebuah
kesulitan untuk menentukan makna mana memiliki posisi yang
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paling otoritatif dan yang akan dijadikan sebagai pedoman.
Apakah keragaman hasil pemahaman tersebut semua akan
dijadikan sebagai otoritas yang akan menjadi sandaran? Tentunya
hal tersebut mustahil dilakukan, kalau kondisi ini terjadi, berarti
akan terjadi ketidakpastian otoritas teks yang akan dijadikan
sebagai pedoman bersama.

Dalam situasi kesulitan seperti ini barangkali konsep
demokrasi dapat diperankan. Artinya bahwa dalam menentukan
sebuah otoritas teks dapat ditetapkan dengan meminta partisipasi
masyarakat untuk menentukannya lewat jalur demokrasi. Jalur
demokrasi ini dimaksudkan untuk menetapkan sebuah kepastian
otoritas teks yang dianggap sesuai dengan keadaan mereka dari
beberapa otoritas teks yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman
bersama dengan persetujuan masyarakat (umat Islam). Saat yang
bersamaan, masyarakat juga dapat menetapkan pihak yang
menjadi pengawal otoritas (pemangku otoritas), sehingga
menetapkan otoritas teks melalui jalur demokrasi akan tercipta
proses dialog dan komunikasi yang baik, tanpa adanya pemaksaan
otoritas melalui ancaman ataupun hukuman dari pihak-pihak
tertentu.

Proses demokrasi ini juga penting untuk mengoreksi
terhadap proses pemberlakuan hukum dalam masyarakat muslim.
Tradisi pemberlakuan hukum dalam masyarakat muslim—selama
ini—paling tidak melibatkan tiga komponen yang tersusun dalam
hirarki kelompok yang disebut sebagai mujtahid, muttabi’ dan
mugqallid. Kelompok mujtahid adalah kelompok mempunyai
kekuasaan otoritatif dalam wilayah hukum Islam. Mereka yang
memiliki otoritas untuk memahami dan menafsirkan teks-teks
dalam Islam. Untuk mencapai taraf mujtahid ini membutuhkan
persyaratan-persyaratan kualitatif yang tidak mudah, terutama
terkait dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu penafisran teks,
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misalnya ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain.®®
Dengan bekal berbagai disiplin keilmuan tersebut kelompok inilah
yang dianggap oleh masyarakat sebagai pihak (selain Tuhan) yang
paling tahu akan pengertian dan maksud teks. Pekerjaan mujtahid
adalah menghasilkan produk hukum dari teks-teks keislaman.
Menilik pekerjaan mujtahid yang begitu berat sehingga para
ulama telah merumuskan persyaratan untuk menjadi seorang
mujtahid dengan item-item yang banyak sekali dan seakan-akan
mustahil untuk dicapai oleh seseorang pada saat ini.

Persyaratan yang begitu berat untuk seorang mujtahid
karena terkait dengan tanggung jawab berat yang mereka emban,
yaitu sebagai agen penafsir dan pemaham teks. Kelompok
mujtahid ini yang akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat
terkait dengan masalah-masalah hukum Islam dan masalah yang
lainnya. Sementara itu kelompok kedua yang disebut dengan
muttabi’ yaitu lapisan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan
menggali dan menafsirkan teks sebagaimana kelompok mujtahid,
tetapi mereka memiliki pengetahuan mengenai dalil-dalil
landasan tentang sebuah keputusan hukum Islam. Sedangkan
kelompok mugqallid, adalah kelompok yang tidak memiliki
kemampuan atau pengetahuan untuk menafsirkan dan juga tidak
memiliki kemampuan tentang dalil-dalil sebuah hukum. Jadi
kapasitas mereka hanya sebagai pihak penerima produk
penafsiran tanpa mengetahui tentang detail produk-produk
penafsiran tersebut. Ketiga kelompok ini jika digambarkan sama
seperti hubungan antara dokter dengan pasiennya. Peran seorang
dokter sama dengan peran seorang mujtahid. Seorang dokter
adalah seorang yang memiliki kompetensi dan otoritas untuk
mendiagnosa penyakit dan sekaligus penentu obat apa yang tepat
dan cocok untuk penyakit tersebut. Sedangkan peran pasien juga
dapat dibagi menjadi pasien muttabi’ dan pasien mugqallid. Secara
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khusus dokter akan memperlakukan perlakuan yang berbeda
terhadap dua pasien ini. Bagi pasien muttabi’ seorang dokter akan
memberikan keterangan mengenai penyakitnya dan sekaligus
fungsi obat yang diminumnya, sehingga sang pasien muttabi’ akan
paham mengenai jenis penyakit yang diderita dan fungsi obat
yang akan diminumnya, sementara bagi pasien mugqallid dokter
tidak akan memberitahukan penyakit yang dideritanya itu dan apa
fungsi obat yang diminumnya. Yang penting jika ingin sembuh
pasien mugallid harus minum obat dan cukup menuruti saran
dokter tanpa harus bertanya semua itu fungsinya apa.

Dalam konteks kehidupan keberagaman umat Islam
ternyata juga tidak jauh dengan gambaran kondisi antara dokter
dengan pasiennya tersebut. Selama ini masyarakat muslim juga
sering dihadapkan seperti tradisi dalam pengobatan di atas. Tradisi
proses pemberlakuan hukum sering diberlakukan dengan cara top
down. Pemegang otoritas dalam hal ini mujtahid berupa
perorangan ataupun lembaga kadang mengkalim (merasa) punya
wewenang untuk memberlakukan atau menetapkan sebuah
peraturan hukum dengan alasan untuk kebaikan umat Islam
(sebagai pasien). Dan mayoritas masyarakat muslim (baik sebagai
pasien muttabi’ atau mugqallid) hanya berperan sebagai penerima
produk hukum (obat) yang dikatakan semua itu untuk kebaikan
mereka, tanpa adanya proses dialog bahwa apakah peraturan
hukum tersebut itu memang betul cocok dan menciptakan
kebaikan mereka. Dampak negatif yang sering muncul adalah
sering terjadi perbedaan persepsi mengenai manfaat antara pihak
yang mengklaim sebagai pemegang otoritas tersebut dengan
masyarakat terhadap hukum yang akan diterapkan. Perbedaan
tersebut jika tidak segera mendapatkan muara penyelesaian, pada
akhirnya akan memicu pada konflik horizontal.
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Fatwa-Fatwa MUI dalam Potret Demokrasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti yang telah
disinggung di atas adalah sebuah lembaga keagamaan yang
ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemilik otoritas
yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan
bagi masyarakat muslim Indonesia. Dalam perspektif Fridmen, MUI
memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai lembaga yang
“memangku otoritas” (being in authority) dan “memegang otoritas”
(being an authority). Sebagai pemangku otoritas karena MUI
ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga resmi yang memiliki
wewenang menetapkan fatwa sebagai sebuah pedoman bagi
umat muslim Indonesia, dan sebagai pemegang otoritas karena
MUI juga memiliki kapabilitas untuk menggali hukum melalui
metode ijtihad komisi fatwanya.** Sehingga dalam kaca mata
Fridmen, MUI sebagai pihak pemangku otoritas mempunyai hak
untuk memaksakan perintah (fatwanya) kepada masyarakat
meskipun tanpa harus melalui proses dialog dengan masyarakat.

Mencermati fenomena lahirnya beberapa fatwa MUl yang
mengundang kontroversi akhir-akhir ini disebabkan oleh proses
penerapan otoritas model Fridmen di atas. MUl sebagai lembaga
yang mempunyai otoritas merasa bahwa penetapan fatwa-fatwa
tersebut sudah benar (absah), karena secara internal fatwa
tersebut diputuskan setelah melalui proses pertimbangan-
pertimbangan tertentu sesuai dengan mekanisme yang ia
tetapkan. Proses penggunaan otoritas seperti yang terjadi pada
MUI inilah yang menurut Abou el-Fadl perlu dikoreksi.
Menurutnya, meskipun seseorang, organisasi, lembaga atau
apapun namanya, yang secara normatif mempunyai otoritas,
namun jika tanpa diiringi dengan proses komunikasi yang baik
antara pemangku otoritas dengan penerima perintah, tidak akan
mampu melahirkan keputusan yang baik (maksimal). Misalnya
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otoritas seorang dosen, dia adalah seorang “pemangku” dan
sekaligus “pemegang” otoritas atas mahasiswanya.

Dosen secara normatif sebagai pemangku otoritas karena
telah ditetapkan oleh kampus melalui Surat Keputusan (SK),
sementara dia sebagai pemegang otoritas, karena secara
kualifikasi dia mempunyai keahlian (kapabilitas) akademis,
sehingga mahasiswa menaruh kepercayaan kepadanya untuk
keperluan studinya. Tetapi kepercayaan yang diberikan oleh
mahasiswa kepada sang dosen tersebut bukan sebuah
kepercayaan total dalam arti dia tidak menyerahkan seluruh
keputusannya kepada sang dosen. Dia hanya akan menyerahkan
sejumlah kepercayaannya kepada sang dosen dan memberikan
dia wewenang untuk membantu dalam menentukan
keputusannya. Karena itu tatkala sang dosen membantu
mahasiswanya dalam pengambilan keputusan tersebut harus
melalui penjelasan dan penalaran yang jelas dan logis. Dan apabila
sang dosen tersebut gagal menjelaskan alasan di balik
argumennya, maka secara otomatis otoritasnya di hadapan
mahasiswanya tersebut akan berkurang atau bahkan hilang.
Sebaliknya ketika seorang mahasiswa merasa puas dengan apa
yang disarankan oleh dosennya, maka kepercayaan mahasiswanya
akan semakin kuat dan begitu juga sang dosen mempunyai
otoritas yang kuat bagi mahasiswanya tersebut. Tetapi otoritas
seorang dosen atas mahasiswanya itu, secara normatif hanyalah
kekuasaan untuk memberi nasihat kepada mahasiswa, bukan
kekuasaan untuk memaksa.*® Sehingga dalam pemberian dan
penerimaan otoritas antara sang dosen dengan mahasiswa
tersebut telah terjadi proses dialog yang logis, terbuka dan
demokratis, tanpa ada unsur represif, yang disebut oleh Abou el-
Fadl dengan istilah otoritas persuasif.”’ Dalam perspektif otoritas
persuasif ini, sebuah otoritas akan dapat memperoleh kekuataanya
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setelah adanya proses dialog atau komunikasi antara pemangku
otoritas (dosen) dengan penerima otoritas (mahasiswa).

Fatwa-fatwa MUI yang mengundang kontroversi bagi
masyarakat muslim Indonesia, misalnya fatwa pembubaran
Jama’ah Ahmadiyah, larangan diterapkannya konsep pluralisme
maupun (wacana) pengharaman tembakau adalah contoh
kegagalan dalam proses penerapan otoritas yang dimaksud oleh
el-Fadhl. Munculnya kontroversi tersebut karena disebabkan
adanya kegagalan komunikasi yang baik antara pemegang
otoritas (MUI) dengan penerima perintah (masyarakat muslim).

Kegagalan komunikasi ini terjadi karena elemen-elemen
masyarakat muslim merasa tidak pernah dilibatkan dalam
pengambilan keputusan hukum tersebut atau pihak-pihak
pemegang otoritas dalam hal ini MUI kurang transparan dalam
memberikan keterangan terkait pemberlakuan fatwa-fatwa
tersebut. Sehingga pemberlakuan fatwa-fatwa itu justru
menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Misalnya
ketika MUl mengeluarkan fatwa larangan terhadap aktifitas
Jama’ah Ahmadiyah, massa yang mengatasnamakan kelompok
tertentu langsung melakukan tindakan anarkis dengan merusak
rumah dan fasilitas ibadah jama’ah Ahmadiyah. MUI sebagai pihak
pemangku otoritas mungkin juga tidak setuju dengan aksi massa
tersebut, tetapi proses perusakan tersebut terjadi karena
munculnya fatwa itu dan seharusnya MUI juga ikut bertanggung
jawab peristiwa tersebut.

Di samping fatwa larangan jama’ah Ahmadiyah, (wacana)
fatwa haramnya rokok juga menimbulkan kontroversi dalam
masyarakat muslim. Fatwa pengharaman rokok ini menunjukkan
kelemahan MUI dalam memahami aspek sosiologi dan psikologi
umat Islam Indonesia. Selama ini umat Islam menghukumi rokok
hanya sebatas makruh (boleh dilakukan, lebih baik ditinggalkan).
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Masyarakat muslim Indonesia sudah sangat akrab dengan yang
namanya rokok, karena tembakau dan cengkeh sebagai bahan
dasar rokok tumbuh subur di tanah Indonesia. Bahkan tembakau
dan cengkeh ini menjadi komoditas yang mempunyai nilai
ekonomi yang cukup tinggi dan banyak petani Indonesia yang
berkecimpung dalam usaha tanaman tembakau dan cengkeh.
Sehingga jika rokok ini diharamkan di Indonesia, akan berdampak
besar bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi petani
tembakau dan juga pengusaha rokok. Belum lagi dampak
psikologis bagi umat Islam terhadap kata “haram” yang
mengandung makna religiusitas yang dalam bagi mereka, karena
melakukan perbuatan yang haram akan berimplikasi “dosa” bagi
pelakunya. Status perokok berarti akan sama dengan pemakan
daging babi, darah atau peminum khamr, sebuah beban
psikologis yang amat berat bagi para perokok. Padahal status
hukum menghisap tembakau masih debatable bagi kalangan
umat Islam, terutama jika dibandingkan antara masyarakat muslim
Indonesia dengan muslim Timur Tengah.

Mencermati terhadap proses lahirnya fatwa kontroversial
di atas, terlihat bahwa hubungan antara MUl dengan masyarakat
muslim ibarat hubungan antara dokter dengan pasien (muttabi’
dan muqallid). MUI (dokter) merasa yakin bahwa fatwa (obat) yang
diberikan kepada umat Islam (pasien) akan berdampak baik bagi
kehidupannya, sehingga sang pasien harus meminum obat
tersebut tanpa harus bertanya tentang fungsi dan manfaat obat
tersebut. Umat Islam selaku pasien tidak perlu bertanya mengenai
manfaat dan kegunaan fatwa tersebut bagi mereka.

Proses penerapan otoritas sebagaimana yang terjadi
dalam kasus fatwa-fatwa MUl di atas yang oleh Abou el-Fadl
disebut dengan otoritas koersif,** yaitu otoritas yang bersifat
memaksa bahkan penuh dengan intimidasi atau ancaman bagi
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kebebasan hak-hak asasi manusia. Otoritas teks yang digunakan
oleh pemegang otoritas (dalam hal ini MUI) juga sebenarnya
hanyalah sebatas otoritas teks yang bersifat artificial, sehingga
makna-makna yang terkandung dalam peraturan tersebut bersifat
subjektif dari hasil pemahaman MUI. Sebagaimana yang
disebutkan dalam keterangan sebelumnya, bahwa otoritas teks
yang artificial ini hanya bersifat subjektif dan belum memiliki
kekuatan yang mengikat.

Dalam konteks demokrasi, otoritas artificial ini baru dapat
mempunyai kekuatan yang mengikat jika sudah dikonsultasikan
atau dikomunikasikan dengan masyarakat secara bersama. Ini
dilakukan melalui sebuah proses komunikasi tanpa adanya
pemaksaan dan terbebas kepentingan dan motif-motif politik dari
pihak-pihak tertentu. Proses ini, menurut Jurgen Habermas, adalah
sebuah mekanisme komunikasi yang bebas dari penguasaan,®
sehingga masyarakat bebas menyalurkan aspirasinya tanpa
merasa tertekan dan terancam. Setelah melalui proses seperti di
atas, sebuah otoritas teks artificial baru dapat berlaku dalam
masyarakat dan ia mempunyai kekuatan otoritas yang mengikat
bagi masyarakat tersebut, sekaligus masyarakat mempunyai
otoritas untuk mengabsahkan atau menolak peraturan tersebut
diberlakukan.

Belajar dari beberapa kasus fatwa MUI di atas barangkali
tawaran Abou el-Fadl sangat layak untuk dipertimbangkan. Untuk
mencegah munculnya sikap kesewenang-wenangan, baik dari
kelompok maupun organisasi keagamaan dengan
mengatasnamakan sebagai penerima perintah Tuhan, maka Abou
el-Fadl sebagaimana yang dikutip oleh Amin Abdullah
menawarkan lima persyaratan sebagai katup pengaman supaya
tidak mudah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam
menentukan fatwa keagamaan, yaitu kemampuan dan keharusan
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seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengontrol
dan mengendalikan diri  (selfrestraint), sungguh-sungguh
(diligence), mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait
(comprehensiveness), mendahulukan tindakan yang masuk akal
(reasonableness), dan kejujuran (honesty).**

Kesimpulan

Proses demokrasi merupakan elemen penting bagi
keberlangsungan kehidupan masyarakat Islam saat ini. Dalam
konteks kehidupan demokrasi bagi umat Islam, ada dua
pemegang otoritas dalam dua wilayah yang berbeda. Pemegang
otoritas pertama adalah para mujtahid, baik bersifat perorangan
maupun kelembagaan, sedangkan pemegang otoritas yang kedua
adalah masyarakat. Pemegang otoritas yang pertama hanya
mempunyai otoritas sebagai penafsir teks. Pemegang otoritas
yang kedua adalah sebagai pemegang otoritas yang juga
mempunyai wewenang untuk memberlakukan produk penafsiran
teks (produk hukum). Oleh karena itu, berlaku atau tidaknya
peraturan hukum tidak lagi hanya bergantung pada para
mujtahid, tetapi juga harus disetujui oleh masyarakat muslim yang
diputuskan melalui kesepakatan bersama (demokrasi). Jadi,
berlaku atau tidaknya peraturan hukum merupakan tanggung
jawab masyarakat bersama.

Allah a’lam bi al-shawab
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ARTIKULASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA:
KAJIAN ATAS FATWA MUI PASCAREFORMASI"

Kadarusman™

Pendahuluan

Liberalisasi politik pascareformasi tahun 1998, ditandai
dengan dua peristiwa yang saling berjauhan. Peristiwa pertama
adalah penyebaran ide-ide demokrasi untuk masyarakat dan
kebudayaan yang berbeda di seluruh dunia. Peristiwa kedua
adalah penampakan kembali isu-isu etnik dan agama dalam
urusan-urusan publik." Kondisi tersebut melahirkan euforia politik
di kalangan umat Islam sehingga dari 141 partai yang terdaftar
pada pemilu Juni 1999, 40 di antaranya partai Islam.

Identitas politik Islam dapat dikategorikan menjadi dua
kelompok. Pertama, partai-partai politik yang menjadikan Islam
sebagai basis Ideologi, seperti Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Bulan Bintang. Kedua, Partai Islam yang menggunakan
Pancasila sebagai basis ideologi, tetapi masih menggunakan
simbol-simbol Islam seperti bintang, Ka’bah, dan simbol-simbol
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lain yang berasosiasi kepada Islam, seperti Partai Kebangkitan
Bangsa, Partai Amanat Nasional.?

Kemunculan politik Islam pascareformasi berada dalam
konteks terbukanya ide-ide demokrasi dan penampakan isu-isu
etnik dan agama. Banyak ulama dari latar belakang organisasi
keagamaan yang pada era Orde Baru termarjinalisasi dari peran-
peran politik praktis kembali aktif ke dalam partai politik. Proses
demokratisasi ini melahirkan praktek politik Islam yang beragam.
Pertama, pemikiran politik Islam yang menginginkan berdirinya
Negara Islam Indonesia dan atau tegaknya sistem kekhalifahan di
Indonesia. Kedua, lahirnya kelompok ekstrem atas nama agama
melakukan gerakan bom bunuh diri demi tegaknya negara Islam.
Ketiga, polemik penegakan syari'ah Islam di Indonesia.

Berbagai arah pergerakan politik Islam tersebut
menunjukkan perbedaan mendasar dalam memahami doktrin
Islam dalam berpolitik. Dalam konteks pemikiran terdapat dua arus
pemikiran yang saling berkonfrontasi, yaitu pemikiran Islam liberal
dan moderat di satu sisi, serta pemikiran radikal dan ekstrem di sisi
yang lain2 Diferensiasi ideologis kedua arus pemikiran ini
menyebabkan terjadinya perbedaan paradigma sosial, budaya dan
keagamaan serta praktek politik* Persoalan inilah yang
menyebabkan umat Islam mengalami kebingungan dan para
politikus Islam tidak memiliki pegangan yang kuat dalam
berpolitik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas
agama berkewajiban dan berusaha menjaga otentisitas agama
dalam kaitan dengan pandangan politik Islam.”> Untuk keperluan
ini, MUI telah mengeluarkan pernyataan keagamaan (sebut: fatwa)
yang memberikan garis pemikiran politik Islam di Indonesia.
Seiring melemahnya intervensi negara, eksistensi fatwa MUI
menjadi lebih independen, obyektif, otonom dan mandiri.®

184



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan

Dalam setting politik seperti ini, MUl mengeluarkan fatwa-
fatwa strategis kebangsaan. Pada tulisan ini, terdapat dua
pertanyaan besar yang penting untuk dikaji. Pertama, bagaimana
konstruksi etika politik Islam dalam konteks keindonesiaan yang
beranekaragam. Kedua, bagaimana peran transformatif fatwa MUI
dalam pembangunan politik di Indonesia?

Peneliti berusaha mengkaji persoalan ini dengan
menggunakan metode analisis hermeneutik. Langkah-langkah
yang digunakan adalah pertama, mengkaji bagaimana konteks
lokus dan tempus sebuah teks dirumuskan. Kedua, mengkaji
keterkaitan fatwa dengan muatan ideologi, dan kepentingan
poltik keagamaan negara. Ketiga, mengkaji kesesuaian teks
dengan konsep maslahah dalam konteks lokus dan tempus
kekinian.

Kerangka Teori: Fatwa, Agama dan Politik

Fatwa secara bahasa berarti meminta jawaban dari urusan
yang sulit atau masalah hukum.” Orang yang bertanya disebut
mustafti, yang ditanya disebut mufti® dan jawaban yang diberikan
oleh mufti disebut fatwa.’ Menurut istilah, fatwa berarti penjelasan
hukum syar’i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa
yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil. Al-Karofi
mendefinisikan bahwa fatwa adalah khabar dari Allah mengenai
sesuatu yang wajib dan yang boleh. Dengan demikian, fatwa
adalah segala sesuatu yang dikabarkan mufti sebagai jawaban
terhadap pertanyaan atau sebagai penjelasan bagi hukum-hukum
yang dipertanyakan.

Dalam penelitian ini terdapat tiga kata kunci yang menjadi
fokus pembahasan, yaitu agama, fatwa dan politik. Menurut Fadhil
Lubis, semua hukum selalu dilahirkan dari agama."" Agama dan
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hukum merupakan integrasi yang antara satu dengan yang lain
saling membutuhkan. Dapat disimpulkan dari tulisan Harold
Berman bahwa law without religion degenerates into a mechanical
legalism, religion without law loses its social effectiveness.'> Donald
Blacks membuat definisi hukum, yaitu govermental social culture.”
Fatwa adalah mekanisme untuk melahirkan rumusan hukum yang
menjadi pegangan.

Relasi fatwa dan politik negara melahirkan dua perspektif.
Pertama, kelompok yang menghendaki fatwa dan peran ulama
berpengaruh dan mengikat negara. Beberapa argumentasi yang
mendasari bahwa ulama atau fatwa harus berpengaruh terhadap
politik, pertama, salah satu interpretasi terhadap Q.S. 16: 43 bahwa
setiap muslim menaati hasil konsultasi dan nasehat dari ulama
tentang berbagai hal, termasuk politik dan negara."” Kedua,
menurut asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam vol. 4
hlm. 224-225 menyebutkan bahwa eksistensi mufti dalam
masyarakat muslim menempati posisi sebagai Nabi yang tidak saja
berperanan dalam kepemimpinan agama, tetapi juga politik.
Ketiga, doktrin amar ma’ruf nahi munkar (Q.S. 3: 104). Doktrin ini
dipakai ulama untuk membenarkan peran mereka dalam politik.
Keempat, interpretasi terhadap Q.S. 4: 59 bahwa kata ulil amri
menunjuk kepada dua elemen yang setara, yaitu ulama dan
pemerintah. Kelima, teori masalahah al-ammah. Maslahat dalam
masyarakat Islam berarti juga maslahat di mata Allah. Ulama
dengan pengetahuan Islam dan spiritualitasnya akan mempu
memilih dari berbagai opsi politik yang dipertentangkan.

Kelompok kedua justru berpendapat bahwa fatwa harus
lepas dari kekuasaan politik negara. Teori Hooker justru memiliki
pendapat lain mengenai relasi fatwa dengan kekuasaan politik.
Dalam kesimpulan akhir penelitian tentang fatwa di Indonesia
Hooker mengatakan bahwa kekuatan fatwa terletak pada
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penjarakannya dari institusi negara. Menurut Hooker, organisasi-
organisasi yang mengeluarkan fatwa yang masih tetap menjaga
jarak paling jauh dari negara (seperti Persis) juga mengeluarkan
fatwa-fatwa yang secara intelektual paling koheren. Hal yang
sebaliknya juga sering terjadi, misalnya beberapa fatwa MUI
belakangan bahkan sekarang dapat dibaca sebagai keanehan
historis. Upaya untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah dalam
kerangka “Islam” merusak kredibilitasnya."

Seorang anggota majelis Qadha yang berkedudukan di
Pakistan, Syaikh Muhammad Taqgi al-‘Usmani menguatkan
pendapat Hooker dengan mengatakan bahwa seharusnya ijtihad
pada era sekarang dilakukan secara jama’ah bukan resmi. Tidak
boleh ijtihad diambil karena kehendak resmi yang mempersempit
ijtihad dari sudut pandang negara. Jamaah ini bukan resmi milik
negara, melainkan beranggotakan para ulama karena panggilan
agama, sehingga mereka memikirkan persoalan fikih terbaru
dengan metodologi yang ilmiah dan murni.'®

Namun, Taqgi al-Usmani masih memberikan peluang
munculnya fatwa atas permintaan negara dengan beberapa
persyaratan. Pertama, pemutusan atas perkara secara bebas dapat
diputuskan dengan pendekatan ilmiah, dan tidak ada paksaan dari
unsur-unsur eksternal pertimbangan fatwa. Kedua, memilih
anggota mufti berdasarkan ilmu dan ketakwaan, dan terbebas dari
berbagai kepentingan politik atau daerah.”

Yusuf Qardhawi menawarkan salah satu alternatif
reformasi hukum adalah membagi ruang lingkup fikih menjadi
fikih realitas (figh al-wagqi’), dan fikih prioritas (figh al-awlawiyat).
Metodologi Qardhawi ini memungkinkan diskursus fikih tidak
hanya teosentris, tetapi lebih antroposentris di mana diskursus
fikih sudah mulai merambah persoalan isu kesetaraan gender (figh
al-mar’ah), fikih ketatanegaraan (figh ad-daulah), fikih
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kewarganegaraan (figh al-muwathanah), dan lain-lain."® Yusuf
Qardhawi berusaha mengembalikan syariah kepada magqasid
syariyah dan mendinamisasi epistemologi usul fikih sehingga
syariat Islam tetap memiliki nilai universalitas.'

Kajian Fatwa MUI

Dalam penelitian ini terdapat tujuh fatwa yang akan
dianalisis. Ketujuh fatwa ini berkaitan dengan masalah strategis
kebangsaan yang dihasilkan melalui ljtima’" Ulama komisi Fatwa
MUI Il tahun 2006 di Gontor Ponorogo, dan Ijtima’ Ulama Ill tahun
2009 di Padang Panjang serta pendapat/tausiyah MUI.

Beberapa persoalan kebangsaan yang menjadi
kegelisahan akademis adalah pertama, menguatnya kekuatan sipil,
dan melemahnya intervensi negara. Kedua, kebijakan otonomi
daerah melahirkan “raja-raja” kecil yang melemahkan otoritas
pusat atas daerah. Ketiga, proses demokrasi melahirkan kelompok-
kelompok atas nama demokrasi mengemukakan pemikiran yang
bertentangan dengan pemahaman agama pada umumnya di
Indonesia, seperti aliran sesat, Jaringan Islam Liberal, Islam radikal,
dan sebagainya. Keempat, semakin maraknya aksi terorisme
sebagai bagian dari dampak globalisasi yang berkembang di
Palestina dan Afganistan. Kelima, menguatnya gerakan-gerakan
separatisme untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

1. Peneguhan Bentuk dan Eksistensi NKRI

Fatwa tentang peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI ini
memuat enam butir.? Rumusan fatwa ini berisi tentang bentuk
NKRI yang sudah final, peran serta umat Islam, penegakan
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keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, dan separatisme sebagai
tindakan bughat yang harus diperangi oleh negara.

Fatwa ini diperkuat beberapa dasar yang bersumber dari
argumen nagqli maupun aqli. Berdasarkan dalil al-Qur'an, fatwa ini
mendudukkan keberagaman suku bangsa, agama dan bahasa di
Indonesia sebagai hukum Allah yang harus diterima. Keberadaan
NKRI menjadi penting karena untuk mencapai hidup yang adil,
makmur dan sejahtera dibutuhkan kepemimpinan negara yang
ditaati dan mengikat semua suku bangsa dan agama.
Berhubungan dengan upaya mencegah separatisme, fatwa
menegaskan agar negara menegakkan rasa keadilan, rasa aman
dan kesejahteraan terhadap semua komponen bangsa. Negara
wajib mendamaikan setiap perselisihan secara adil demi
terwujudnya kepentingan bersama.”’

Argumen lain didasarkan kepada sabda-sabda Nabi SAW.*
Setiap muslim terikat dengan syarat-syarat yang didasarkan
kepada kitabullah walaupun tampak tidak selaras dengan
kebiasaan seperti ketaatan kepada pemimpin yang berasal dari
Habasyi. Loyalitas terhadap pemimpin adalah persoalan keimanan.
Nabi memerintahkan agar jika tiga orang bepergian, perlu
mengangkat salah satunya menjadi pemimpin. Konsekuensi dari
memisahkan diri dari jama’ah atau kepemimpinan adalah
kematian sebagai seorang jahiliyah.

Dalil-dalil al-Quran dan hadis diperkuat juga oleh
beberapa pandangan ulama. Dalam sahib al-majmu’ diterangkan
mengenai etika pergaulan dengan pemimpin. Konflik dengan
pemimpin tidak dibolehkan berujung kepada sikap bugat, yaitu
merongrong, menurunkan atau memerangi seorang imam. Di
dalam al-Qur'an sendiri diperintahkan agar mengedepankan
perdamaian jika ada dua kelompok dari orang beriman saling
bertikai, bahkan salah satunya berbuat lalim kepada yang lain
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maka perangilah yang berbuat lalim sampai menepati perintah
Allah. Orientasi berhadapan dengan penguasa bukan untuk
memerangi, tetapi menghilangkan kelalimannya dan atau
mendamaikan apabila jelas pokok persoalannya.?* Ibn Hajar dalam
Fath al-Bari mengatakan bahwa barang siapa membenci
pemimpin sedikit pun maka hendaklah bersabar. Ibn Abi Jamrah
berkata bahwa maksud “memisahkan diri” adalah berusaha untuk
mengakhiri bai‘at yang disandang amir walaupun dengan ukuran
sejengkal. Tidak diperbolehkan terjadi pertumpahan darah tanpa
alasan yang hak. Para ulama telah bersepakat atas kewajiban taat
kepada penguasa yang mendapat dukungan rakyat, berjihad
bersamanya. Taat kepadanya lebih baik daripada keluar
(memisahkan diri/maksiat) untuk menjaga agar tidak terjadi
pertumpahan darah dan menenangkan kericuhan. Jika penguasa
berbuat kafir yang jelas maka tidak boleh menaatinya, tetapi wajib
berjihad memeranginya bagi yang mampu.*

2. Harmonisasi Kerangka Berpikir Keagamaan dalam
Konteks Kebangsaan

Fatwa kedua mengenai harmonisasi kerangka berpikir
keagamaan dalam konteks kebangsaan. Keputusan fatwa ini berisi
lima kandungan fatwa. Fatwa ini menegaskan posisi ajaran Islam
yang bersifat mutlak sekaligus menjunjung tinggi hak-hak dasar
kemanusiaan. Oleh karena itu, globalisasi yang sesuai harus
diterima, dan yang tidak sesuai harus ditolak. Di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sumber inspirasi
dan kaedah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara
kerangka berpikir keagamaan dan kebangsaan.

Fatwa MUI ini menekankan tentang orientasi universalitas
Islam yang bukan didasarkan kepada nafsu, tetapi kepada wahyu
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yang kebenarannya mutlak. Sumber kebenaran mutlak tersebut
adalah al-Qur'an dan Sunnah. Mengikuti pendapat kebanyakan
orang (general gentium) di muka bumi bukan jaminan sebagai
sebuah kebenaran dan kebaikan. MUI ingin menjelaskan bahwa
kebenaran kitab suci bersifat independen dan selalu berpihak
kepada kebaikan serta menolak perbuatan keji dan munkar.
Manusia selaku penerima amanah wahyu merupakan ciptaan yang
terbaik. Dia memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan
makhluk yang lain, yaitu berupa kemampuan berpikir. Oleh karena
itu, hasil ijtihad yang mengoptimalkan proses berpikir dapat
dijadikan pegangan selama bersesuaian dengan ajaran Islam.
Alam semesta ini adalah fasilitas yang diperuntukkan bagi
manusia.”

Fatwa ini juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi.?* Hadis
yang diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmizi menjelaskan tentang
perintah ta’at dan patuh kepada pemimpin sekalipun dari etnis
Habasyi. Menaati pemimpin adalah bagian dari sunnah Nabi dan
sunnah Khulafaurrasyidin yang wajib diikuti. Mengingkari sunnah
ini berarti terjatuh dalam perilaku bid’ah. Dalam hadis ad-
Daruqutni dijelaskan bahwa kewajiban dalam Islam jangan sampai
dipersempit, atau diberikan batasan dan jangan pula melampaui
batas. Artinya, ketaatan kepada pemimpin walaupun ia seorang
Habasyi tidak mengurangi proporsi ketaatan hanya karena alasan
etnis.

3. Prinsip Ajaran Islam tentang Hubungan Antarumat
Beragama dalam Bingkai NKRI

Fatwa berikutnya adalah prinsip ajaran Islam tentang
hubungan antarumat beragama dalam bingkai NKRL.?” Fatwa ini
berisi kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI
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dengan Pancasila sebagai falsafah dan UUD 1945 sebagai
konstitusi yang menjamin dan mengakui eksistensi beberapa
agama. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia
harus terus menjaga konsensus nasional tersebut. Setelah
Proklamasi 1945, Islam memandang umat beragama merupakan
warga negara yang terikat komitmen kebangsaan sehingga harus
hidup berdampingan secara damai dengan prinsip mu‘ahadah
atau muwasaqgah, bukan posisi mugatalah atau muharabah. Untuk
menghindarkan konflik antarpemeluk agama di Indonesia, negara
wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan
melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama
masing-masing dari setiap upaya penodaan agama. Setiap orang,
kelompok, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan
agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, maka
negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyusun argumentasi fatwa, MUl mendasarkan
kepada beberapa ayat yang secara tegas memberi batasan
pergaulan antarumat beragama. Dalam persoalan ajaran agama
dan peribadatan secara tegas Islam melarang terjadinya
penyatuan Islam dengan agama lain, dan adanya pemaksaan
orang lain untuk memeluk suatu agama. Namun, dalam persoalan
muamalah termasuk hidup bersama dalam sebuah negara bangsa,
Islam mengajarkan kehidupan yang damai, harmonis dan
kerjasama. Islam mengajarkan untuk mengemukakan perdamaian
dalam menyelesaikan perselisihan. Untuk menjalankan itu semua,
harus ada kesadaran bahwa setiap ajaran agama memiliki hak dan
kewajiban serta batasan-batasan yang tidak dapat dipaksakan
kepada agama lain.  Hadis riwayat al-Bukhari juga menegaskan,
"Barang siapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian
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damai maka tidak mendapatkan bau surga. Padahal sesungguhnya
bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun”.?®

4. Implementasi Islam Rahmatan lil'alamin dan Shalihun
likulli Zaman wa Makan dalam Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa dan Bernegara

Fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2009 ini berisi enam
butir fatwa.*® Fatwa ini menegaskan Islam sebagai agama yang
dapat menjawab segala persoalan yang muncul, temasuk
permasalahan kebangsaan dan kenegaraan. Ajaran Islam dapat
menerima nilai-nilai universal yang dibawa arus modernisasi dan
globalisasi sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran
Islam. NKRI dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan
Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi terbuka.
Dalam rangka mewujudkan amanat dasar negara dan konstitusi,
agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan
berpikir, dan kaidah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sebab, Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil-
‘alamin dan shalihun likulli zaman wa makan, maka ajaran Islam
harus menjadi sumber dalam penataan sistem kehidupan
berbangsa dan bernegara. Para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim berkewajiban untuk menyusun, mengelaborasi konsep
dan pemikiran Islam secara komprehensif meliputi politik,
ekonomi, sosial, dan budaya.

Argumentasi fatwa didasarkan kepada prinsip substansial
Islam, yaitu berbuat baik atau berakhlak mulia. Berbuat baik adalah
bentuk operasional dari menyembah kepada Allah SWT. Bahkan,
tugas utama kerasulan Nabi adalah menyempurnakan akhlak yang
mulia. Setiap bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap
akhlak bisa berakibat kepada kehancuran yang datang dari langit,
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bumi dan konflik sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup akhlak
meliputi hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam
semesta.’’ Diperkuat juga dengan kaidah yang menyatakan __-=Y
= ¥ artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak
boleh pula membahayakan orang lain.*?

5. Fatwa tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan
Umum

Fatwa ini berisi lima butir fatwa,* menegaskan bahwa
Pemilihan Umum adalah upaya untuk memilih pemimpin atau
wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-
cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan
bangsa. Memilih pemimpin (nashbu al-imam) dalam Islam adalah
kewajiban. Imamah dan imarah dalam Islam yang wajib dipilih
adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddig),
terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tablig), mempunyai
kemampuan (fatanah), dan memperjuangkan kepentingan umat
Islam adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi
syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas atau sengaja tidak
memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya
adalah haram.

Argumentasi fatwa didasarkan kepada dalil al-Qur'an dan as-
Sunnah. Dalam perspektif Islam, karakter pemimpin yang harus
ditaati adalah amanah dan adil.** Dalam hadis dijelaskan bahwa
perjanjian boleh dilakukan dalam menghalalkan yang halal dan
mengharamkan yang haram, tidak sebaliknya.*® Memberikan suara
dan loyalitas terhadap pemimpin yang baik adalah sebuah
keniscayaan, karena kalau tidak maka matinya termasuk jahiliyah.*®
Sebaliknya, Nabi melarang bai‘at kepada mereka yang bukan
ahlinya dalam memimpin. Urusan yang diserahkan kepada yang
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bukan ahlinya hanya akan berakhir dalam kehancuran.?” Memilih
pemimpin dalam Islam tidak boleh didasarkan kepada ras dan
suku, melainkan didasarkan kepada petunjuk kitabullah. Memilih
pemimpin tanpa tuntunan kitabullah dianggap sebagai
pengkhianatan kepada Allah dan Rasulullah serta semua orang
beriman.*® Perilaku tidak memilih pemimpin adalah bagian dari
kemungkaran yang harus dilawan dengan tangan, lisan atau hati,
tetapi yang terakhir temasuk selemah-lemah iman.

Pada dasarnya, memilih dalam pemilihan umum adalah
hak bagi setiap warga negara.’® Berdasarkan kaidah L&Yl & Ja¥)
moadl) Je Jdall Jy s 4aLY) maka hukum memilih dalam pemilu itu
boleh; boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Penggagas
hukum golput (golongan putih, artinya tidak memilih) itu haram
beralasan bahwa tingkat kebolehan tidak memilih bergantung
kepada sebab yang menjadikan orang memilih atau tidak
memilih, sesuai dengan kaidah e 5 1asa 5 aile aa 50 2Sall (Hukum
tergantung pada ada tidak adanya illat hukum).

Berdasarkan pemahaman kaidah di atas, hukum golput
pada prinsipnya bersifat temporal tergantung kepada motivasi
yang melatarbelakangi tindakan golput. Kaidah fikih menegaskan
LAYy dae)¥) wi WAV e Sy Y (tidak diingkari adanya
perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat)
yang berarti “dasar penetapan hukum golput ditentukan oleh
kondisi yang berkembang di Indonesia”. Kaidah berkaitan dengan
perubahan budaya dan adat suatu masyarakat dapat berpengaruh
terhadap ketentuan hukum.*

Dalam tulisanya, Asrorun Ni‘am Sholeh, wakil sekretaris
Komisi Fatwa MUI dan anggota Tim Materi ljtima’ Ulama Ill tahun
2009 di Padang, mengaitkan persoalan golput dengan penegakan
kepemimpinan di Indonesia.*' Penegakan kepemimpinan dalam
Islam hukumnya wajib berdasarkan konsensus.*> Pemilu memiliki
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tujuan untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang
akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena
pemilu berkaitan erat dengan penegakan kekuasaan atau ‘aqd al-
imamah, maka hukumnya menjadi wajib. Pemahaman ini
diperoleh melalui kaidahwals s¢8 4 ¥) aldll &4 Y L (apabila suatu
kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa
adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain
tersebut hukumnya juga wajib).

6. Fatwa tentang Presiden Perempuan

Fatwa mengenai presiden perempuan dikeluarkan melalui
Kongres Ummat Islam Indonesia (KUII) yang diselenggarakan pada
tanggal 3-7 November 1998 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Hasil kongres memang bukan langsung hasil komisi fatwa MUI.
Namun, tim kerja dan penyelenggara kongres ini adalah Majelis
Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam tingkat
pusat. Artinya, hasil kongres menggambarkan pemikiran dan
ketetapan fatwa yang digagas dan dipelopori oleh Majelis Ulama
Indonesia.*”®

Keputusan KUII terdiri dari empat bidang, yaitu bidang
keagamaan, bidang sosial ekonomi, bidang sosial politik, dan
bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial politik terdapat 23
keputusan. Salah satu dari 23 keputusan terdapat keputusan
nomor 7.a. yang menyatakan: “mengingat bahwa mayoritas
bangsa Indonesia adalah muslim, maka Kongres Ummat Islam
Indonesia ke-3 ini merekomendasikan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia adalah seorang pria yang beriman dan
bertagwa kepada Allah SWT.*

Menanggapi fatwa haram presiden perempuan, Wakil
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Umum PP
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Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan bahwa Fatwa MUI
soal presiden perempuan tidak pernah ada. Apa yang beredar di
masyarakat selama ini sama sekali tidak benar. Penyataan Din ini
merupakan tanggapan terhadap adanya fatwa MUI tentang
presiden perempuan pada buku 70 Tahun Sabam Sirait: Meniti
Demokrasi Indonesia. "Ini kesaksian saya, memang dulu pada
Kongres Ummat Islam Indonesia ada pertanyaan dan permintaan
dari dua orang peserta kongres dari organisasi perempuan, agar
MUI mengkaji dan mengeluarkan fatwa, tetapi sampai sekarang
komisi fatwa MUI tidak pernah membahas, maka tidak pernah ada.
Saya kira tak perlu, karena hadis yang menyangkut larangan itu
juga ada tafsir lainnya," tutur Din Syamsuddin.** Keberatan lain
yang dikemukakan Din, karena khawatir nantinya tanggapan MUI
terhadap perbedaan tafsir soal pemimpin perempuan digunakan
oleh kelompok-kelompok berkepentingan untuk menghalangi
calon presiden perempuan atau digunakan oleh kelompok lain
sebagai dukungan.

7. Fatwa tentang Kandidat non-Muslim sebagai Anggota
Legislatif

Fatwa ini keluar dalam bentuk tausiah pada tanggal 1 Juni
1999 yang ditandatangani oleh ketua umum MUI, Prof. K.H. Alie
Yafie dan Drs. H.A. Nazri Adlani sebagai sekretaris jenderal
mengenai calon anggota legislatif dari non-Muslim.* Fatwa ini
berisi empat butir pokok fatwa, yaitu pertama, menganjurkan
umat Islam untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 7 Juni 1999
secara bebas dan bertanggung jawab terhadap partai politik yang
berjanji untuk mengartikulasi kepentingan umat Islam. Kedua,
menganjurkan umat Islam untuk memilih partai politik yang
mempromosikan kandidat Muslim. Ketiga, menganjurkan umat
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Islam untuk selalu peka bahaya laten komunisme, autoritarianisme
dan sekularisme yang bersembunyi di beberapa partai politik.
Keempat, menganjurkan umat Islam untuk berdoa kepada Tuhan
bagi implementasi kebebasan dan demokrasi pada pemilu 7 Juni
1999.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa tidak dibenarkan umat
Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai
pemimpin mereka. Hal ini disebabkan kepemimpinan mereka
dapat memperkuat kekuatan mereka dan memperlemah kekuatan
Islam serta menjadikan Islam sebagai ejekan.® Tausiah ini
bersesuaian dengan hasil Kongres Ummat Islam Indonesia pada
tahun 1998. Salah satu keputusan hasil kongres pada bidang sosial
politik nomor 4.b. item (3) (b) dan (c) menyebutkan, “Wajib
memilih  hanya calon-calon (tokoh) yang memiliki cita-cita
terlaksananya ajaran Islam dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan
bernegara (b); “Kaum muslimin laki-laki dan perempuan yang telah
mukallaf wajib berusaha dan memberikan segala macam bantuan
pengorbanan untuk tercapainya kemenangan Islam dalam
pemilihan umum yang akan datang.*

Fatwa sebagai Etika Politik Islam

Pada hakikatnya politik adalah kekuasaan, yaitu
kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara
apa pun.® Pemahaman ini tercermin dari praktek perpolitikan di
Indonesia. Istilah-istilah seperti “politik dagang sapi”, “makelar
politik”, “politik hutang budi” dan istilah-istilah serupa lainnya
dalam dinamika politik nasional menggambarkan bahwa politik
adalah media pertarungan dan distribusi kekuasaan. Realitas

politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik
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dibangun bukan dari yang ideal, dan tidak tunduk kepada apa
yang seharusnya (das sollen).

Realitas politik seperti itu menjadikan banyak pengamat
politik atau politikus yang memandang bahwa berbicara etika
politik itu seperti berteriak di padang pasir, etika politik itu
nonsense.”’ Namun, betapapun kerasnya pertarungan, politik tetap
membutuhkan legitimasi, persetujuan  masyarakat, dan
mengandaikan pembenaran normatif yang bersumber dari ajaran
moral, agama dam kebiasaan. Pemahaman ini mengantarkan pada
kesimpulan bahwa etika politik masih dibutuhkan dalam
mengawal moralitas realitas politik.

Etika politik berhubungan dengan perilaku politikus,
praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial,
politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu
tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri.? Ketiga dimensi tersebut
dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1

Dimensi Etika Politik

No. | Dimensi Etika Politik

1 | Tujuan Meliputi kemampuan untuk menentukan
arah kebijakan umum yang jelas dan
akuntabilitasnya

2 | Sarana Meliputi sistem/prinsip-prinsip dasar
pengorganisasian praktek
penyelenggaraaan negara dan dasar
institusi-institusi sosial. Peran etika adalah
menguji dan mengkiritisi legitimitas
keputusan-keputusan, institusi-institusi dan
praktek-praktek politik.
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3 | Aksi Politik | Meliputi peran politikus sebagai penentu
rasionalitas politik, baik rasionalitas
tindakan maupun kualitas moral pelaku.
Politikus yang baik adalah jujur, santun,
memiliki integritas, menghargai orang lain,
menerima pluralitas, memiliki keprihatinan
untuk kesejahteraan umum, dan tidak
mementingkan golongannya.

Islam sebagai agama yang ditegakkan di atas kekuatan
moral memandang penting setiap dimensi yang berkaitan dengan
supremasi moral, termasuk etika politik. Masyarakat dan negara
merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam
pandangan Islam. Beberapa ahli fikih politik Islam mengemukakan
bahwa suatu kewajiban bagi orang Islam untuk mendirikan
negara. Keberadaan negara dapat mewujudkan keteraturan
kehidupan masyarakat, sehingga pada gilirannya umat Islam dapat
menyelenggarakan ibadah-ibadahnya dengan baik pula.
Pemahaman dalam Islam tentang ibadah sangat luas, bukan saja
persoalan ibadah yang bersifat formal, namun semua dimensi
kehidupan yang berorientasi kepada Allah SWT disebut sebagai
ibadah. Politik sebagai bagian dari kebutuhan bermasyarakat dan
bernegara merupakan bagian dari bangunan ibadah dalam Islam
yang berarti perilaku politik harus menunjukkan etika politik.

Reformasi Indonesia pada tahun 1998 telah menjadikan
politik sebagai media yang menghalalkan segala cara demi meraih
kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan yang diperoleh melalui praktek
politik yang menghalalkan segala cara digunakan untuk
melanggengkan kepentingan politik. Artinya, politik dan
kekuasaan membentuk mata rantai yang saling membutuhkan
dan saling melegitimasi antara satu dengan yang lainnya. Sebab
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itulah kerusakan yang sering disebut dengan krisis multidimensi
menimpa semua praktek kekuasaan dan politik, baik di level
bawah maupun elit politik.

Krisis multidimensi menjadi keprihatinan para ulama, yang
dikatakan oleh Clifford Geertz sebagai pialang budaya, sehingga
lahirlah berbagai fatwa MUI untuk meluruskan kembali orientasi
etika politik dalam kerangka NKRI. Fatwa-fatwa MUI
menggambarkan kekuatan etika politik yang berusaha
memberikan artikulasi yang harmonis antara agama dan politik.
Tujuan hidup secara harmonis sebagai sebuah bangsa dan aspek
kesejarahan menjadi dua pilar yang menjadi dasar kerangka
pemikiran etika politik.

1. Etika Politik dalam Kerangka NKRI

Kajian tentang penerapan syariat Islam di bumi Indonesia
melahirkan pro dan kontra karena berkaitan dengan bentuk dan
dasar NKRI. Polemik ini bersumber dari pandangan Sunni Islam
yang mayoritas diikuti muslim Indonesia, bahwa Nabi tidak
menyebut sebuah nama yang jelas mengenai masyarakat Islam.
Nabi memberikan pilihan mengenai model kepemimpinan.>® Al-
Qur'an tidak secara jelas menerangkan tentang politik dan bentuk
negara Islam. Persoalan ini menjadi wilayah maslahah ijtihadiyah.
Oleh karena itu, umat Islam berbeda dalam memahami konsep
imam dan negara ini, terutama yang terjadi antara Sunni dan
Syi'ah.”*

Dalam hal hubungan antara Islam dan negara terdapat
dua kelompok besar yang secara ideologis saling bersaing.
Pertama, mereka yang menghendaki adanya kaitan formal antara
Islam dan negara — baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai
agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam.
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Kedua, mereka yang menentang kaitan antara Islam dan negara
dalam bentuk apa pun. Persaingan antara kedua kelompok inilah
yang mewarnai percaturan politik antara Islam dan negara di
Indonesia selama ini sampai era reformasi.

Dalam kategori pertama masih terdiferensiasi ke dalam
berbagai kelompok, dari yang paling moderat hingga yang paling
radikal dan bahkan menggunakan kekuatan senjata, yang
berjuang untuk mewujudkan kaitan formal antara Islam dan
negara. Dalam kelompok radikal dapat dimasukkan di dalamnya
adalah Darul Islam (DI) yang dipimpin Kartosuwiryo, Komando
Jihad, Gerakan Aceh Merdeka, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Majelis
Mujahidin Indonesia.

Lahirnya fatwa-fatwa MUl memberikan kepastian dan
landasan etika bagi pola hubungan Islam dan negara. Garis etika
politik yang bersumber dari fatwa menegaskan NKRI sebagai
ijtihad para pendiri negara yang kebanyakan diperankan umat
Islam*> bersifat final. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas
memiliki kewajiban untuk memelihara keutuhan NKRI dan
menjaga segala bentuk separatisme yang dilakukan oleh siapa pun
dan dengan alasan apa pun. Membela negara (NKRI) dari berbagai
upaya pengkhianatan dan separatisme merupakan bagian dari
kewajiban agama. Sebab, perilaku separatisme sepadan dengan
bughat dalam terminologi Islam. Bughat secara syar'i haram
hukumnya. Fatwa MUl memasukkan setiap orang, kelompok,
lembaga atau organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-
terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya yang
mengarah pada separatisme dari NKRI sebagai bagian dari bughat.

Fatwa MUI sebagai landasan etika politik pada dasarnya
sudah pernah difatwakan para ulama dalam fatwa “perang suci”
(Revolusi Jihad) melawan Inggris dan Belanda yang mendorong
rakyat Surabaya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya
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untuk aktif dalam perang 10 November 1945. Isi fatwa yang
dikeluarkan pada waktu itu memiliki kesamaan substansial dalam
hal bentuk bangsa Indonesia dengan yang difatwakan MUI. Pada
saat itu, pembelaan terhadap negara dalam mempertahankan
NKRI merupakan bagian dari jihad yang menjadi kewajiban bagi
tiap-tiap orang Islam (fardhu ‘ain) yang berada dalam jarak radius
sembilan puluh empat kilometer (yaitu jarak ketika umat Islam
boleh melakukan shalat jama’ dan gasar).>®

Kerangka etika politik mengandung keseimbangan antara
komitmen menjaga keutuhan NKRI dan peran negara dalam
melakukan upaya-upaya menciptakan rasa adil, aman dan
sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-
elemen yang cenderung melakukan separatisme. Kewajiban
negara ini menuntut semua elemen baik dari dimensi tujuan dan
sarana maupun aksi politik berpijak kepada moral, rasa keadilan
dan kesejahteraan rakyat.

Kepastian hukum dari sudut pandang fatwa tentang NKRI
dengan Pancasila sebagai falsafah dan UUD 1945 sebagai
konstitusi mengandung  tuntutan  sosiologis  terhadap
kelangsungan kemajemukan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah
bangsa yang majemuk, baik dalam hal suku, ras, budaya maupun
agama. Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui
eksistensi beberapa agama, di mana masing-masing agama
tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara.
Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-
masing. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah
proklamasi 1945 Islam memandang posisi umat beragama sebagai
sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen
kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai
dengan prinsip mu’‘ahadah atau muwatsaqah, bukan posisi
mugqatalah atau muharabah.
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Implikasi lebih lanjut dari fatwa NKRI terhadap etika politik
bahwa peraturan negara yang disepakati melalui mekanisme tata
negara memiliki kekuatan yang harus diterima semua komponen
umat Islam. Aktivitas sosial, politik dan keagamaan selama masih
dalam koridor peraturan negara harus mendapat jaminan dari
gangguan kelompok yang lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka
menghindarkan adanya konflik antarpemeluk agama di Indonesia,
negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya
dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama
masing-masing dari setiap upaya penodaan agama. Setiap orang,
kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan
penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun
tersembunyi, negara harus menindaknya secara tegas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2, Etika Politik dalam Relasi Agama dan Negara

Penetapan NKRI sebagai keputusan final bentuk negara
membutuhkan formulasi etika politik yang berfungsi untuk
mempererat keutuhan NKRI. Formulasi etika politik kedua yang
berfungsi mempererat keutuhan NKRI adalah kedudukan agama
sebagai basis referensi dalam mengelola negara. MUl memiliki
kepentingan untuk memberikan pedoman etika politik mengingat
mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam.

Konstruksi masyarakat religius yang menjadi ciri
masyarakat Indonesia memiliki peran menentukan dalam
meletakkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Konstruksi
demokrasi dalam masyarakat Eropa tidak mungkin sama persis
dengan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang
berbeda. Konstruksi demokrasi Indonesia secara filosofis harus
didasarkan kepada entitas cultural indegenius. Dalam kerangka
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fatwa MUI, nilai-nilai yang dibawa arus globalisasi yang
bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan
harus ditolak.

Sebagai negara yang beragama, seharusnya peraturan
negara didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan. Fatwa MUI
telah menegaskan bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan
kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka
berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.
Membangun negara dengan etika politik berarti menjadikan moral
sebagai lokomotif pembangunan negara. Sementara itu, nilai-nilai
keagamaan masih menjadi tolok ukur paradigma moral di
Indonesia.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas memiliki peluang
demokratis yang lebih besar untuk memasukkan ajaran Islam
dalam regulasi negara. Islam merupakan ajaran yang bersifat
universal yang memandang dan menempatkan manusia dalam
harkat martabat yang sangat mulia, dan oleh karena itu Islam
menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar
kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan (al-hurriyah),
persamaan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah/al-gisth), dan
kedamaian (al-silm).

MUl menyadari adanya pluralitas pemahaman dalam
merumuskan etika politik berkaitan dengan relasi agama dan
negara. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam
merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata
“ijtihad” yang memungkinkan terjadinya perbedaan.”’

a. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling
benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan
menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan
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prinsip toleransi (al-tasamuh) dan sikap tersebut merupakan
ananiyyah (egoisme) dan ‘ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme
kelompok) yang berpotensi mengakibatkan  saling
permusuhan (al-‘adawah), pertentangan (al-tanazu’), dan
perpecahan (al-insyiqaq).

b. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat
Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila
hudud wa bila dhawabith).

c. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang
berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan).
Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf
tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai
penyimpangan.

d. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk
dalam majal al-ikhtilaf sebaiknya diupayakan dengan jalan
mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min
al-khilaf) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.

e. Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih
berada dalam koridor ma ana alaihi wa ashhaby, yaitu faham
keagamaan ahlus-sunnah wal jama’ah dalam pengertian yang
luas.

3. Etika Politik dalam Memilih Pemimpin

Memilih pemimpin di negara demokrasi seperti Indonesia
merupakan hak setiap individu dan warga negara.*® Penggunaan
hak memilih menunjukkan kualitas dan legitimasi kepemimpinan
nasional. Dalam praktek perpolitikan nasional, gerakan untuk tidak
memilih disebut dengan “golongan putih” (golput). Golongan
putih adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak
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pilihnya dalam pemilihan umum. Menjelang Pemilu 2009, banyak
kalangan yang khawatir menurunnya partisipasi pemilih (voter
turn out), yang berarti peningkatan angka golput. Ekspresi
kekhawatiran terhadap fenomena golput disampaikan Megawati
dengan menyatakan bahwa sebaiknya mereka yang golput tidak
usah menjadi warga negara Indonesia.*

Kekhawatiran melonjaknya angka golput didasarkan kepada
beberapa pertimbangan. Pertama, partisipasi pemilih dalam
pemilu 2004 lebih rendah daripada pemilu 1999. Tahun 1999
partisipasi pemilih mencapai 91,69 %, sedangkan pada pemilu
2004 adalah 84 %, atau turun sekitar 7 %. Kedua, rendahnya tingkat
kehadiran pemilih dalam sejumlah pilkada. Pilkada antara Juni-Juli
2005, rata-rata angka partisipasi pemilih adalah lebih rendah dari
pemilu nasional tahun 2004, yaitu hanya 73,1 %. Ketiga, prediksi
berbagai lembaga survey dan pengamat politik memperediksi
bahwa golput dalam pemilu ini berkisar antara 30-40 %.%° Keempat,
munculnya gerakan dari civil society yang dimotori Gus Dur dan
Fajrul Rahman untuk memilih golput pada pemilu 2009.

Kelahiran gerakat golput di Indonesia disebabkan tujuh
tafsir golput. Pertama, fenomena teologis yang terkait dengan
tafsir keagamaan yang memandang keikutsertaan dalam pemilu
dan mengakui demokrasi sebagai suatu hal yang dilarang agama.
Kedua, fenomena proses yang muncul sebagai protes terhadap
politisi dan partai politik yang dianggap tidak kunjung
memberikan manfaat kepada merek